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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terbitnya Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) STIA 
Sandikta Volume VI No. 9 Oktober 2020 ini. Dengan motivasi yang tinggi untuk terus maju, hal 
ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mutlak harus dilakukan di 
lingkungan sivitas akademika khususnya bagi dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi (STIA) Sandikta. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) STIA Sandikta ini merupakan 
perwujudan dari jembatan bagi para dosen untuk menerbitkan karya-karya penelitiannya.  

Dengan diterbitkannya karya penelitian para dosen tersebut, maka akan memicu karya-karya 
penelitian lain untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmu Administrasi STIA Sandikta selain tentunya 
membantu prasyarat pengajuan usul dan kenaikan Jabatan Fungsional Akademik dosen.  

Harapan kami tentunya untuk penerbitan Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) STIA Sandikta pada 
masa yang akan datang, kualitas hasil karya ilmiah yang disajikan lebih berkualitas lagi dan 
lebih berbobot serta hasil karya ilmiah yang disajikan pada jurnal ilmiah lebih banyak lagi 
bukan hanya pada institusi STIA Sandikta akan tetapi juga terbuka untuk pihak-pihak lain yang 
akan mempublikasikan hasil penelitiannya baik dari perguruan tinggi lainnya, praktisi dan yang 
lainnya.  

Semoga dengan kehadiran Jurnal Ilmu Admnistrasi (JIA) STIA Sandikta dapat bermanfaat bagi 
kita semua. 

 

Kota Bekasi, Oktober 2020 
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di lingkungan sivitas akademika STIA Sandikta khususnya bagi para Dosen, Tenaga Kependidi-
kan, dan Mahasiswa. 

Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)  Sandikta Volume VI No. 9 Oktober 2020 merupakan sarana para 
Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa untuk menghasilkan karya karya ilmiahnya  da-
lam bentuk riset dan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Dengan diterbitkannya jurnal ini 
diharapkan para pelaku Tridarma Perguruan Tinggi dapat dan senantiasa mampu memberikan 
kontribusi yang maksimal dalam memberikan gagasan, ide-idenya serta solusi untuk pemeca-
han berbagai permasalahan yang ada saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di In-
donesia, untuk kemajuan masyarakat lingkungan sivitas akademika khususnya dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya. 

Akhir kata kami selaku pimpinan redaksi mengucapkan terimakasih kepada Ketua Yayasan 
Pendidikan Kita, Ketua STIA Sandikta, jajaran manajemen STIA Sandikta, para Dosen, Tenaga 
Kependidikan,  dan Mahasiswa dan pihak lainnya terkait dengan penyusunan dan diterbitkann-
ya JIA Sandikta Volume VI No. 9 Oktober 2020. Kami akan selalu menerima saran dan kritik 
yang bersifat aktif, produktif, inovatif dan membangun demi terciptanya sinergi untuk mening-
katkan kualitas JIA Sandikta yang lebih baik dan berkualitas di penerbitan periode berikutnya. 

Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.  
Om Canti, Canti, Canti, Om. 

 

 

Kota Bekasi, Oktober 2020 
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PENDAHULUAN	

Perkembangan teknologi yang pesat dalam 
empat dekade ini telah mempengaruhi 
maraknya perkembangan industri usaha kecil 
dan menengah di Indonesia. Pentingnya 
peranan Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi dalam ak-
tivitas Usaha Menengah dan Kecil Menengah 
di daerah di seluruh Indonesia. Good Corpo-
rate Governance adalah prinsip yang 
mengarahkan dan mengendalikan perus-
ahaan agar mencapai keseimbangan antara 
kekuatan serta kewenangan perusahaan da-
lam memberikan pertanggungjawabannya 
kepada para shareholders khususnya, dan 
stakeholders pada umumnya. Pengambiulan 
keputusan di perusahaan harus dapat diper-
tanggungjawabkan, dan keputusan tersebut 

mampu memberikan nilai tambah bagi share-
holders. Fokus utama terkait dengan proses 
pengambilan keputusan perusahaan yang 
mengandung nilai-nilai transparency, respon-
sibility, accountability dan fairness. ADB 
(Asian Development Bank) menjelaskan bah-
wa GCG mengandung empat nilai utama: ac-
countability, transparency, predictability dan 
participation. GCG dide�inisikan sebagai suatu 
pola hubungan, sistem dan proses yang 
digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, 
Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan 
nilai tambah kepada pemegang sahamsecara 
berkesinambungan dalam jangka panjang 
dengan tetap menghentikan stakeholder 
lainnya, berlandaskan peraturan perun-
dangan dan norma yang berlaku. Aspek pent-
ing yang harus diperhatikan dalam GCG yang 

Good	Corporate	Governance	dalam Mendeteksi Kecurangan 
Akuntansi pada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi serta 

Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan Ling-
kup Global di Wilayah Bekasi Jawa Barat 

IGP Ratih Andaningsih * 

Administrasi Bisnis 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta 

ABSTRACT	

This	 research	 examines	 the	 important	 of	 	 Good	 Corporate	 Governance	 of	 Fraud	 detection	 in	 accounting	 	 Of	 Small	
Medium	Business	Entities	 	 in�luence	to	 	Going	concern	corporations	and	development	of	environment	accounting	of	
Global	 at	 Bekasi,	 West	 Java.	 The	 research	 aims	 to	 analyze	 and	 to	 discuss	 the	 relationship	 among	 variabels	 such	
business	environments	of	accounting	fraudulent.	It	is	also	aimed	to	�ind	the	optimal	relationship	model	of	the	variabels	
mentioned	above	for	optimal	entrepreneurship	process	and	competence	building	and	venture	growth.	The	data	of	this	
research	 is	 obtained	 from	website	 and	 literature	 of	 secunder	 data	 and	 primary	 data	 survey	 of	 retail	 informations	
technology	of	Small	and	Medium	Entrepreneurs	Busines	Entities	of	Bekasi	area	have	indicator		returned	by	50	sample	
data	of	67	respondent	of	Success	Small	Medium	Entrepreneurs	Businees	Companies	in	global	environment	accounting	
of	digital	era.	Data	was	collected	through	direct	interview	method	with	respondent	to	�ill	the	questionnaire	prepared	
for	 the	 research.	 These	 samples	 of	 research	 were	 selected	 by	 using	 purposive	 sampling	 method	 and	 used	 by	
quantitative	methode.	Analysis	 hypothesis	 is	 using	multiple	 regression.	 The	 result	 of	 this	 research	 show	 that	 	 Good	
Corporate	 Governance	Of	 Small	Medium	Business	 Entities	 and	 Small	Medium	 Business	 Entities	 have	 affect	 directly		
positif	signi�icance		and	simultance	strongly	to		Going	concern	Corporations	and	development	of	detection	fraudulent	
environment	 	accounting	of	 	global	 	at	 	Bekasi,	West	 Java.	This	 research	used	supporting	by	qualitative	 	method	as	
compared	researching	supporting		actually	database.		

Keywords:	Good	Corporate	Governance,	Fraud	detection,	Small	Medium	Busines,	Going	Concern.		
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masi yang material dan relevan serta 
melarang penyampaian informasi untuk 
pihak sendiri yang bisa menguntungkan 
orang dalam (Insider	information	for	insider	
trading).  

Usaha kecil dan menengah sangat 
berkembang pesat di wilayah Bekasi Jawa 
Barat, terbukti banyaknya para pengusaha 
muda dalam bidang jasa dan perdagangan 
yang sangat maju dan berkembang yang su-
dah banyak memberikan kontribusi yang 
baik terhadap wilayah Bekasi Jawa Barat.  

Wirausahawan merupakan individu 
yang sangat spesi�ik dalam perilakunya da-
lam Schumpeter, Kirzner dan Knight dalam 
Carnee dan Thunk (2002) mengemukakan 
bahwa, pertama, wirausahawan sebagai inno-
vator, dimana seorang wirausahawan selalu 
mencari inovasi dalam menciptakan  nilai 
tambah di dalam menjalankan usahanya, 
kedua, wirausahawan sebagai individu yang 
selalu mencari peluang yang menguntungkan, 
ketiga, wirausahawan menyukai risiko. 
Penelitian pembelajaran wirausaha belum 
banyak dilakukan oleh para ahli. Cope dan 
Watt (2000) menyatakan bahwa kejadian 
kritis (critical incident) yang dialami 
wirausaha dalam kegiatan sehari hari 
mengandung muatan emosional yang sangat 

perlu dipahami dalam dunia usaha bisnis 
UMKM dan Koperasi adalah: 

Adanya keseimbangan hubungan antara 
organ perusahaan di antaranya RUPS/RAT, 
Dewan Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan 
mencakup hal yang berkaitan dengan 
struktur kelembagaan dan mekanisme 
operasional ketiga organ perusahaan terse-
but (Keseimbangan internal).  

Adanya pemenuhan tanggungjawab pe-
rusahaan sebagai entitas bisnis dalam 
masyarakat kepada seluruh stakeholders. 
Tanggungjawab ini meliputi hal ynag terkait 
dengan pengaturan hubungan antara perus-
ahaan dengan stakeholder (Keseimbangan 
Eksternal).  

Adanya hak pemegang saham untuk 
mendapat informasi yang tepat dan benar 
pada waktu yang diperlukan mengenai perus-
ahaan. Kemudian hak berperan serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai perkem-
bangan strategis dan perubahan mendasar 
atas perusahaan serta ikut menikmati keun-
tungan yang diperoleh perusahaan dalam 
pertumbuhannya.  

Adanya perlakuan yang sama terhadap 
para pemegang saham, terutama pemegang 
saham minoritas melalui keterbukaan infor-
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tinggi dan pembelajaran tingkat tinggi. Sulli-
van (2000) menekankan pentingnya client 
mentor matching dalam keberhasilan pem-
bimbingan.  

Fraud sering diterjemahkan sebagai 
kecurangan. Webster New Dictionary 
mende�inisikan dalam arti yang luas sebagai 
suatu pembohongan atau penipuan yang dil-
akukan untuk kepentingan pribadi. Menurut 
Taylor and Glezen (1997:130) fraud (curang) 
dide�inisikan sebagai berikut: (a) Manipula-
tion, falsi�ication, or alteration of accounting 
records or supporting document from which 
�inancial statement ae prepared; (b) Misrep-
resentation or intentional omission of disclo-
sure of events, transactions, or other signi�i-
cant information. (c) Intentional misappro-
priation of accounting principles relating to 
amounts, classi�ication, manner of presenta-
tion or disclosure. Sementara Davia et al 
(1992:48) menjelaskan bahwa fraud adalah:” 
an intentional perversion of the truth in order 
to induce another to part with something of 
value or to surrender a legal right”.  

Sedangkan pakar Internal auditor Saw-
yer (1981:713) yaitu: fraud is a false repre-
sentation or concealment of a material fact to 
induce someone to part with something of 
value. Jenis jenis kecurangan yaitu: (1) 
Kecurangan eksternal adalah kecurangan 
yang dilakukan oleh pihak luar terhadap sua-
tu entitas, seperti kecurangan yang dilakukan 
pelanggan terhadap usaha/bisnis usaha 
UMKM/EMKM, wajib pajak terhadap 

pemerintah. (2) Kecurangan internal yaitu 
tindakan tidak legal dari karyawan, manajer 
dan atau eksekutif terhadap entitas tempat 
mereka bekerja.  

Association of certi�icate fraud examina-
tion , ACFE (2000), kategori kecurangan ada-
lah: (a) Kecurangan dalam laporan keuangan, 
(b) Penyalahgunaan asset (asset misappro-
priation), (c) Korupsi ( Corruption). Jenis 
kecurangan lainnya : 9a) Kecurangan korpo-
rat (Corporate fraud), (b) Kecurangan mana-
jemen atau kejahatan kerah putih 9White 
Collar Crime).  

Menurut Emile Woolf (1994:621) mem-
bagi fraud ke dalam dua kategori besar : (1) 
fraud yang mencakup manipulasi catatan dan 
jumlah, yang dilakukan oleh pejabat senior 
perusahaan , (2) fraud yang dilakukan karya-
wan yang terdiri dari pencurian, penya-
lahgunaan atau penggelapan terhadap dana 
perusahaan, biasanya dalam bentuk kas atau 
aktiva lainnya seperti persediaan di gudang.  

Adapun faktor yang menyebabkan ter-
jadinya kecurangan: (1). Pengendalian inter-
nal tidak ada atau lemah atau dilakukan long-
gar tidak efektif. (2) Pegawai dipekerjakan 
tanpa memikirkan kejujuran dan inegritas 
mereka, (3) Pegawai diatur, dieksploitasi 
dengan tidak baik, disalahgunakan atau 
ditempatkan dengan tekanan yang besar un-
tuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan 
yang mengarah pada tindakan kecurangan. 
(4) Model manajemen sendiri melakukan 
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70. Dalam penelitian ini digunakan sampel 
sebanyak 67 - 70 responden. Mengingat wak-
tunya kurang memadai sehingga peneliti 
melakukan dengan metode purposive sam-
pling melalui metode kuantitatif dan sebagai 
supportingnya peneliti juga melakukan 
penelitian dengan menggunakan Metode data 
kualitatif .  

Data responden yang dipilih di dapat 
dari bank data Usaha Kecil Dan Menengah 
wilayah Bekasi Jawa Barat dan Dinas 
Koperasi dan UKM di beberapa Kecamatan 
wilayah Bekasi Jawa Barat  antara lain: Keca-
matan Pondok Gede, Kecamatan Pondok 
Melati, Kecamatan Jati Sampurna Good corpo-
rate governance dalam mendeteksi 
kecurangan akuntansi  dalam lingkungan 
usaha kecil dan menengah meliputi: Aspek 
Kewirausahaan UMKM dan Koperasi , baik 
pada tingkat individu pengusaha maupun 
tingkat organisasi sehingga akan ber-
pengaruh langsung atau tidak langsung ter-
hadap kelangsungan hidup perusahaan dalam 
perkembangan akuntansi di lingkungan glob-
al. Pearce dan Robinson (1991) mengidenti�i-
kasikan tiga jenis lingkungan usaha yaitu 
lingkungan jauh seperti ekonomi, sosial, poli-
tik, teknologi dan ekologi, lingkungan industri 
seperti hambatan masuk, kekuatan pemasok, 
kekuatan pembeli, barang substitusi, dan 
kompetisi, dan lingkungan operasi seperti 
competitor, kreditor, konsumen, tenaga kerja, 
dan pemasok.  

Untuk meningkatkan pertumbuhan 
Usaha Kecil dan Menengah di wilayah Bekasi 
Jawa Barat harus dihindari pengaruh ling-
kungan usaha yang tidak kondusif bagi per-
tumbuhan UKM seperti subsidi, proteksi, per-
saingan yang tidak fair ( tidak wajar), dan in-
frastruktur usaha yang menghambat pertum-
buhan UKM. Pengembangan UKM sebaiknya 
dilakukan dengan menciptakan lingkungan 
usaha yang mendorong tumbuhnya sifat 
wirausahawan yang tangguh, motivasi usaha 
yang kuat, dan pembelajaran going corporate 

kecurangan, tidak e�isien/tidak efektif serta 
tidak taat terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku. (5) Pegawai yang dipercaya 
memiliki masalah pribadi yang tidak dapat 
dipecahkan seperti masalah keuangan, kebu-
tuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang 
berlebihan, (6)Industri dimana perusahaan 
menjadi bagiannya memiliki sejarah atau 
tradisi kecurangan. 

Pencegahan kecurangan dapat dil-
akukan: 1. Membangun struktur pengendali-
an inter yang baik yang terdiri dari :a) Ling-
kungan pengendalian (Control environment), 
(b) Penaksiran risiko (risk assessment), (c) 
Standar pengendalian ( Control activities), (d) 
Informasi dan komunikasi (Information on 
communication), (e). Pemantauan 
(monitoring) , 2. Mengefekti�kan aktivitas 
pengendalian:(a). Review kinerja, (b) Pen-
golahan informasi, (c) Pengendalian phisik, 
(d) Pemisahan tugas. (3). Meningkatkan kul-
tur organisasi, (4) Mengefekti�kan internal 
audit.  

Faktor yang akan diteliti adalah Good 
Corporate Governance dalam mendeteksi 
kecurangan akuntansi sebagai variabel bebas 
atau independent variabel yang 
dilambangkan dengan (X1) dan  Usaha Kecil 
dan menengah sebagai variabel Bebas atau 
indeoendent variabel (X2) , berpengaruh ter-
hadap  Kelangsungan hidup perusahaan 
(Going Concern) dalam Perkembangan 
Akuntansi di lingkungan Global 
dilambangkan dengan variabel terikat atau 
dependent variabel (Y). Perencanaan Analisis 
data dilakukan dengan metode Structural 
Equation Modeling (SEM) yang membutuh-
kan ukuran sampel tidak kurang dari 100 re-
sponden.  

Menurut Roscoe (1975) dalam Malhotra 
(1993). Jumlah sampel yang diamati, ditetap-
kan berdasarkan jumlah variabel yang dia-
mati sebanyak 10 dan yang masuk dalam 
penelitian hanya 7 populasi , maka sampe-
lnya minimalnya adalah 7 dikalikan 10 yaitu 
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governance wirausaha UKM yang efektif se-
hingga mampu membangun kompetensi 
sesuai bidang usahanya. Hal tersebut sesuai 
saran Asian Development Bank (ADB) yang 
mengatakan bahwa pemerintah merupakan 
agen utama yang menciptakan lingkungan 
usaha yang kondusif diantaranya adalah sta-
bilitas ekonomi makro, sistem hukum yang 
efektif dan terbuka, perlindungan hak milik, 
pasar masukan dan keluaran yang �leksibel 
dan kompetitif, peraturan yangs ederhana 
yang menentukan lingkungan usaha dalam 
sistem perekonomian, pembangunan infra-
struktur dan layanan dasar, perlindungan 
yang lemah, serta penciptaan pasar terbuka 
kompetitif dalam era lingkungan akuntansi 
global.  

ADB berpendapat bahwa pemberdayaan 
UKM harus didasarkan pada prinsip pasar. 
Pemberdayaan UKM tidak boleh didapat 
dengan mengorbankan e�isiensi ekonomi. Ke-
bijakan yang protektif akan menghasilkan 
keuntungan jangka pendek namun tanpa 
disadari hal ini melemahkan inovasi dan 
dinamisme. Jika UKM ingin sukses dan maju 
mereka harus bersaing atas dasar e�isiensi 
dan kualitas yang bisa didapat dari ling-
kungan usaha yang kondusif, motivasi usaha 
yang kuat serta pembelajaran yang benar dan 
baik dalam membangun keunggulan daya 
saing usahanya. Dalam upaya meningkatkan 
kualitas pengembangan budaya Good Corpo-
rate Governance untuk mendeteksi 
kecurangan akuntansi pada  UKM  di  Wilayah 
Bekasi Jawa Barat diperlukan lingkungan 
usaha yang kondusif serta involvement yang 
sungguh - sungguh dari pembelajaran dalam 
proses activity based good corporate learning 
Accounting anti fraud tujuannya adalah untuk 
menjamin secara berkesinambungan serta 
fokus dan orientasi pada upaya pertumbuhan 
(Growth ) UKM. Keberhasilan  dan kegagalan 
harus dijadikan feedback yang relevan 
dengan permasalahan dan realitas lapangan 
bagi upaya perbaikan yang berkelanjutan, 
McNamara (1986), menekankan pentingnya 

memelihara dialog dan reaksi kreatif ter-
hadap situasi yang dihadapi.  

Lembaga pendidikan, pemerintah, 
Pelaku dunia usaha sebaiknya meninjau 
ulang orientasi dalam sistem pengembangan 
dan pembelajaran Good Corporate Govern-
ance dan UKM dari yang competence based 
learning menuju ke activity based good cor-
porate governance of small medum business 
entity yang berfokus pada upaya peningkatan 
performance yang berkelanjutan dalam 
mencetak “Good Governance of entrepre-
neurship yang berjiwa inovatif, kreatif, ulet, 
tangguh dan berprestasi”dan mampu 
mendeteksi berbagai kemungkinan 
kecurangan yang akan terjadi Motivasi 
peneliti adalah untuk dapat memecahkan 
permasalahan yang muncul khususnya 
pengaruh yaitu: Pengaruh  Good Corporate 
Governance dalam mendeteksi kecurangan 
akuntansi (X1) dan Pengaruh Usaha Kecil Dan 
Menengah dan Koperasi (X2)  terhadap Ke-
langsungan hidup perusahaan (Going Con-
cern) Dalam Perkembangan Akuntansi Di 
Lingkungan Global (Y) (Dibuktikan melalui 
Uji F hitung dan F table) 

1. Apakah  Good Corporate Governance 
dalam mendeteksi kecurangan akuntan-
si (X1) berpengaruh terhadap Kelang-
sungan Hidup Perusahaan (Going Con-
cern) dalam perkembangan Akuntansi 
di Lingkungan Global   (Y)  

2. Apakah Usaha Kecil Dan Menengah dan 
Koperasi  (X2) berpengaruh  terhadap                                                                                         
Kelangsungan hidup perusahaan (Going 
Concern) Dalam Perkembangan 
Akuntansi Di Lingkungan Global (Y)  

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai 
berikut: 

1. Dapat mengetahui pengaruh Good Cor-
porate Governance dalam mendeteksi 
kecurangan akuntansi (X1) dan  Usaha 
Kecil Dan Menengah dan Koperasi (X2) 
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riset tentang Corporate Governance ke da-
lam: kinerja sebagai fungsi dari Corporate 
Governance (misalnya : Tobin”s Q  sebagai 
fungsi dari struktur komisaris), governance 
sebagai fungsi dari Corporate Governance 
(Misalnya Kompensasi CEO) dalam hub-
ungannya dengan struktur kepemilikan dan 
dampak Corporate Governance terhadap 
kinerja. Penilaian atas pelaksanaan Corporate 
governance yang didasarkan pada multi item 
dan dikompositkan lebih mampu menangkap 
dimensi Corporate Governance yang kompre-
hensif.  

Namun demikian beberapa riset telah 
menggunakan ukuran multi aspek dari Cor-
porate Governance digunakan oleh beberapa 
peneliti antara lain Jiang et al. (2008) 
menggunakan Gov Score yang terdiri dari 51 
kontruk, Larcker et al. (2007) dengan 14 uku-
ran Corporate Governance, dan Jiang dan 
Anandarajan (2009) dengan indeks Gomper 
yang terdiri dari 64 item Corporate Govern-
ance. Tujuan Corporate Governance lebih 
dikhususkan untuk memastikan fairness ke 
semua stakeholder (Choudhury dan Hoque , 
2006). Hal ini dicapai melalui transparansi 
dan akuntabilitas yang lebih baik Ahmed dan 
Chapra (2002), Corporate Governance meli-
puti: Pengaturan organisasi yang mana tinda-
kan manajer sejalan (align) dengan kepent-
ingan stakeholder, (2) organ governance 
(yang meliputi dewan direksi, dewan 

berpengaruh secara simultan Kuat ter-
hadap Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern)                                                                                              
dalam   Perkembangan  Akuntansi  Di 
Lingkungan  Global (Y).                             

2. Dapat mengetahui seberapa jauh 
pengaruh Good Corporate Governance  
dalam mendeteksi kecurangan akuntan-
si (X1) dan   berpengaruh Usaha Kecil 
Dan Menengah dan Koperasi (X2) 
secara  parsial signi�ikan terhadap   Ke-
langsungan Hidup Perusahaan (Going 
Concern)                                                                                              
dalam   Perkembangan  Akuntansi  Di 
Lingkungan  Global (Y).             

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, 
maka dipandang perlu untuk melakukan 
penelitian yang dituangkan dalam judul 
penelitian”Pentingnya Good Corporate Gov-
ernance dalam mendeteksi mkecurangan 
akuntansi  dan UMKM dan Koperasi   
pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup 
Perusahaan dalam Lingkungan Global  di 
Wilayah Bekasi Jawa Barat”                                                                                                  

KERANGKA	TEORI		DAN		PENGEMBANGAN		
HIPOTESIS	

Pada tataran riset, Corporate Governance bi-
asanya diproksikan dengan beberapa deter-
minan saja. Gillan (2006) mengelompokkan 
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pengawas, dan manajemen) memiliki tuuan 
untuk kepentingan stakeholder dan menfasil-
itasi proses monitoring yang efektif sehingga 
penggunaan sumberdaya dapat e�isien patuh 
pada aturan dan prinsip hukum Islam IFSB 
(2005). Aktivitas perusahaan yang diinforma-
sikan oleh perusahaan merupakan suatu hal 
yang berharga bagi stakeholder khususnya 
para pelaku dunia usaha karena bisa mem-
berikan informasi mengenai kinerja UMKM 
dan Koperasi. Pengungkapan informasi 
akuntansi dalam dunia UMKM merupakan 
kebutuhan bagi stakeholder untuk menge-
tahui kondisi suatu perusahaan yang akan 
menjadi tempat bagi para investor dalam me-
nanamkan investasinya. Perusahaan yang 
memiliki tingkat environment performance 
yang tinggi akan direspon positif oleh inves-
tor.  

Di era globalisasi tuntutan untuk mem-
iliki tanggung jawab social terhadap pihak 
diluar manajemen dan pemilik modal, dalam 
akuntansi konvensional pusat perhatian yang 
dilayani perusahaan adalah stockholder dan 
bondholder, sedangkan pihak yang lain ser-
ing diabaikan (Anggraini, 2006). Penelitian 
empiris terdahulu mengenai hubungan anta-
ra environmental performance dengan eco-
nomic performance melaporkan hasil yang 
tidak konsisten. Rockness  et  al. (1978) 
menemukan tidak ada hubungan antara vari-
abel environmental performance dan variabel 
economic performance.  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan adalah sebagai berikut. 

Hipotesis statistik: 

 X1 , X2,  secara kuat  simultan  ber-
pengaruh langsung positif terhadap Y 

 X1 secara parsial berpengaruh  lang-
sung positif terhadap Y 

 X2 secara parsial berpengaruh langsung  
positif terhadap Y 

Pengujian Hipotesis lain metode regresi ber-
ganda (multiple regression) dengan persa-
maan regresi sebagai berikut: 

Tipe analisis menggunakan test 
hipotesis dengan single parameter 
(Parameter test tunggal). Tipe  data adalah 
numerical dan data t test hipotesis untuk nilai 
rata rata (Mean) dengan kategori Z test dari 
hipotesis untuk data proporsi tertentu. 
Penelitian data variabel mengikuti data varia-
bel independent (Bariabel bebas) dan Varia-
bel Dependent (Variabel terikat). Tipe ke II 
adalah mengukur tingkat kesalahan (Error) 
melalui beta melalui ukuran aktual parapeter 
populasi. Mengikuti sample dan data 
hipotesis formula dalam penelitian ini.  

Pengujian Hipotesis lain metode logistik 
regresi berganda (Logistic Multiple Regres-
sion) dengan persamaan regresi sebagai beri-
kut: 

Analisis sample data dan populasi menurut 
parameter menggunakan Logistik regresi 
berganda dengan hipotesis Alpha 5% adalah 
sebagai berikut: 

 Y = a + b1X1    +  b2X2   +    e 

 Y = Kelangsungan hidup perusahaan 
(Going Concern) 

 a = Konstanta 

 X1=  yaitu  Good Corporate governance  
dalam deteksi kecurangan akuntansi 

 X2=  yaitu UMKM dan Koperasi 

 b1  = Koe�isien regresi parsial yang 
mengukur besaran perubahan variabel 
terikat Y sehubungan dengan peru-
bahan variabel bebas X1 dengan asumsi 
X2  konstant. 

 b2  = Koe�isien regresi parsial yang 
mengukur besaran perubahan variabel 
terikat Y sehubungan dengan peru-
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bahan variabel bebas X2 dengan asumsi 
X1 konstant. 

 epsilon= Variabel pengganggu 

Regresi sederhana didasarkan pada hub-
ungan fungsional ataupun kausal satu varia-
bel indepnden dengan satu variabel de-
penden. Pada penelitian ini, regresi linear se-
derhana digunakan untuk menjelaskan 
apakah Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi (X1), 
Usaha Menengah Dan Kecil Menengah dan 
Koperasi (X2), dan berpengaruh  terhadap 
Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going Con-
cern) di lingkungan  global di wilayah kota 
Bekasi Jawa Barat   (Y).  Uji signi�ikansi simul-
tan (Uji F) dilakukan dengan tujuan signi�-
ikansi pengaruh variabel independen ter-
hadap variabel dependen secara bersama sa-
ma Ghozali (2006:84), tahapan yang dil-
akukan dalam pengujian hipotesis dengan uji 
F adalah: 

1. Merumuskan hipotesis statistik : H0 : b1 
=b2 = 0, artinya variabel  - variabel in-
dependen secara bersama sama tidak 
berpengaruh signi�ikan terhadap varia-
bel dependen. H1 : b1  tidak sama 
dengan b2  tidak sama dengan 0 , 
artinya variabel-variabel independen 
secara bersama –sama berpengaruh sig-
ni�ikan terhadap variabel dependen.  

2. Menentukan kriteria pengujian  Signi�-
ikansi. F <alpha, H0  diterima  dan Sig-
ni�ikansi. F > alpha, H0  ditolak. Uji sig-
ni�ikansi individual (Uji t) digunakan 
untuk menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel independen da-
lam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2006 :84), uji t dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 

3. Merumuskan hipotesis statistik : H0 : b1 
= = 0, artinya variabel  - variabel inde-
penden secara parsial tidak ber-
pengaruh signi�ikan terhadap variabel 
dependen. H1 : b1 tidak sama dengan 0 , 
artinya variabel-variabel independen 
secara  parsial berpengaruh signi�ikan 
terhadap variabel dependen.  

4. Menentukan kriteria pengujian  Signi�-
ikansi. t <alpha, H0  diterima  dan Sig-
ni�ikansi. t > alpha, H0  ditolak.  

Analisis koe�isien korelasi bertujuan untuk 
mengukur keterkaitan hubungan antara X1  , 
X2  (Variabel-variabel Independen) dengan Y 
(Variabel dependen). Mengukur seberapa 
erat antara variabel X1 , X2,  terhadap    Ke-
langsungan Hidup Perusahaan (Going Con-
cern) dalam   Perkembangan  Akuntansi  Di 
Lingkungan  Global (Y)  (Ghozali , 2006:82).                                                                                 

METODE	PENELITIAN	

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah basic/fundamental re-
search. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 3 kecamatan di kota 
wilayah Provinsi Jawa Barat  sebanyak 67 re-
sponden yaitu pengusaha Usaha Menengah 
dan kecil Dan Menengah dan Koperasi.  

Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan 2 metode penelitian yaitu : 
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode 
penelitian kualitatif .  

Untuk Penelitian Kuantitatif Objek dari 
penelitian ini adalah Good Corporate Govern-
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ance dalam mendeteksi kecurangan akuntan-
si (X1)  dan  Usaha Menengah Kecil dan 
Menengah (X2) dan Kelangsungan Hidup Pe-
rusahaan (Going Concern)                                                         
dalam   Perkembangan  Akuntansi  Di Ling-
kungan  Global (Y) Ghozali (2006:82)                                          
yang diukur secara langsung menggunakan 
data sekunder an primer yang bersumber 
dari data website dan literature kepustakaan 
yang dihitung menggunakan data sampling . 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pen-
dekatan kuantitatif yang bersifat korelasional 
(Cooper dan Schindler  , 2006: 143). Data 
yang diambil bersumber dari data sekunder 
dan dari Website, data diolah oleh peneliti 
melalui data literature aktual yang memiliki 
indikator pengukuran variabel X dan Y.  

Variabel	 Dependen	 –Variabel	 terikat	 (Y)=	
Variabel	Endogen:	

Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going Con-
cern) dalam   Perkembangan  Akuntansi  Di 
Lingkungan  Global (Y). ( Ghozali, 2006:82). 
Pengukurannya antara lain:Lingkungan in-
dustry, Lingkungan Politik, Lingkungan So-
sial, Lingkungan Ekologi. Untuk Lingkungan 
Industri hambatannya antara lain: adanya 
kelemahan pembeli, masalah barang substi-
tusi. Untuk Lingkungan Operasi antara lain: 
Kompetitor, Kreditor, Konsumen, tenaga ker-
ja dan pemasok.                                     

Berdasarkan dari hasil perhitungan 
pengolahan data dengan bantuan computer 
program SPSS versi 22 maka  diperoleh  : 

Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi mkecurangan akuntansi yang 
dilambangkan dengan  X1 

Rumus: Y = a+b 1 +X1+e 

Keterangan: 

a=  Konstanta = 50 sample data pada tingkat 
signi�ikasi 0, 05 =0, 5199 

b1 =Koe�isien regresi sederhana = 1, 6759 

X1 =10 sampel , lihat table Uji t, upper per-
centile of the t distribution (1-0, 05), adalah  
1, 8125 

Epsilon (Variabel pengganggu) =  5%=0, 05  

Y=0, 5199 +1, 6759 x 0, 8125+0, 05 = 1, 
8340875 

Good	 Corporate	 Governance	 dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi peneliti 
ambil sebagai variabel bebas (X1) , merupa-
kan nilai koe�isien individual capability yang 
menyatakan bahwa setiap penambahan 
(Karena tanda +) 1% maka variabel individu-
al capability akan meningkatkan pengaruh 
terhadap Kelangsungan hidup perusahaan 
(Going Concern) dalam perkembangan ling-
kungan Akuntansi Global dengan asumsi vari-
abel lain konstant. Konstanta beta nol menya-
takan besarnya variabel yang tidak di-
pengaruhi oleh variabel individual capability 
(X1), atau variabel bebas = 0 .  
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 Usaha Menengah Dan kecil Menengah meru-
pakan Variabel  (X2), dirumuskan sebagai 
berikut:                                                              

Rumus: Y = a+b 2 X2+e 

a=  Konstanta = 50 sample data pada tingkat 
signi�ikasi 0, 05 =0, 5199 

b2 =koe�isien regresi sederhana = 1, 6759  

X2 =40 sampel , lihat table Uji t, upper per-
centile of the t distribution (1-0, 05), adalah 
1, 6839 

 Epsilon (Variabel Pengganggu) =  5%=0, 05  

Y= 0, 5199 +  1, 6759 x 1, 6839 + 0, 05 =  3, 
74750762  

Usaha Menengah Dan Kecil Menengah 
dilambangkan dengan variabel bebas (X2), 
merupakan nilai koe�isien the organizational 
climate (X2) yang menyatakan bahwa setiap 
penambahan (Karena tanda +) 1%, maka var-
iabel the organizational climate (X2) akan 
meningkantkan sumber pendapatan nasional 
dan adanya potensi penerimaan pajak negara  
dengan asumsi variabel lain constant.  

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 
Good Corporate Governance  dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi (X1) mem-
iliki proporsi 20% yaitu sebanyak 10 sampel 
data sesuai table of Critical Values of t for a 
particular number of degree of freedom, en-
try represent the critical value of t  corre-
sponding to the cumulative probability (1-
alpha) and a speci�ied upper tail area (alpha) 
adalah  1, 8125 dan Usaha menengah Dan 
Kecil Menengah (X2)  memiliki proporsi 80% 
yaitu sebanyak 40 sampel data adalah sebe-
sar 1, 6839 (X2) terhadap Kelangsungan 
Hidup Perusahaan (Going Concern)    ,  varia-
bel (Y ) .  

Dalam penelitian metode kualitatif ini , 
peneliti memberikan pemahaman dengan 
menggunakan   tradisi metode yang khas un-

tuk mengeksplorasi masalah sosial dan 
manusia. Peneliti membangun suatu gam-
baran yang holistic, kompleks, menganalisis 
kata-kata, laporan terinci pandangan in-
forman dan menyelenggarakan studi dalam 
situasi alamiah ( Cresswell  1998:75). Adapun 
desain utama yang digunakan penelitian ini 
adalah”Grounded theory study”, yang ber-
tujuan to generate or discover a theory”, sua-
tu skema analitis abstrak mengenai fenomena 
UMKM seperti Koperasi, terkait dengan 
konteks atau latar sosial tertentu dimana 
wirausaha koperasi berinteraksi, memutus-
kan dan melakukan tindakan-tindakan 
UMKM secara murni. Untuk mempelajari 
bagaimana para wirausaha koperasi bertin-
dak, peneliti mengumpulkan data melalui wa-
wancara, melakukan kunjungan berulang ke 
lapangan, mengembangkan dan menghub-
ungkan berbagai kategori informasi dan 
merumuskan proposisi tertulis atau hipotesa, 
atau menyajikan gambaran visual mengenai 
mengenai teori.  

Dalam penelitian ini lokasi dan subjek 
penelitian dipilih secara purposive (non 
probability sampling) atau theoretical sam-
pling yaitu 67 responden UMKM dan 
Koperasi yang mewakili 3 Kecamatan di wila-
yah Kota Bekasi yaitu: Kecamatan Pondok 
Gede, Kecamatan Pondok Melati, dan Keca-
matan Jatisampurna data yang diterima dan 
memenuhi sayarat untuk diolah adalah 
sejumlah 50 sampel data. Adapun langkah 
pengumpulan data dalam penelitian ini dil-
akukan dalam bentuk siklus dengan langkah 
langkah: 1. Penentuan lokasi, 2. Penetapan 
responden, 3) Memasuki lapangan dan mem-
bangun hubungan, 4. Pengumpulan data, 5. 
Pencatatan informasi, 6. Pemecahan masalah 
yang timbul dan , 7. Penyimpanan data. Se-
mentara proses analisis data mengikuti tradi-
si yang dilakukan para peneliti kualitatif, dil-
akukan dengan “Moving in analytical circles 
rather than using a �ixed linear ap-
proach”( Cresswell, 1998:142). Oleh sebab itu 
proses spiral analisis data kualitatif meliputi 
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aktivitas seperti: representasi, visualisasi, 
deskriptif, klasi�ikasi dan interpretasi.  

PEMBAHASAN	

Penelitian ini mengambil sampel Usaha 
Menengah Dan Kecil Dan Menengah Dan 
Koperasi di Wilayah Bekasi Jawa Barat yang 
meliputi 3 (Tiga) Kecamatan yaitu: Kecama-
tan Pondok Gede, Kecamatan pondok Melati 
dan Kecamatan Jati Sampurna. Kuesioner 
yang dibagikan di wilayah Kecamatan Pondok 
Gede, kuesioner yang disebarkan sejumlah 22 
kuesioner dan 2 buah kuesioner dinyatakan 
rusak karena tidak diisi dengan lengkap, se-
hingga tingkat pengembalian kuesioner ini 
sebesar 90, 9 % . Jumlah kuesioner yang 
dapat diolah dalam penelitian ini adalah 
sejumlah 20 kuesioner. Untuk Kecamatan 
Pondok Melati kuesioner yang disebarkan 
sejumlah 20 kuesioner dan 5 kuesioner 
dinyatakan rusak karena tidak diisi dengan 
lengkap, sehingga tingkat pengembalian 
kuesioner ini sebesar 75%. Jumlah  kuesioner 
yang dapat diolah dalam penelitian ini 
sejumlah 15 kuesioner. Untuk Kecamatan Jati 
sampurna kuesioner yang disebarkan 
sejumlah 25 kuesioner dan 10 buah kuesion-

er dinyatakan rusak karena tidak diisi dengan 
lengkap disebabkan karena hilang dan usaha 
UMKM tersebut terkena musibah banjir dan 
banyaknya genangan air, sehingga tingkat 
pengembalian kuesioner ini sebesar 60%. 
Jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam 
penelitian ini sejumlah 15 kuesioner. Hasil 
dari penyebaran kuesioner dan pengolahan 
data penelitian dapat dilihat dalam tabel.  

Berdasarkan hasil penelitian UMKM dan 
Koperasi dari 3 (Tiga) Kecamatan  hanya ter-
dapat sejumlah 50  sampel data yang mem-
iliki Pengaruh Good Corporate Governance 
dalam Usaha Menengah Dan Kecil Menengah 
terhadap Kelangsungan Hidup (Going Con-
cern) dalam lingkungan Akuntansi Global da-
lam Era Digital di Wilayah Bekasi Jawa Barat.  

Uji F menurut table F distribution, de-
gree of freedom for numerator pada n-2, yai-
tu 50-2 =48 pada tingkat signi�ikasi 0, 05=5% 
adalah 2, 04 Maka dapat dijelaskan melalui 
Uji t secara parsial dan Uji F secara simultan 
adalah sebagai berikut: 

Hipotesis Uji F: 
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Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji 
F) Uji signi�ikansi simultan menunjukkan 
bahwa seluruh variabel independen yang 
terdiri dari variabel individual capability (X1) 
dan variabel the organizational climate (X2) 
berpengaruh secara nyata terhadap variabel 
dependen yaitu variabel  Kelangsungan 
Hidup Perusahaan (Going Concern)                                               
(Y), Langkah langkah pengujian: 

Hipotesis: H0 : b1  =  b2  = 0, artinya variabel 
individual capability dan variabel the organi-
zational climate ”Kelangsungan Hidup Perus-
ahaan  (Going Concern)                                                          
(Y). H1  :  b1    tidak sama dengan b1   tidak 
sama dengan 0, artinya variabel individual 
capability dan variabel the organizational cli-
mate memberikan pengaruh terhadap varia-
bel Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going 
Concern)                                                                     
l. Besarnya nilai F table adalah 2, 04 Jika F hi-
tung  > Ftabel maka H0  ditolak. Jika F hitung 
< Ftabel maka H0  diterima.  

 diketahui nilai F hitung 2, 72 dan F table  2, 
04, diperoleh Ha diterima dan Ho ditolak. 
Dilihat dari nilai signi�ikasi, menunjukkan 

bahwa, Nilai F hitung adalah sebesar 2, 72 > 
dari 2, 04 maka H0 ditolak nilai signi�ikansi 
adalah 0, 000 < 0, 05 hingga Ha diterima dan 
Ho ditolak. Hasil pengujian ini menunjukkan 
bahwa variabel Good Corporate Governance  
dalam deteksi kecurangan akuntansi (X1)  
adalah Negatif signi�ikan berpngaruh ter-
hadap Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern) (Y) . Tingkat signi�ikansi 
sebesar 0, 000 menunjukkan bahwa model 
regresi dapat dipakai untuk memprediksi ke-
mampuan pendeteksian atas pengukuran  
Kelangsungan Hidup Perusahaan  yang 
dilambangkan dengan variabel Y. Adapun 
pengujian Hipotesis secara parsial (Uji t)  
yang menunjukkan  pengaruh secara parsial 
variabel the organizational climate (X2) ter-
hadap variabel  Kelangsungan Hidup Perus-
ahaan (Going Concern) (Y) dapat dilakukan 
dengan: 

Hipotesis Uji t  test: 

 H0: : b2  =0 (Artinya, variabel the organiza-
tional climate tidak berpengaruh terhadap 
variabel Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern)  (Y).  
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H2   : b2  tidak sama dengan 0 artinya varia-
bel  the organizational climate berpengaruh 
terhadap  Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern)  (Y).  

Alpha = 0, 05 = 5%, dengan df , n-2 = 50-2 = 
48 

X1   = Nilai t hitung  sebesar   1, 8340   (Hasil 
Uji  t hitung)   > dari t table  1, 8125           
dengan signi�ikansi  tingkat signi�ikansi 0, 05. 
Maka Ha2 diterima dan Ho2 ditolak, sehingga 
terbukti bahwa Usaha Menengah Dan Kecil 
Menengah (X2)  berpengaruh positif signi�-
ikan  parsial terhadap                                                   
Kelangsungan Hidup Perusahaan (Going Con-
cern) berpengaruh secara positif signi�ikan 
parsial (Y).   

X2=Nilai thitung = 3, 7475 (Hasil Uji t hitung) 
>  ttabel  1, 6839  dengan tingkat signi�ikansi 
0, 05. Maka Ha2 diterima dan Ho2 ditolak. 
Seluruh item dalam penelitian ini memenuhi 
persyaratan reliabilitas.  

Metode	Kualitatif	

Pada umumnya UMKM dan Koperasi mem-
iliki besaran informan ( 42, 5%) memahami 
Pentingnya Good Corporate Governance da-
lam mendeteksi kecurangan akuntansi 
kewirausahaan UMKM dan Koperasi dengan 
menekankan pada aspek akuntabilitas dan 
kompeten  dan pengawasan serta monitoring 
sebagai pencari, pencipta atau penemu pelu-
ang yang kemudian diusahakan mutu dan pe-
layanan publiknya kepada masyarakat dan 
anggotanya. Yang lainnya dengan angka per-
sentase  (38, 5%) lebih menekankan aspek 
transparansi, kreati�itas , inovasi, risiko dan 
sisanya (19%) pada aspek Kepemimpinan 
(Leadership) lokal.  

Berdasarkan hasil penelitian tidak ada 
UMKM dan Koperasi yang melakukan dengan 
sempurna dalam mengimplementasikan pola 
Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan dalam 
perkembangan akuntansi di lingkungan glob-
al saat ini (S), tetapi sebagian besar 
melakukannya dengan kurang sempurna (KS) 
yaitu sebesar 42, 5% serta Cukup sempurna
(CS) sebesar 38, 5% dan sisanya tidak sem-
purna (TS) sebesar 19%.  

Kesulitan untuk mengimplementasikan 
peluang yang ditemukan terkait dengan 
keberanian mengambil risiko, yang juga 
terkait dengan ketersediaan modal untuk 
membiayai “New venture”, yang mengandung 
ketidakpastian. Kinerja Koperasi dan UMKM 
dalam melakukan pola Good Corporate Gov-
ernance  dalam mendeteksi kecurangan 
akuntansi yang berkaitan dengan inovasi 
yang dihasilkan melalui proses 
kewirausahaan dievaluasi dengan 
menggunakan instrument yang disebut EDKK 
UMKM( Evaluasi Dinamika Kinerja Koperasi 
dan UMKM) berdasarkan hasil pengolahan 
sampel data yang peneliti lakukan. Instumen 
ini dikembangkan peneliti dengan mengacu 
kepada “Organizational Design for Creativity 
Diagnostic Instrument of antifraud of ac-
counting:, yang dikembangkan Pradip N. 
Khandwalla (2003: 213-253) dalam bukunya 
“ Corporate Creativity”.  

Terkait dengan kompetensi 
kewirausahaan UMKM dan Koperasi, dengan 
menggunakan kuesioner KKP (Kompetensi 
Kewirausahaan Pribadi), yang dikembangkan 
CEFE Competency Based Economic Through 
formation of  Entrepreneurship), ZTZ yang 
mengukur aspek kognitif mengenai 10 Unsur 
yang menggambarkan kompetensi wirausaha 
koperasi dan UMKM yang bersangkutan. Ber-
dasarkan KKP tersebut, gambaran kompeten-
si kewirausahaan pengguna atau manajer 
koperasi yang menjadi subjek penelitian rata 
–rata baik.  

Ketaatan pada Kontrak, tuntutan ter-
hadap kualitas dan e�isiensi, penetapan 
tujuan dan rencana sistematis mencapai skor 
30% dan 70%, disusul dengan kegigihan dan 



Volume	VI	No.	9	Oktober	2020	|			21	

 

ketekunan dan pencarian informasi secara 
transparan dengan memperhatikan aspek 
akuntabilitas publik mencapai skor 21% 
dan79%. Kepercayaan diri yang juga menc-
erminkan kemandirian angkanya cukup. Han-
ya pengambilan risiko, skor pencapaiannya 
terenda yaitu 78%, meskipun diatas 50%. 
Hasil pengukuran KKP rata rata baik, namun 
hal tersebut tidak sejalan dengan pengukuran 
EDKK dan kondisi UMKM dan Koperasi dalam 
1-3 tahun terakhir. Artinya KKP yang rata ra-
ta baik seharusnya diikuti dengan hasil EDKK 
UMKM dan Koperasi yang baik pula. Fenome-
na demikian disebut “ Knowing Doing Gap” 
atau kesenjangan antara apa yang diketahui 
dan apa yang diperbuat. KKP merupakan in-
strument yang mengukur aspek kognitif tidak 
mengukur aspek perbuatan nyata para in-
forman. Membangun model kewirausahaan 
UMKM dan Koperasi yang memeperhatikan 
pola pentingnya Good Corporate Governance 
dalam mendeteksi kecurangan akuntansi se-
bagai rule  model grounded theory pada da-
sarnya adalah theory the relationzip, sesuai 
gambar 3. 1. (Proses pengukuran induktif). 
Berdasarkan gambar tersebut  pada level of 
theory yang merupakan tingkat terakhir 
setelah empirical dan operational level sudah 
dapat ditentukan faktor penentu  model 
kewirausahaan UMKM dan Koperasi.  

Berdasarkan logika ekonomi, seorang 
wirausaha UMKM dan Koperasi tentu tidak 
akan tersedia menjalankan kiprah wirausa-
hanya apabila biaya –biaya yang ia keluarkan 
lebih kecil dari keuntungan (manfaat) yang ia 
akan peroleh. Artinya jika ada wirausaha 
UMKM dan Koperasi tetap berkiprah men-
jalankan aktivitas kewirausahaan, maka ja-
waban yang mudah secara logika ekonomi 
adalah ketika manfaat yang ia peroleh lebih 
besar dari biaya yang dikeluarkan, sekalipun 
ia harus membagi keuntungan atau manfaat 
itu dengan orang lain, di luar dirinya.  

Namun perlu ditekankan bahwa baik 
biaya maupun manfaat nonmaterial yang juga 

dapat diperhitungkan. Beban –beban  baik 
material maupun nonmaterial yang diperhi-
tungkan UMKM dan Koperasi meliputi: a. 
Nilai sumber sumber yang digunakan, 2. Nilai 
waktu yang digunakan untuk kegiatan 
Koperasi, c. Faktor faktor sosiologis dan 
psikologis, d. Kesempatan yang bilang karena 
menjalankan kewirausahaan Koperasi dan 
UMKM sedangkan manfaat yang diperoleh 
dari baik material dan nonmaterial yang akan 
diperoleh wirausaha UMKM dan Koperasi:a. 
Balas Jasa Materi, b. Memperoleh kepuasan 
karena memiliki kekuasaan, c. Prestise an 
kebutuhan pencapaian (Aktualisasi diri) d, 
perasaan altruistic karena bisa membantu 
orang lain dan e. Memenuhi konsep ibadah. 
Good Corporate governance berpengaruh ter-
hadap nilai nilai kelangsungan hidup (Going 
Concern) perkembangan akuntansi di ling-
kungan global.  

Dalam hal ini betapa pentingnya pen-
erapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM/
UMKM dan Standar Akuntansi Keuangan 
lainnya yang terkait misalnya Standar 
Akuntansi Keuangan lainnya yang men-
dukung dijalankannya praktik yang sehat da-
lam pola Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi secara 
baik dan benar. Dengan menggunakan kon-
sep yang dikembangkan Pradip N Khandwalla 
(2003), tampak jelas bahwa Good Corporate 
Governace lebih inovatif daripada tradisional, 
tetap menjadi bahan pertanyaan Mengapa 
Good Corporate Governance menjadi lebih 
inovatif daripada tradisional. Meskipun ori-
entasi sudah lebih condong ke inovatif da-
ripada tradisional. Terkait dengan teori 
kewirausahaan UMKM dan Koperasi hanya 
akan berhasil memiliki tidak hanya kompe-
tensi kewirausahaan dalam hal mengelola 
usahanya dengan baik dan tinggi, tetapi juga 
kepemimpinan yang tinggi dan professional 
sebagaimana ditunjukkan pada data lapan-
gan.  
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Hal ini mengandung nilai adanya ko-
relasi antara tingkat kompetensi 
kewirausahaan pribadi (KKP) dengan tingkat 
kepemimpinan dalam menjamin kelangsun-
gan hidup (Going Concern) perusahaan dalam 
perkembangannya di lingkungan akuntansi 
global. Apabila teori Ropke digabung dengan 
teori Herman Suwardi maka diperoleh teori 
baru hasil modi�ikasi seperti: 

EA/EE  = f (PR, CI, C2, M-Sprt) dimana: 

EA/EE = Entrepreneurial activities/
entrepreneurial Energy of anti fraud 

PR= Property Right 

CI= Entrepreneurial Competency, Accounta-
bility 

C2= Cooperative Leadership Transparancy 

M- Sprt = Motivation Spirituality.  

Berkaitan dengan M, menurut Ropke M 
adalah n-Ach (need for achievement), ber-
dasarkan konsep Mc Clelland, tapi dalam 
kontek Indonesia, M adalah / ah n-Ach yang 
dibartikan N-Sprt (need for Spirituality) 
artinya semua aktivitas didasari oleh niat iba-
dah kepada Allah SWT . Salah satu tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
memahami betapa pentingnya pelatihan 
Good Corporate Governance untuk kalangan 
UMKM dan Koperasi di daera - daerah  Indo-
nesia  yang dijalankan saat ini pengaruhnya 
terhadap Perkembangan Akuntansi di Ling-
kungan Global.  

Fakta menunjukkan bahwa persepsi 
mengenai Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan pada UMKM dan 
Koperasi oleh para Wirausaha masih men-
galami kesenjangan yang menunjukkan adan-
ya permasalahan dalam organisasi penge-
tahuan  baik oleh pihak perguruan tinggi, di 
satu sisi, maupun oleh UMKM dan Koperasi di 
sisi lainnya. Padahal “Knowledge has became 

die most important factor in economic life” 
Stewarts (1997 ) dalam (Stephen Little, ed. 
2002:1).  

Sementara Marshal (1890) jauh sebe-
lumnya telah menyatakan Capital consist in a 
great part of knowledge and organization, …. . 
knowledge is our most powerful engine of 
production”. Hal ini dipertegas oleh Al�in 
To�ler (1990) menyatakan:’ we are now living 
in knowledge based society, where 
knowledge is the source of the highest quality 
power”. Di dunia Globalisasi seperti saat ini 
dimana pasar, produk, teknologi, pesaing, 
regulasi bahkan masyarakat berubah 
denganc cepat, inovasi dan pengetahuan yang 
memungkinkan inovasi tersebut, telah men-
jadi sumber penting keuntungan kompetitif 
berkelanjutan. Hal ini rupanya sering tidak 
disadari oleh pelaku UMKM dan Koperasi di 
wilayah Bekasi Jawa Barat. Inilah tantangan 
yang dihadapi para pelaku UMKM dan 
Koperasi untuk dapat menciptakan Good Cor-
porate Governance yang baik dan berkualitas 
untuk menciptakan situasi yang kondusif dan 
kompeten dan lebih berkualitas dan profes-
sional di masa Globalisasi saat ini.  

PENUTUP	

Kesimpulan	

Melalui pengujian Uji hipotesis Uji t diketahui 
bahwa Pentingnya Good Corporate Govern-
ance  dalam mendeteksi kecurangan akuntan-
si   (X1) berpengaruh Positif signi�ikan parsial 
terhadap Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern) (Y). Hal ini dibuktikan adan-
ya pengaruh positif signi�ikan terhadap Y. Hal 
ini dibuktikan X1   = Nilai t hitung   sebesar  1, 
8340   (Hasil Uji  t hitung) > 1, 8125 dari t ta-
ble   dengan  tingkat signi�ikansi 0, 05.  Maka 
Ha1 diterima dan Ho1  ditolak, sehingga ter-
bukti bahwa Good Corporate Governance 
(X1)  berpengaruh positif signi�ikan parsial 
terhadap  Kelangsungan Hidup Perusahaan 
(Going Concern) (Y).  
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Usaha Menengah Kecil Dan Menengah dan 
Koperasi (X2)  berpengaruh positif signi�ikan 
parsial terhadap variabel terikat (Y) yaitu  
Kelangsungan Hidup Perusahaan. Hal ini 
dibuktikan adanya pengaruh positif  signi�-
ikan parsial X2 terhadap Y. Hal ini dibuktikan 
X2=Nilai thitung    3, 7475 (Hasil Uji t hitung)  
>  ttabel  1, 6839  tingkat signi�ikansi 0, 05. 
Maka Ha2 diterima dan Ho2 ditolak, sehingga 
Usaha Menengah Dan Kecil Menengah dan 
Koperasi                                   (X2)  berpengaruh 
secara positif sigtni�ikan parsial terhadap  
Kelangsungan Hidup Perusahaan   
dilambangkan dengan variabel  (Y).  

Implikasinya adalah Perlunya Good 
Corporate Governance  dalam mendeteksi 
mkecurangan akuntansi dalam Usaha Menen-
gah dan Kecil Menengah dan Koperasi me-
lalui tiga komponen yang mempengaruhi en-
ergy kewirausahaan yang bermental anti 
fraud untuk menjamin kelangsungan hidup 
perusahaan dalam perkembangan akuntansi 
di lingkungan global yaitu kompetensi akunt-
abilitas, motivasi dan hak bertindak  
(Property right) maka setiap pembuat ke-
bijakan akan memberikan pengaruh yang 
berbeda beda terhadap tiap tiap komponen.  

Keterbatasan yang ditemui dalam 
penelitian ini adalah:   (1) responden dalam 
penelitian ini tidak dikelompokan sehingga 
memungkinkan adanya perbedaan hasil dan 
kesimpulan apabila dilakukan dengan penge-
lompokan responden tertentu, misalnya 
menurut lamanya responden tersebut dalam 
melakukan kegiatan usahanya. (2) Penelitian 
ini menggunakan metode survey melalui 
kuesioner, peneliti tidak melakukan secara 
detail untuk mwawancara atau terlibat lang-
sung dalam aktivitas di organisasi UMKM dan 
Koperasi tersebut, sehingga kesimpulan yang 
dapat diambil hanya berdasarkan pada data 
yang dikumpulkan melalui instrument secara 
tertulis dan manual . (3). Hasil penelitian ini 
hanya menganalisis objek penelitian yang 
terbatas pada Pentingnya Good Corporate 

Governance dalam mendeteksi kecurangan 
akuntansi dan UMKM dan Koperasi pada 3 
(Tiga) Kecamatan di Wilayah Kota Bekasi di 
Wilayah Jawa Barat sehingga memungkinkan 
adanya perbedaan hasil dan simpulan apabila 
dilakukan untuk objek dan lokasi yang ber-
beda.                                                

Saran	

Untuk kepentingan daerah wilayah Bekasi 
dan sekitarnya Pro�insi Jawa Barat khususnya 
untuk meningkatkan pengetahuan dan beta-
pa pentingnya implementasi Good Corporate 
Governance  dalam mendeteksi kecurangan 
pada Unit Usaha Menengah Kecil Dan Menen-
gah dan koperasi dalam membnagun 
perekonomian nasional untuk menjamin ke-
langsungan hidup perusahaan dengan mam-
pu memberikan informasi pelaporan yang 
baik melalui pembukuan dan akuntansi mod-
ern dalam lingkungan global saat ini sesuai 
Standar Akuntansi Keuangan UMKM dan 
EMKM yang bersifat akuntabel dan transpar-
an.  

Bagi Peneliti sebagai sarana penelitian 
lebih lanjut yang lebih profesional dan lebih 
baik di masa yang akan datang untuk mem-
perbaiki  keterbatasan dalam penelitian ini, 
dan disarankan untuk selalu melakukan 
pengkajian dan tinjau ulang dan update data 
secara berkesinambungan atas segala peru-
bahan dan dilematis sosial  yang terjadi da-
lam implementasi dan penerapan Good Cor-
porate Governance dalam mendeteksi 
kecurangan akuntansi dalam bisnis UMKM/
UKM/EMKM melalui jaringan sistem informa-
si terkini dan mengikuti perkembangan  
akuntansi keuangan terkini sesuai Standar 
Akuntansi Keuangan yang berlaku khususnya 
dalam transaksi bisnis perdagangan yang 
bernuansa digital on line dan jaringan 
teknologi tinggi secara menyeluruh dan ter-
hadap sejumlah variabel lain dalam 
penelitian ini yang belum diungkap dalam 
variabel lain yang belum sempat penulis teli-
ti .  
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Bagi Masyarakat untuk menambah wawasan 
bahan penelitian betapa pentingnya penera-
pan Good Corporate Governance dalam 
mendeteksi kecurangan akuntansi dalam 
bisnis UMKM/UKM/EMKM dalam menjamin 
kelangsungan hidup perubahaan mengikuti 
perkembangan akuntansi saat ini di ling-
kungan global di Indonesia .  

Untuk mempercepat berkembangnya Good 
Corporate Governance dalam mendeteksi 
mkecurangan akuntansi dalam Usaha Menen-
gah Kecil dan Menengah dan Koperasi ke-
bijakan pembangunan UMKM dan Koperasi 
seharusnya mengadopsi model 
Kewirausahaan  Koperasi yang anti fraud. Da-
lam  kaitan  ini akan sangat berguna bila 
dibentuk “Cooperative  Entrepreneurship 
Task Force anti fraud  yang akan bertugas 
menjembatani kesenjangan (Gap).  
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PENDAHULUAN	

Latar	Belakang	

Sumber daya manusia adalah yang terpenting 
dan sangat menentukan dari seluruh sumber 
daya yang tersedia dalam suatu organisasi, 
baik organisasi pemerintah maupun organ-
isasi swasta. PT. Indolakto Factory Jakarta 
Timur merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dibidang industri Manufaktur 
yang memproduksi olahan susu dan berlokasi 
di Jl. Raya Bogor KM 26,6 Jakarta Timur, 
dengan jumlah karyawan sebanyak 653 
orang.  

Pemberian pelatihan kepada para kar-
yawan PT. Indolakto pada dasarnya diharap-
kan partisipasi karyawan dan dalam pelati-
han materi pelatihan berguna bagi karyawan 
dalam menghadapi kesulitan kerja sehingga 
memberikan dampak yang positif didalam 

menjalankan tugas-tugasnya agar tetap se-
mangat dan terhindar dari menurunnya 
kinerja kerja karyawan dan berujung pada 
produktivitas dan kelangsungan organisasi 
tersebut. Menurut Siagian (Machmed Tun 
Ganyang, 2018: 72) Indikator pelatihan ada-
lah partisipasi pelatihan, materi pelatihan, 
tingkat kesulitan kerja 

Kinerja merupakan suatu kondisi yang 
harus diketahui dan dikon�irmasikan kepada 
pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pen-
capaian hasil suatu instansi dihubungkan 
dengan visi yang diemban suatu perusahaan 
serta mengetahui dampak positif dan negatif 
dari suatu kebijakan operasional, pelaksa-
naan pelatihan yang dilakukan pada  PT. In-
dolakto karena menurunnya kinerja sehingga 
hasil kerja menjadi tidak maksimal. Menurut 
(Gibson dalam, Rismawati, 2018: 4) ada 3 
faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
yaitu individu karyawan, psikologis karya-

Pengaruh	Pelatihan	dan	Kinerja	Terhadap	Produktivitas	
Kerja	Karyawan	PT.	Indolakto	Jakarta	Timur	

Djuanda*, Ahmadun** 
Fakultas Manajemen Dan Bisnis 

Universitas Respati Indonesia Jakarta 
Email: dj.djuan@gmail.com1, ahmadun63@gmail.com2 

ABSTRACT	
	

Effect	of	training	and	performance	of	employee	productivity	is	an	important	study	because	the	provision	of	training	is	
a	strategy	of	the	company	in	order	to	provide	a	stimulus	to	the	human	resources	that	exist	within	the	company	in	or-
der	to	work	optimally.	Performance	is	a	condition	to	determine	the	level	of	achievement	of	the	results	of	an	organiza-
tion	linked	to	the	vision	assigned	to	an	enterprise.	Labor	productivity	is	very	important	for	the	employees	in	the	com-
pany,	with	labor	productivity	is	expected	the	work	will	be	done	ef�iciently	and	effectively.	This	study	aims	to	analyze	
and	explain	Effect	on	Productivity	Training	Employee	Performance	PT.	Indolakto	East	Jakarta.	
The	research	location	is	in	Jakarta.	Sampling	technique	through	a	questionnaire,	which	collects	data	from	the	popula-
tion.	The	number	of	samples	is	87	respondents.	The	questionnaire	is	the	main	instrument	to	collect	primary	data.	Re-
search	analysis	using	SPSS.	The	�indings	of	this	study	were	1).	Training	a	signi�icant	effect	on	Employee	Productivity,	
2).	Performance	signi�icantly	in�luence	Employee	Productivity,	3).	Training	and	performance	together	-	equally	signi�i-
cant	effect	on	Employee	Productivity.	Provision	of	training	material	 in	accordance	with	the	needs	of	employees	will	
increase	 the	capacity	and	performance	of	employees	 so	 the	higher	work	productivity	with	an	ef�icient	and	effective	

Keywords:	Training,	Performance,	labor	productivity	



Volume	VI	No.	9	Oktober	2020	|			27	

 

wan dan perusahaan. 

Produktivitas kerja merupakan hal yang 
sangat penting bagi para karyawan yang ada 
di perusahaan, dengan adanya produktivitas 
kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana 
secara e�isien dan efektif sehingga ini semua 
akhirnya sangat diperlukan dalam mencapai 
tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas 
kerja karyawan PT. Indolakto semakin 
menurun dilihat dari menurunnya jumlah 
hasil produksi yang dihasilkan. Menurut 
Machmed Tun Ganyang (2018: 178) Produk-
tivitas kerja karyawan merupakan hal yang 
sangat penting bagi perusahaan, produktivi-
tas kerja karyawan dapat diukur berdasarkan 
indikator K4 yaitu kualitas, kuantitas, konti-
nuitas, Menurut Muhammad Busro (2018: 
343), manfaat produktivitas bagi perusahaan 
adalah Sarana manajemen untuk menganalisa 
dan mendorong dan Penunjang terwujudnya 
target, sasaran, dan tujuan perusahaan. 

Tujuan	Penelitian	

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan 
kinerja terhadap produktivitas kerja karya-
wan pada PT. Indolakto Jakarta Timur. 

METODE	PENELITIAN	

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survey lapangan dengan 
kuesioner sebagai pendekatan penelitiannya 
serta mencari masalah yang dapat diangkat 
menjadi judul penelitian dengan metode ko-
relasional, uji validitas, uji reliabilitas, analisis 
koe�isien korelasi dan determinasi, analisis 
regresi berganda, uji t, dan uji anova, dengan 
menggunakan rumus slovin. dan sampel ber-
jumlah 87 responden, dengan skala likert dan 
alat bantu berupa kuesioner. Populasi yang 
menjadi obyek/subyek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2018: 148), dalam hal ini populasinya adalah 

karyawan PT. Indolakto Factory Jakarta Ti-
mur. 

Tempat Penelitian PT. Indolakto Factory 
Jakarta Timur Jl. Raya Bogor Km.26,6 Jakarta 
Timur, 13710. Waktu yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan penelitian ini adalah 2 bulan ter-
hitung sejak bulan Juni – Juli 2019. 

PEMBAHASAN	

Uji	Validitas		

Suatu instrument dikatakan valid jika 
mempunyai validitas tinggi yaitu correclation 
r hitung > r tabel, sebaliknya suatu instru-
ment dikatakan valid jika mempunyai validi-
tas rendah yaitu correclation r hitung < r 
tabel, nilai r table adalah 0,30 (Sugiyono, 
2018: 209). Untuk hasil lengkap dari uji va-
liditas dapat  dilihat pada Tabel 1 dan 2.  

Variabel	Pelatihan	(X1)	

Dari uji validitas 9 pernyataan variabel Pelati-
han (X1) di atas, terlihat semua butir pern-
yataan yang dapat dijadikan alat ukur, ber-
jumlah 9 pernyataan butir dinyatakan Valid, 
Variabel Kinerja (X2). 

Dari uji validitas 9 pernyataan variabel 
Kinerja (X2) di atas, terlihat semua butir 
pernyataan yang dapat dijadikan alat ukur, 
berjumlah 8 pernyataan butir dinyatakan Val-
id, dan sementara 1 pernyataan tersebut tid-
ak valid (Drop) . Variabel Produktivitas Kerja 
(Y) 

Dari uji validitas 9 pernyataan variabel 
Produktivitas (Y) di atas, terlihat semua butir 
pernyataan yang dapat dijadikan alat ukur, 
berjumlah 9 pernyataan butir dinyatakan Val-
id. 

Uji	Reliabilitas		

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
bantuan Software SPSS. Kriteria koe�isien re-
liabilitas instrumen tersebut dapat ditunjuk-
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kan oleh koe�isien korelasi r yakni jika nilai r 
diatas 0,60. (Syarat minimum koe�isien ko-
relasi 0,60 karena dianggap titik aman dalam 
penentuan reliabilitas instrumen secara 
umum banyak digunakan dalam penelitian.  

Variabel	Pelatihan	(X1)	

Hasil uji reliabilitas dapat  dilihat pada Tabel 
4.  

Dari hasil uji reliabilitas 9 pernyataan untuk 
variabel X1 di atas, diperoleh nilai Cronbach’s 
Alpha 0,751. Angka ini berada diatas 0,60. 
Dengan demikian bahwa pernyataan – pern-
yataan kuesioner telah memenuhi syarat reli-
abilitas (kehandalan). 

Variabel	Kinerja	(X2)	

Hasil uji reliabilitas untuk Variabel Kinerja 
(x2) dapat dilihat pada Tabel 5.  Dari hasil uji 
reliabilitas 9 pernyataan untuk variabel X1 di 
atas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 0,767. 
Angka ini berada diatas 0,60. Dengan 
demikian bahwa pernyataan – pernyataan 
kuesioner telah memenuhi syarat reliabilitas 
(kehandalan). 

Variabel	Produktivitas	Kerja	(Y)	

Hasil uji reliabilitas untuk variabel Y dapat 
dilihat pada tabel 6.  Dari hasil uji reliabilitas 
9 pernyataan untuk variabel Y di atas, di-
peroleh nilai Cronbach’s Alpha 0,795. Angka 
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ini berada diatas 0,60. Dengan demikian bah-
wa pernyataan – pernyataan kuesioner telah 
memenuhi syarat reliabilitas (kehandalan). 

Uji	Korelasi	

Mengukur hubungan antara Pelatihan (X1), 
Kinerja (X2), dengan Produktivitas Kerja (Y). 
Hasil perhitungan korelasi antara variabel 
bebas dengan variabel terikat dapat dilihat 
dari Tabel 7, Tabel 8, dan Tabel 9.  

Hubungan	 Pelatihan	 Pelatihan	 (X1)	 Ter-
hadap	Produktivitas	Kerja		(Y)	

Berdasarkan hasil korelasi Pearson di atas, 
interpretasinya adalah sebagai berikut, bah-
wa tingkat hubungan antar variabel Kompen-
sasi (X1) dengan Produktivitas Kerja (Y) ada-
lah 0,638 angka ini berada diatas 0,60 dengan 
nilai signi�ikasi sebesar 0,000. Hal ini menun-
jukkan hubungan yang kuat dan positif antara 
variabel Pelatihan (X1) dengan Produktivitas 

Kerja (Y). Berada pada interval 0,600 – 0,799. 

Hubungan	 Pelatihan	 Kinerja	 (X2)	 Ter-
hadap	Produktivitas	Kerja	(Y)	

Berdasarkan hasil korelasi Pearson di atas, 
interpretasinya adalah sebagai berikut, bah-
wa tingkat hubungan antar variabel Kinerja 
(X2) dengan Produktivitas Kerja (Y) adalah 
0,680 angka ini berada diatas 0,60 dengan 
nilai signi�ikasi sebesar 0,000. Hal ini menun-
jukkan hubungan yang kuat dan positif antara 
variabel Kompensasi (X2) dengan Kinerja 
Karyawan (Y). Berada pada interval 0,600 – 
0,799. 

Hubungan Pelatihan (X1) Kinerja (X2) Ter-
hadap Produktivitas Kerja (Y). 

Berdasarkan tabel output diatas terlihat bah-
wa nilai koe�isien korelasi yang diperoleh an-
tara variabel pelatihan (X1) dan variabel 
kinerja (X2) dengan variabel produktivitas 
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Kerja (Y) adalah sebesar 0,673. Nilai korelasi 
bertanda positif yang menunjukan bahwa 
hubungan yang terjadi antara variabel bebas 
dengan variabel terikat adalah searah. Ber-
dasarkan kriteria interpretasi koe�isien ko-
relasi, nilai korelasi sebesar 0,673 termasuk 
dalam kategori hubungan yang kuat berada 
pada interval 0,600 – 0,799. 

Uji	Determinasi	

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada Tabel 
10. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh infor-
masi bahwa R-square sebanyak 0,454 atau 
45,4%. NIlai tersebut menunjukan bahwa 
variabel pelatihan dan variabel kinerja secara 
simultan dalam memberikan kontribusi atau 
pengaruh terhadap variabel produktivitas 
karyawan sebesar 45,4%,  

Uji	Regresi	Linier	Berganda	

Uji Regresi Linier Berganda adalah analisis 
untuk menunjukkan bagaimana pengaruh 
antara variabel terikat terhadap variabel 
bebas. Dalam model persamaan linier ber-
ganda menurut sugiyono dapat ditunjukkan 
sebagai berikut (Sugiyono, 2018: 298) : 

Y = α + b1x1 + b2x2 

Dari Pengolahan data yang telah dilakukan, 
diperoleh hasil sepeti tercantum pada Tabel 
11.  

Dari tabel diatas diperoleh persamaan se-
bagai berikut : 

Y = 9.277 + 0,466X1 + 0,285X2 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda 
tersebut masing – masing variabel dapat di-
interprestasikan sebagai berikut : 

 Konstanta sebesar 9.277 menyatakan bah-
wa jika pelatihan dan kinerja bernilai 0 
(nol) dan tidak ada perubahan, maka 
produktivitas karyawan akan bernilai 
sebesar 9.277 

 Nilai variabel X1 yaitu pelatihan memiliki 
koe�isien regresi sebesar 0,466, artinya 
jika pelatihan meningkat satu satuan, se-
mentara kinerja bernilai 0 (nol), maka 
produktivitas Kerja  karyawan akan 
meningkat sebesar 9.743. 

 Nilai variabel X2 yaitu pelatihan memiliki 
koe�isien regresi sebesar 0,285, artinya 
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jika kinerja meningkat satu satuan, se-
mentara kinerja bernilai 0 (nol), maka 
produktivitas Kerja karyawan akan 
meningkat sebesar 9.562. 

Uji	Koe�isien	Regresi	(t-Test)	

Uji t-Test digunakan untuk mengetahui ke-
mampuan masing-masing variabel bebas da-
lam menjelaskan perilaku variabel terikat. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
tingkat signi�ikansi 0,05 (A = 5%). Penolakan 
atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan 
kriteria sebagai berikut : 

Ho diterima jika t hitung < t table. Hal ini be-
rarti tidak terdapat pengaruh antara Pelati-
han dan Kinerja Terhadap Produktivitas Ker-
ja. 

Ha ditolak jika t hitung > t table. Hal ini berar-
ti terdapat pengaruh Pelatihan dan Kinerja 
Terhadap Produktivitas Kerja. 

Dari rumus hipotesis tersebut di atas, maka 
pada taraf α = 0,05% dengan menggunakan 
uji t dapat dibuat kriteria bahwa apabila nilai 
t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka 
keputusan pengujian menerima Ha dan me-
nolak H0. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
koe�isien regresi linier berganda tersebut sig-
ni�ikan secara statistik 

Pengaruh	Koe�isien	Regresi	Pelatihan	(X1)	

Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil 
uji hipotesis koe�isien regresi tertera pada 
Tabel 12.  Output pada Tabel 12 memper-
lihatkan bahwa nilai t-hitung yang diperoleh 
variabel pelatihan (X1) adalah sebesar 4.235 
nilai ini akan dibandingkan dengan t- tabel 
pada tabel distribusi t dengan α= 0,05, df=n-k, 
df=87-3=84 diperoleh nilai t-tabel untuk pen-
gujian sebesar 1.985. dari nilai diatas terlihat 
bahwa nilai t-hitung yang diperoleh variabel 
pelatihan (X1) sebesar 4.235 > t-tabel 1.985 
sesuai dengan pengujian hipotesis bahwa H0 
ditolak dan Ha diterima, artinya secara par-
tial pelatihan (X1) memiliki hubungan 
sigi�ikan dengan produktivitas karyawan Ker-
ja (Y). 

Pengaruh	Koe�isien	Regresi	Kinerja	(X2)	

Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil 
uji hipotesis koe�isien regresi tertera pada 
Tabel 13.  

Dari tabel output diatas, dapat dilihat bahwa 
nilai t-hitung yang diperoleh variabel kinerja 
(X2) adalah sebesar 2.679 nilai ini akan 
dibandingkan dengan t-tabel pada tabel dis-
tribusi t- tabel pada tabel distribusi t dengan 
α= 0,05, df=n-k, df=87-3=84 diperoleh nilai t-
tabel untuk pengujian sebesar 1.985. dari 
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nilai diatas terlihat bahwa nilai t-hitung yang 
diperoleh variabel kinerja (X2) sebesar 2.679 
> t-tabel 1.985 sesuai dengan pengujian 
hipotesis bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya secara partial kinerja (X2) memiliki 
hubungan sigi�ikan dengan produktivitas ker-
ja karyawan (Y). 

Uji	ANOVA	(F)	

ANOVA (Analisis Kovarian) dengan uji F yaitu 
untuk mengetahui apakah regresi tersebut 
cocok atau signi�ikan. 

Berdasarkan nilai F hitung adalah sebesar 
34.864, nilai F dari tabel dimana pada tabel F 
untuk α = 0,05 dan df1 = 3 – 1 = 2 dan df2 = 
87 – 3 = 84, maka diperoleh nilai Ftabel sebe-
sar 3,11.karena nilai F hitung 34.864 > F tabel 
3,11, maka pada tingkat kekeliruan 5% 
(α=0,05) diputuskan untuk menolak H0 dan 
menerima Ha. sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji F dapat disimpulkan 
dengan tingkat kepercayaan 95% maka 
hipotesis diterima atau dengan kata lain 
pelatihan (X1) dan Kinerja (X2) secara simul-
tan berpengaruh terhadap produktivitas ker-
ja karyawan (Y). 

PENUTUP	

Kesimpulan	

Berdasarkan hasil penelitian dan pembaha-
san mengenai Pengaruh Pelatihan dan Kiner-
ja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. 
Indolakto Jakarta Timur maka penulis dapat 
menarik beberapa kesimpulan sebagai beri-
kut : 

1. Korelasi yang diperoleh antara variabel 
Pelatihan (X1) dan Variabel Produktivitas 
Kerja (Y) adalah sebesar 0,638 dengan 
nilai signi�ikan 0,000, nilai korelasi ber-
tanda positif. Berdasarkan kriteria inter-



34 | JIA	SANDIKTA—ISSN	2337-9979 

 

prestasi koe�isien korelasi nilai 0,638 ter-
masuk dalam kategori hubungan kuat be-
rada pada interval 0.600 – 0,799. Hal ini 
menunjukan jika pelatihan dan produktivi-
tas dilaksanakan dengan baik maka karya-
wan akan memiliki kemampuan dan ke-
cakapan dalam bekerja sehingga tujuan 
perusahaan dapat dengan mudah tercapai. 

2. korelasi yang diperoleh antara variabel 
Kinerja (X2) dan Variabel Produktivitas 
Kerja (Y) adalah sebesar 0,680 dengan 
nilai signi�ikan 0,000, nilai korelasi ber-
tanda positif. Berdasarkan kriteria inter-
prestasi koe�isien korelasi nilai 0,680 ter-
masuk dalam kategori hubungan kuat be-
rada pada interval 0.600 – 0,799. dengan 
meningkatnya kinerja merupakan factor 
yang penting dalam upaya meningkatkan 
produktivitas karyawan PT. Indolakto Ja-
karta Timur. 

3. Hasil analisis korelasi simultan diperoleh 
nilai sebesar 0,673 termasuk dalam kate-
gori hubungan kuat berada pada interval 
0.600 – 0,799., hal ini menunjukan bahwa 
pelatihan dan kinerja memiliki hubungan 
yang kuat terhadap produktivitas Kerja, 
nilai produktivitas kerja ditentukan secara 
bersama – sama oleh nilai pelatihan dan 
kinerja. kondisi ini mengakibatkan jika 
nilai pelatihan naik, maka akan diikuti oleh 
peningkatan produktivitas kerja, demikian 
pula dengan kenaikan nilai kinerja akan 
mengakibatkan peningkatan pada produk-
tivitas kerja karyawan PT. Indolakto Jakar-
ta Timur. 

Saran	

Berdasarkan hasil penelitian dan pembaha-
san mengenai Pengaruh Pelatihan dan Kiner-
ja terhadap Produktivitas Karyawan PT. In-
dolakto Jakarta Timur, penulis mencoba 
mengajukan saran untuk dijadikan bahan ma-
sukan dan pertimbangan yang diharapkan 
bermamfaat bagi perusahaan. Adapun saran – 
saran sebagai berikut  

1. Pelatihan Karyawan wajib diadakan 
dengan materi yang sesuai yang dibutuh-
kan karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan dalam 
berkerja, hasil evaluasi pelatihan harus 
disampaikan agar karyawan yang kurang 
berkompetensi dapat atau diwajibkan 
mengikuti pelatihan ulang. 

2. Meningkatkan Kinerja perlu dilakukan 
agar tercapainya target kerja serta ke-
mampuan karyawan dalam me-
nyelesaikan pekerjaan dan sikap karya-
wan dalam menyelesaikan pekerjaan.  
Mengadakan penerimaan karyawan baru 
karena mayoritas karyawan PT. Indolakto 
berusia 40 tahun – 49 tahun dengan per-
sentase 65,5 %. 

3. Produktivitas Kerja Karyawan PT. In-
dolakto Jakarta Timur perlu ditangkatkan 
dengan pelatihan dan kinerja yang baik 
agar kualitas, kualitas dan kontinuitas 
yang dihasilkan sesuai standar yang di-
harapkan perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 telah menga-
manatkan Pancasila sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa Indonesia yang ha-
rus menjiwai semua bidang pembangunan. 
Salah satu bidang pembangunan nasional 
yang sangat penting dan menjadi fondasi ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara adalah pembangunan karakter 
bangsa. Pembangunan karater bangsa meru-
pakan gagasan besar yang dicetuskan para 
pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang 
terdiri atas berbagai suku bangsa dangan 
nuasa kedaerahan yang kental, bangsa Indo-
nesia membutuhkan kesamaan pandangan 
tentang budaya dan karakter yang holistic 
sebagai bangsa. Hal ini penting karena 
menyangkut kesamaan pemahaman, pan-
dangan dan gerak langkah untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran 

seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam mewujudkan karakter bangsa 
yang kuat perlu dukungan berbagai pihak di-
antaranya pemerintah dan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat merupakan ujung 
tombak pembentukan karakter bangsa dian-
taranya melalui penanaman sikap-sikap fun-
damenta seperti: (1) religious, (2) jujur, (3) 
toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kre-
atif, (7) mandiri, (8) demokrasi, (9) rasa ingin 
tahu, (10) semangat kebangsaan), (11) cinta 
tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) ber-
sahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) 
gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) 
peduli social, dan (18) tanggung jawab. Sifat 
tesebut ditanamkan kepada masyarakat 
sedini mungkin sehingga karakter bangsa 
dapat terbentuk tentunnya dibutuhkan 
keterlibatan masyarakat melalui pendidikan 
baik di lingkungan keluarga ataupun pendidi-
kan formal.  

Pengaruh	Partisipasi	Masyarakat	terhadap	Pembangunan	
Karakter	Masyarakat	di	Kabupaten	Tambrauw	Papua	Barat	

Andi Heru Susanto* 
*) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Media Nusantara Citra 

Email Kontributor: andi.heru@stiemnc.ac.id—andiherususanto@gmail.com  

ABSTRACT	
	

The	Effect	of	Service	Quality	and	Satisfaction	On	Customer	Loyalty.	Restaurants	in	Jakarta	is	�lourishing	making	tight	
competition	among	culinary	businesses	and	they	strive	 to	race	 in	winning	 the	competition.	The	 tough	rivalry	 is	be-
cause	the	business	owner	is	striving	to	have	service	excellence,	top	quality	and	deliver	customer	satisfaction.	Quality	
and	customer	satisfaction	are	the	primary	factors	to	gain	customer	loyalty.	This	will	in�luence	demand	to	make	sure	
that	 the	 target	customer	does	not	 look	away	and	choose	similar	product.	The	population	of	 the	research	 is	150	 re-
spondents	taken	from	restaurants	spread	over	the	�ive	regions	in	DKI	Jakarta.	The	research	is	using	Structural	Equa-
tion	Modelling	 (SEM)	method.	 The	 result	 indicates	 that	 service	 quality	 in�luence	 satisfaction,	 satisfaction	 in�luence	
customer	loyalty	and	service	quality	in�luence	customer	loyalty .	

Keywords:	Society	character	building,	society	participation	



36 | JIA	SANDIKTA—ISSN	2337-9979 

 

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 
29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterli-
batan seseorang secara sadar ke dalam in-
teraksi sosial dalam situasi tertentu, oleh ka-
rena itu partisipasi dapat dibentuk melalui 
proses interaksi dengan orang lain dalam hal 
nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan 
dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Is-
bandi (2007:27) partisipasi merupakan kei-
kutsetaaan masyarakat dalam proses 
pengindeti�ikasian masalah dan potensi di 
masyarakat, pemilihan dan pengambilan 
keputusan tentang alternative solusi untuk 
menangani masalah, pelaksanaan upaya 
mengatasi masalah, dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses pengevaluasian pe-
rubahan yang terjadi. Numun demikian 
partisipasi dalam masyarakat ditentukan oleh 
4 poin (Holil, 1980:10) yaitu; (1) komunikasi 
yang instensif antara sesama warga masyara-
kat dengan pemimpinan serta sistim social 
didalam masyarakat, (2) ilkim social, 
ekonomi, politik dan social budaya dalam ke-
hidupan keluarga, (3) adanya kesempatan 
untuk berpartisipasi, dan (4) kebebasan un-
tuk berprakarsa dan berkreasi.  

Arus globalisasi dan era industry 4.0 
merupakan fenomena menarik yang sedang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. 
Dalam era ini budaya global dan gaya hidup 
(life style) merupakan salah satu dampaknya 
sehingga akibatnya berpengaruh pada ke-
hidupan social, ekonomi dan olitik yang 
disebabkan oleh penggunaan internet dan 
media social yang tidak sesuai pada pem-
anfaatannya. 

Pembangunan karakter bangsa merupa-
kan salah satu acara untuk mengatasi an-
caman secara langsung dari era globalisasi 
ini, oleh sebab itu untuk mengantisipasinya 
yaitu melalui keterlibatan masyarakat secara 
langsung atau partisipasi masyarakat yang 
dijadikan sebagai faktor dominan dalam me-
nangkal kehancuran atau penurunan karak-
ter bangsa yang menjadi ciri khas bangsa In-

donesia sebagai bangsa ketimuran.  

Menurut Muchlas Samani karakter 
dapat dimaknai sebagai dasar yang mem-
bangun pribadi seseorang, terbentuk baik ka-
rena pengaruh hereditas maupun pengaruh 
lingkungan, yang membedakannya dengan 
orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan 
prilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Se-
dangkan menurut Jamal Ma’mur Asmani 
karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh 
suatu benda atau individu. Sehingga dapat 
diartikan bahwa karakter adalah sesuatu 
yang terdapat pada individu yang menjadi 
khas kepribadian individu yang berbeda 
dengan orang lain berupa sikap, pikiran dan 
tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran secara umum bahwa 
peran partisipasi masyarakat dapat mem-
berikan hal yang positip bagi pembentukan 
karakter bangsa khususnya masyarakat Ka-
bupaten Tambrauw Papua Barat. Berdasar-
kan uraian tersebut maka penilitian ini 
mengkaji secara mendalam pada pengaruh 
partisipasi masyarakat terhadap pem-
bangunan karakter masyarakat di Kabupaten 
Tambraw Papua Barat.  

METODE	PENELITIAN	

Penelitian ini menggunakan metode kuanti-
tatif. Metode penelitian kuantitatif dapat di-
artikan sebagai metode penelitian yang ber-
landaskan pada �ilsafat positivisme, 
digunakan untuk meneliti populasi atau sam-
pel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono 2018:35-36). Penelitian 
ini juga mengukur besarnya pengaruh, yaitu 
pengaruh variabel (X) partispasi dan variabel 
(Y) pembangunan karater masyarakat. Varia-
bel (X) partisipasi masyarakat memiliki 3 di-
mensi yaitu; (1) dimensi kontribusi masyara-
kat, (2) dimensi pengorganisasian masyara-
kat, dan (3) dimensi pemberdayaan masyara-
kat (Oakley, 1991:9). Sedangkan variabel (Y) 
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pembangungna karakter masyarakat, mem-
iliki 5 dimensi yait; (1) religious, (2) cinta 
kebersihan dan lingkungan, (3) sikap jujur, 
(4) sikap peduli, dan (5) rasa cinta tanah air, 
(Kemendikbud). 

Subjek penelitan ini adalah masyarakat 
di Kabupaten Tambrauw Papua Barat, ber-
jumlah 32.454 orang, dengan sample 
sebanyak 345 orang menggunakan tabel sam-
pel Sugiono (2014:19) dengan tingkat signi�i-
kasi 5%. Data yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan tabulasi adalah data primer, di-
mana data tersebut diperoleh dari hasil 
penyebaran kuesioner berdasarkan sebaran 
penduduk di masing-masing distrik. Skala  
likert digunakan dalam penelitian ini dengan 
pola 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 
3 (netral), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju). 
Metode analisis data yang digunakan adalah 
uji korelasi yaitu untuk mengetahui keterkai-
tan atau pengaruh partisipasi masyarakat (X) 
terhadap pembangunan karakter masyarakat 
dengan menggunakan rumus korelasi 
koe�isien Product moment. Sedangkan untuk 
menguji hipotesis dari penelitian ini dengan  
menggunakan rumus  t-hitung (Sugiyono 
2004:214). Selanjutnya dilakukan pengujian 
koe�isien determinasi dimana pengujian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 
persentase kontribusi variabel (X) terhadap 
variabel (Y) dengan rumus KD = (r²)x100%  
(Akdon 2008:188). 

PEMBAHASAN	

Hasil	

Hasil analisis perhitungan korelasi dihitung 
berdasarkan tabel hasil kerja uji korelasi dua 
variabel yaitu variabel (X) partisipasi 
masyarakat dan variabel (Y) pembangunan 
karakter masyarakat yaitu: untuk nilai 
X=16745, nilai Y=15498, nilai X²815083, nilai 
Y²=698260, dan nilai XV=753557. Berdasar-
kan nilai-nilai tersebut maka hasil perhi-
tungan korelasi dengan menggunakan rumus 
korelasi koe�isien Product moment didapat 

hasil r = 0,610534 dibulatkan menjadi 0,61. 
Menurut tabel pedoman untuk memberikan 
interprestasi keo�isien korelasi (Sugiyono 
2004:216) maka nilai 0,61 berada pada ting-
kat hubungan korelasi kuat, artinya pengaruh 
partisipasi masyarakat terhadap pem-
bangunan karakter masyarakat berpengaruh 
kuat. Selanjutnya hasil perhitungan pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa t hitung sebe-
sar 14,277, sehingga t hitung belih besar dari 
t tabel = 1.960 pada taraf kesalahan 5% atau 
0,005 (tabel Sugiyono). Oleh karena itu pen-
gujian hipotesis diperoleh hasil yang menya-
takan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak pada 
α = 0,05 yang berarti adanya pengaruh 
partisipasi masyarakat terhadap pem-
bangunan karakter masyarakat di Kabupaten 
Tabrauw Papau Barat. 

Selanjutnya hasil perhitungan kontri-
busi besarnya pengaruh partisipasi masyara-
kat terhadap pembangunan karakter pada 
masyarakat Kabupaten Tambrauw Papua 
Barat, dihitung menggunakan rumus koe�isen 
determinasi (kd) dengan hasil 37,21%. Ber-
dasarkan hasil tersebut bahwa besarnya 
pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 
pembangunan karakter masyarakat sebesar 
37.21% dan 62.79% dipengaruhi oleh faktor 
lain diluar dari partisipasi masyarakat seper-
ti; peran serta pemerintah di bidang pendidi-
kan, kebijakan public dan regulasi.  

Diskusi	

Kabupaten Tambruw di bentuk atas dasar ; 
(1) UU No. 56 Tahun 2008 tentang 7 distrik 
dan 53 kampung, (2) Keputusan MK RI No. 
127/PUU-VII/2009, (3) UU No. 14 Tahun 
2013, tentang 12 distrik dan 91 kampung, 
dan (4) Permendagri No. 56 Tahun 2015 ten-
tang 29 distrik dan 205 kampung, atas dasar 
Undang-undang dan Peraturan diatas maka 
Kabupaten Tambrauw menyusun Visi dan 
Misi 2017 sampai dengan 2022 sebagai beri-
kut : Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupat-
en Tambrauw yang Sejahtera, Mandiri dan 
Bermatabat”. Kabupaten Tambrauw terdiri 
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atas 29 distrik, 205 kampung dengan pusat 
administrasi berada pada distrik Fed. 

Masyarakat Kabupaten Tambrauw, 80% 
tinggal di pedalaman yang tersebar di 
berbagai distrik, angka partisipasi siswa pada 
pendidikan tergolong masih rendah yaitu; 
SD=108.74 orang, SMP=86.81 orang, dan 
SMA=57 orang, serta PT (perguruan tinggi) 
kosong. Sedangkan angka perbandingan guru 
terhadap siswa yaitu; SD 1:17, SMP 1:9, 
SMA:13, dan SMK 1:0. Berdasarkan angka ter-
sebut sudah jelas bahwa tingkat pendidikan 
dan perbandingan guru dan siswa masih 
kecil, sehingga pembangunan karakter 
masyarakat tidak dapat diandalkan hanya pa-
da sisi pendidikan di sekolah akan tetapi 
partisipasi di lingkungan masyarakat.  

Partisipasi yang terbangun di masyara-
kat untuk mendukung pembangunan karak-
ter masyarakat Tabrauw terletak pada 3 di-
mensi yaitu, (1) dimensi kontribusi masyara-
kat. Kontribusi masyarakat terlihat dalam 
keterlibatan masyarakat terhadap pemberian 
pemikiran. Masyarakat selalu terlibat pem-
berian masukan dan solusi dalam hal perma-
salah yang ada di lingkungan khusunya yang 
berkaitan dengan sikap-sikap fundamental 
seperti kejujuran, kesopanan, kearifan dll. (2) 
dimensi pengorganisasian masyarakat, dalam 
membagun sikap fundamental di masyarakat 
struktur organisasi yang ada masyarakat sep-
erti kepala suku/kepala desa memiliki peran 
penting terhadap pembangunan sikap terse-
but dalam bentuk arahan-arahan dan pera-
turan-peraturan adat yang harus ditaati oleh 
seluruh masyarakat. (3) dimesi pem-
berdayaan masyarakat, masyarakat yang 
tinggal pada distrik-distrik yang berada di 
Kabupaten Tambrauw melalui kepala suku/
kepala desa diberdayakan baik pemikirian 
maupun tenaga sehingga masyarakat merasa 
termotivasi dan memiliki tanggung jawab ter-
hadap lingkungan seperti gotong royong, em-
buk desa dll. Hasil penelitian ini didukung ju-
ga oleh (Fadjar Judiono,2018), (Henny Liwan, 

2017), dan (Akbar Putra Siregar dan Robert 
Tua Siregar, 2015) 

Pada penelitian ini, hal yang ditemukan 
melalui keusioner yang disebar di masyara-
kat menunjukkan bahwa, peran partisipasi 
masyarakat sangat berpengaruh terhadap 
pembangunan karekter masyarakat. Pem-
bangunan karekter masyarakat Tambrauw 
yang terbangun yaitu: (1) karakter religious 
karakter religius adalah langkah awal me-
numbuhkan sifat, sikap, dan perilaku 
keberagamaan pada masa perkembangan 
berikutnya. Masa kanak-kanak adalah masa 
terbaik menanamkan nilai-nilai religius.  
Upaya penanaman nilai religius ini harus dis-
esuaikan dengan tingkat perkembangan kare-
na kesadaran beragama anak masih berada 
pada tahap meniru sehingga dibutuhkan 
partisipasi masyarakat yang lebih dewasa. (2) 
cinta kebersihan dan lingkungan. Sika ini bisa 
dibangun melalui pemberdayaan masyarakat 
dan menumbuhkan sikap gotong royong di 
masyarakat. (3) sikap jujur, Sikap jujur mem-
berikan dampak positif teradap berbagai sisi 
kehidupan, baik di masa sekarang ataupun 
akan datang. Kejujuran merupakan investasi 
sangat berharga dan modal dasar bagi tercip-
tanya komunikasi efektif dan hubungan yang 
sehat. (4) sikap peduli, Peduli merupakan si-
kap dan tindakan selalu ingin memberi ban-
tuan kepada orang lain dan yang membutuh-
kan dalam masyarakat. Dan (5) rasa cinta 
tanah air, Cinta tanah air atau nasionalis ada-
lah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 
menempatkan kepentingan bangsa dan nega-
ra di atas kepentingan pribadi maupun ke-
lompok. Karakter nasionalis dapat 
ditanamkan melalui beberapa hal, dian-
taranya melalui upacara bendera yang di-
peringati pada hari-hari besar Negara. Hasil 
penelitian ini juga didukung oleh 
(Faridah,2012), (Praptining,2017), dan 
(Nursyirwan,2015) 

PENUTUP	

Kesimpulan	
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Pembangunan karakter bagi suatu bangsa 
adalah penting karena pembangunan karak-
ter merupakan ciri suatu bangsa, begitu juga 
dengan Negara Indonesia bahwa pem-
bangunan karakter dijadikan sebagai modal 
utama untuk membangun bangsa yang kuat 
melalui sikap dan mental anak bangsa. Untuk 
membangun karakter bangsa seperti reli-
gious, cinta kebersihan dan lingkungan, sikap 
jujur, sikap peduli dan cinta tanah air meru-
pakan sikap fundamental bangsa Indonesia 
sehingga dalam pembentukan dan pem-
bangunannya dibutuhkan keterlibatan atau 
partisipasi masyarakat dalam kontribusi 
masyarakat. pengorganisasian masyarakat, 
dan pemberdayaan masyarakat.  

Saran	

Seperti dijelaskan diatas bahwa, pem-
bangunan karakter masyarakat tidak hanya 
partisipasi dari masyarakat saja yang ber-
peran akan tetapi sangat butuh dukungan 
pemerintah seperti; peran serta pemerintah 
di bidang pendidikan, kebijakan public dan 
regulasi. Dalam dunia pendidikan khususnya 
para akademisi atau perguruan tinggi harus 
mampu menyumbangkan pemikiran dan pan-
dangannya terhadap pembangunan karekter 
bangsa, hal ini dapat dilakukan melalui tri-
dharma perguruan tinggi yaitu (1) melalukan 
pendidikan berbasis pendekatan masyarakat 
melalui kelompok-kelompok diskusi di 
masyarakat, (2) melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan pembangunan karakter 
masyarakat, dan (3) melaksanakan pengabdi-
an kepada masyarakat, dan mengaplikasikan 
ilmu yang dimiliki oleh perguruan tinggi ter-
sebut.    
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PENDAHULUAN	

Latar	Belakang	

Istilah penyandang disabilitas muncul men-
jelang rati�ikasi konvensi PBB mengenai hak-
hak disabilitas pada CRPD (Convention on the 
Right of Person with Disability) menjadi sera-
pan dari kata Person With  Disability (PWD), 
dipakailah kata Penyandang Disabilitas untuk 
menggantikan kata Penyandang Cacat yang 
secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 8 
tahun 2016. Konvensi ini membahas 
mengenai hak asasi para penyandang disabil-
itas secara komprehensif, dimana para pen-
yandang disabilitas berhak mendapatkan 
perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan 
kebutuhan yang sama dengan non disabilitas. 
Salah satu upaya untuk mewujudkan kesa-

maan hak dan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, 
mandiri dan tanpa diskriminasi Pemerintah 
telah mengeluarkan Undang - Undang Nomor  
8 Tahun 2016 yang didalamnya telah menga-
tur hak-hak penyandang disabilitas dian-
taranya adalah hak keolahragaan bagi pen-
yandang disabilitas. Menurut norma yang ter-
kandung dalam Undang - Undang tersebut 
yang dimaksud dengan penyandang disabili-
tas adalah setiap orang yang mengalami 
keterbatasan �isik, intelektual, mental dan/
atau sensori dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
berpartisipasi secara penuh dan efektif 
dengan warga negara lainnya berdasarkan 
kesamaan hak, sedangkan kesamaan kesem-
patan adalah keadaan yang memberikan 
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ABSTRACT	
	

Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengetahui	implementasi	kebijakan	olahraga	disabilitas	intelektual	di	Indonesia.	Pen-
dekatan	penelitian	kualitatif	dengan	analisis	deskriptif.	Teknik	analisis	menggunakan	pemeriksaan	keabsahan	data,	
dengan	cara	wawancara	dan	observasi.	Teori	yang	digunakan	untuk	membangun	kerangka	 	 tentang	Model	 Imple-
mentasi	Kebijakan	dari	Van	Metter	dan	Van	Horn	dengan	ke	enam	faktor	yang	mempengaruhi	keberhasilan	imple-
mentasi.	Hasil	penelitian	dirangkum	dalam	standar	dan	tujuan	kebijakan,	sumber	daya	yang	dibutuhkan,	karakteris-
tik	badan	pelaksana	kebijakan,	komunikasi	antar	organisasi	dan	kegiatan	pelaksanaan,	 sikap	para	pelaksana	atau	
disposisi,	dan	terakhir	lingkungan	ekonomi	dan	sosial	politik.	Hasil	penelitian	ini	menunjukkan	bahwa	model	impele-
mentasi	 kebijakan	 van	Metter	 dan	 van	Horn	 tidak	 sepenuhnya	 terjadi	 di	 realitasi	 kebijakan	 olahraga	penyandang	
disabilitas	 intelektual	 di	 Indonesia,	 kendati	 terdapat	 sejumlah	 di	 antaranya	 sesuai	 dengan	 alur	 yang	 kedua	 pakar	
telah	gariskan.	SOIna	secara	organisasi	mempunyai	legitimasi	yang	kuat	dalam	mengorganisasi	pembinaan	dan	pen-
capaian	prestasi	 olahraga	 disabilitas	 intelektual,	 namun	pengakuannya	 sebagai	 agen	pembina	prestasi	 belum	me-
madai,	 sehingga	relatif	bekerja	tanpa	dukungan	yang	kuat,	 terutama	dalam	hal	pendanaan,	prasarana	dan	sarana	
oleh	pemerintah	yang	belum	jelas	secara	regulatif.		

Kata	kunci:	Implementasi	Kebijakan	Olahraga,	Disabilitas	Intelektual,	Special	Olympics	Indonesia		
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peluang dan atau menyediakan akses kepada 
penyandang disabilitas untuk menyalurkan 
potensi dalam segala aspek penyelenggaraan 
negara dan masyarakat.  

Atas dasar tersebut, Penulis tertarik 
meneliti mengenai Special Olympics Indone-
sia (SOIna) melalui program olahraga khusus 
ini, SOIna sebagai agen imeplementasi di-
harapkan dapat menjadi wadah untuk atlet 
penyandang disabilitas intelektual agar mam-
pu memenuhi fungsi sosialnya, dapat mandiri 
dan menjadi warga masyarakarat yang di-
hargai, karena tujuan kegiatan olahraga ini, 
antara lain memberikan kesempatan kepada 
penyandang disabilitas intelektual untuk ber-
prestasi dalam kehidupan yang layak 
sekaligus bersosialisasi antara sesama pen-
yandang disabilitas intelektual, maupun 
masyarakat luas. 

Rumusan	Masalah	

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada-
lah, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pro-
gram Pembinaan dan Pengembangan 
Olahraga Disabilitas Intelektual di Indonesia ?  

Tujuan	Penelitian	

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Memberikan informasi tentang dina-
mika kebijakan olahraga disabiltas in-
telektual di Indonesia terkait pemenu-
han hak penyandang disabilitas. 
Penelitian ini akan fokus untuk 
melakukan kajian regulasi pembinaan 
dan pengembangan olahraga disabilitas 
di Indonesia sehingga dapat diketahui 
dan di identi�ikasi terkait orientasi serta 
pembelajaran kebijakan yang baik dan 
sesuai untuk memenuhi hak-hak pen-
yandang disabilitas.  

2. Hasil dari penelitan ini diharapkan bisa 
menjadi bahan evaluasi bagi 
pemerintah Indonesia agar kebijakan 

terkait pemenuhan hak penyandang 
disabilitas khususnya untuk olahraga 
disabilitas intelektual bisa dirumuskan 
serta diimplementasikan secara lebih 
efektif dan komprehensif. 

LANDASAN	TEORI	

Pengertian	Disabilitas	Intelektual	

Menurut norma yang terkandung dalam Un-
dang - Undang No 8 Tahun 2016 tentang Pen-
yandang Disabilitas adalah setiap orang yang 
mengalami keterbatasan �isik, intelektual, 
mental dan/atau sensori dalam jangka waktu 
lama yang dalam berinteraksi dengan ling-
kungan dapat mengalami hambatan dan 
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 
dan efektif dengan warga negara lainnya ber-
dasarkan kesamaan hak, sedangkan kesa-
maan kesempatan adalah keadaan yang 
memberikan peluang dan atau menyediakan 
akses kepada penyandang disabilitas untuk 
menyalurkan potensi dalam segala aspek 
penyelenggaraan negara dan masyarakat. 
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Ta-
hun 2016, tentang: Pernyandang Disabilitas 
yang dimaksud dengan Penyandang Disabili-
tas Intelektual adalah: Terganggunya fungsi 
pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata
-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas 
grahita dan down	syndrome.	 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, 
serta Undang-undang No 8 tahun 2016 ten-
tang penyandang disabilitas dimana didalam 
undang-undang tersebut diatur norma-
norma tentang hak penyandang disabilitas 
dalam keolahragaan. Pelaksanaan kegiatan 
pembinaan perlu diketahui secara jelas meli-
puti, pelatih, atlet, program latihan/metode, 
prasarana dan sarana, organisasi cabang 
olahraga, pendanaan, serta penghargaan keo-
lahragaan. Sehingga dapat memberikan infor-
masi kepada publik/khalayak bagaimana 
kompetensi atau kualitas yang terdapat da-
lam pembinaan dan pengembangan olahraga 
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disabilitas dapat terwujud.  

Konsep	Implementasi	Kebijakan	

Implementasi kebijakan dipandang dalam 
pengertian yang luas, merupakan tahap dari 
proses kebijakan setelah penetapan undang-
undang. Implementasi dipandang secara luas 
mempunyai makna pelaksanaan undang-
undang dimana berbagai aktor, organisasi, 
prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama 
untuk menjalankan kebijakan dalam upaya 
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 
program-program. Van Meter dan Van Horn 
menawarkan suatu model yang menyangkut 
implementasi kebijakan publik. Model yang 
ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn 
memiliki enam variabel yang membentuk kai-
tan (linkage) antara kebijakan dan kinerja 
(performance). Model ini, menurutnya, tidak 
hanya menentukan hubungan-hubungan an-
tara variabel-variabel bebas dan variabel teri-
kat mengenai kepentingan-kepentingan, teta-
pi juga menjelaskan hubungan-hubungan an-
tara variabel-variabel bebas. Lebih lanjut, 
mereka menyatakan bahwa secara implisit 
kaitan tersebut menjelaskan hipotesis-
hipotesis yang dapat diuji secara empirik. 
Selain itu, indikator-indikator yang memuas-
kan dapat dibentuk dan data yang tepat dapat 
dikumpulkan. Adapun model yang dikemuka-
kan Van Meter dan Van Horn dapat dilihat 
pada Gambar 1.  

Dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn 
menjelaskan bahwa standar atau  ukuran dan 
sasaran  suatu  program yang  akan 
dilaksanakan harus diidenti�ikasi dan diukur 
karena implementasi  tidak  akan  berhasil 
atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan 
itu tidak dipertimbangkan. Pernyataan-
pernyataan dari pembuat  keputusan harus  
dire�leksikan  dalam  dokumen,  seperti 
regulasi- regulasi  dan  garis-garis pedoman 
program sehingga tidak banyak 
menimbulkan multi interpretasi dan mudah 
menimbulkan kon�lik antar badan pelaksana. 

Begitu juga dengan sumber daya. Dalam 
implementasi kebijakan perlu di dukung oleh 
sumber daya yang memadai guna  
keberhasilan  implementasi.  Sumber daya ini 
mencakup sumber daya manusia dan sumber 
daya �inansial serta sumber daya lainnya 
yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi suatu program. 

Implementasi akan berjalan dengan 
efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
dipahami  oleh  individu-individu yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu 
program. Sebuah program perlu dukungan 
dan kordinasi dengan instansi atau lembaga 
lain serta kerjasama antar instansi atau 
lembaga baik pemerintah pusat, propinsi 
maupun dengan pemerintah daerah.  
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Menurut Van Meter dan Van Horn, 
implementasi yang berhasil seringkali 
membutuhkan mekanisme - mekanisme dan 
prosedur - prosedur  lembaga.  Para pejabat 
dalam  struktur  organisasi  mempunyai  
kekuasaan  personil yang diukur dari: 
Pertama, rekruitmen dan seleksi; Kedua, 
penugasan dan relokasi; Ketiga, kenaikan 
pangkat dan; Keempat, pemecatan. 

Dalam hubungan antar organisasi 
maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan 
pelaksanaan merupakan hal yang paling 
penting dalam implementasi suatu program. 
Pertama, petunjuk atau bantuan teknis. 
Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali 
dapat melakukan banyak hal untuk 
memperlancar implementasi kebijakan 
dengan jalan membantu pejabat-pejabat 
bawahan menginterpretasikan peraturan-
peraturan dan garis-garis pedoman 
pemerintah, dan memperoleh sumber-
sumber �isik dan teknis yang diperlukan 
dalam melaksanakan suatu program. Kedua, 
atasan dapat memberlakukan sanksi 
terhadap pejabat dibawahnya, baik berupa 
saksi administratif  maupun sanksi 
pemecatan. 

Suatu strategi yang lain dalam 
pencapaian keberhasilan implementasi 
kebijakan adalah dengan menentukan kondisi
-kondisi dan persyaratan-persyaratan 
prosedural, misalnya, sistem pelaporan yang 
baku dalam penerimaan bantuan. 

Budi Winarno  memberikan 
interpretasinya mengenai karakteristik 
badan-badan  pelaksana  yang  diungkapkan  
oleh  Van Meter  dan  Van Horn. Menurutnya, 
struktur birokrasi diartikan sebagai 
karakteristik-karakteristik, norma-norma 
dan pola-pola hubungan yang terjadi 
berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 
yang mempunyai hubungan baik potensial 
maupun nyata dengan apa yang mereka 
miliki dengan menjalankan kebijakan. Penulis 

berpendapat, bahwa apa yang dimiliki oleh 
pemerintah propinsi maupun kabupaten/
kota baik sumber daya manusia maupun 
dana dapat membantu melaksanakan 
program pemerintah pusat yang bersumber 
dari masyarakat maupun APBD yang 
dialokasikan untuk pencapaian tujuan dari 
program tersebut. 

Implementasi merupakan proses yang 
dinamis. Faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan 
dalam tahap-tahap awal mungkin akan 
mempunyai konsekuensi yang kecil dalam 
tahap selanjutnya. Hal ini menurut penulis 
sangat penting untuk menghubungkan faktor
-faktor lainnya.  

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn 
juga melihat bahwa tanggapan para 
pelaksana terhadap kebijakan akan 
melibatkan atau didasarkan pada persepsi-
persepsi dan interpretasi-interpretasi para 
pelaksana (implementor) terhadap tujuan-
tujuan kebijakan. 

Dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn  
membuat kaitan (linkage) yang dibentuk 
antara sumber-sumber kebijakan dan tiga 
faktor lainnya. Menurutnya, tipe dan 
tingkatan sumber-sumber yang disediakan 
oleh keputusan kebijakan akan 
mempengaruhi kegiatan- kegiatan 
komunikasi dan pelaksanaan. Pada sisi yang 
lain, kecenderungan-kecenderungan para 
pelaksana dapat  dipengaruhi  secara  
langsung oleh  tersedianya sumber - sumber. 
Dengan demikian,  kaitan antara sumber-
sumber dan lingkungan ekonomi, sosial dan 
politik dari yuridiksi atau organisasi 
pelaksana saling mempengaruhi, begitu juga 
dengan yang lainnya. 

Selain itu, Van Meter dan Van Horn juga 
mengajukan suatu hipotesis yang menya-
takan bahwa lingkungan sosial dan ekonomi 
dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan 
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mempengaruhi karakter badan-badan 
pelaksana, kecenderungan-kecenderungan 
para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. 
Kondisi-kondisi lingkungan mempunyai 
pengaruh pada keinginan dan kemampuan 
organisasi dalam mendukung pencapaian 
implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan 
menyebabkan para pelaksana melaksanakan 
suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-
pilihan pribadi tentang kebijakan itu. Varia-
bel-variabel lingkungan mempunyai 
pengaruh langsung pada pemberian-
pemberian pelayanan publik.  

Van Meter dan Van Horn juga me-
nyinggung masalah sikap kapasitas organ-
isasi para pelaksana. Mereka menyatakan 
bahwa implementasi yang berhasil merupa-
kan fungsi dari kemampuan organisasi 
pelaksana untuk melakukan apa yang di-
harapkan untuk dikerjakan. Faktor-faktor 
penghambat dalam implementasi, menurut-
nya, mungkin disebabkan oleh staf yang ku-
rang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, 
informasi yang tidak memadai dan sumber-
sumber keuangan atau hambatan-hambatan 
waktu yang tidak memungkinkan.  

Dari uraian model implementasi 
kebijakan di atas, untuk analisis pembahasan 
hasil penelitian, penulis menggunakan model 
atau proses implementasi kebijakan yang 
disebutkan oleh Van meter dan Van Horn. 
Hal ini disebabkan proses implementasi 
tersebut lebih komprehensif dalam 
menjelaskan implementasi kebijakan 
olahraga disabiltas intelektual pada 
organisasi Special	Olympics	Indonesia. 

METODE	PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti 
menggunakan metode pendekatan kualitatif 
dengan analisis deskriptif. Teknik analisis 
menggunakan pemeriksaan keabsahan data, 
dengan cara wawancara dan observasi. Hal 
ini dikarenakan peneliti mencoba mencari 
makna suatu kejadian atau peristiwa dengan 

mencoba berinteraksi dengan orang-orang 
dalam situasi atau fenomena dari 
permasalahan  yang  hendak  diteliti. 

PEMBAHASAN	

Deskripsi	Organisasi	Olahraga	Disabilitas	

Special Olympics Indonesia (SOIna) adalah 
satu-satunya organisasi nirlaba yang diakui 
Pemerintah dan mendapat akreditasi dari 
Special Olympics International (SOI) untuk 
menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi 
olahraga bagi Penyandang Disabilitas Intel-
ektual di Indonesia. 

Special	Olympics	adalah sebuah gerakan 
global yang didirikan oleh Eunice Kennedy 
Shriver pada Tahun 1968. Special	 Olympics	
bermula saat diselenggarakannya olahraga 
musim panas untuk penyandang disabilitas 
intelektual di Chicago,AS, tahun 1968. Sekitar 
1.000 atlet dari AS dan Canada meramaikan 
kegiatan kompetisi yang digelar pada musim 
panas. Selanjutnya kegiatan ini berkembang 
menjadi Special	 Olympics	 International	 yang 
berkantor pusat di Washington D.C; 

Pendiri Special	Olympics, Eunice Kenne-
dy Shriver, selalu penuh semangat dalam 
mendorong perluasan program Special	Olym-
pics	ke seluruh belahan dunia. 

Special	 Olympics	 merupakan organisasi 
internasional yang telah diakui oleh Interna-
tional	Olympic	Committee	(IOC), sebagai satu-
satunya olimpiade olahraga khusus bagi para 
Penyandang Disabilitas Intelektual di dunia, 
Indonesia bergabung menjadi Anggota Spe-
cial	Olympics	Ke-79 pada 9 Agustus 1989 se-
hingga lahirlah Special Olympics Indonesia 
(SOIna).  

Selain SOIna terdapat juga organisasi 
olahraga disabilitas lain yang dibentuk sesuai 
kondisi kedisabilitasannya, diantaranya 
National	 Paralympics	 Committe (NPC) of	
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Indonesia yang sebelumnya bernama Badan 
Pembinaan Olahraga Cacat (BPOC).  

Organisasi ini merupakan institusi 
resmi yang menaungi atlet-atlet dan olahraga 
khusus penyandang disabilitas di Indonesia. 
NPC berazaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar (UUD) 1945 RI sedangkan 
statusnya adalah satu-satunya wadah 
keolahragaan penyandang disabilitas 
Indonesia yang berwenang 
mengkoordinasikan dan membina setiap dan 
seluruh kegiatan olahraga prestasi 
penyandang disabilitas di Indonesia maupun 
di ajang internasional, sekaligus merupakan 
penjelmaan dan pengembangan misi dari 
National	 Paralympic	 Committee (NPC) of	
Indonesia.    

Fungsi organisasi NPC adalah 
menggalang dan menjalin persatuan dan 
kesatuan antar insan olahraga disabilitas di 
Indonesia dan internasional, meningkatkan 
prestasi olahraga disabilitas di Indonesia, 
memberi perlindungan kepada anggota dan 
atlet disabilitas, pembinaan kesejahteraan, 
keadilan dan atau kehormatan olahraga 
disabilitas.  

Secara taksonomis, perbedaan antara 
Special	 Olympics dan Paralympics dapat 
terlihat pada Tabel 1.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa 
perbedaan antara Special Olympics dan 
Paralympics terletak pada tataran misi kedua 
organisasi tersebut, Special Olympics 
mengarah kepada pencapaian partisipasi dan 
berakhir pada prestasi warga disabilitas 
intelektual sedangkan Paralympics mengarah 
kepada pencapaian prestasi warga disabilitas 
�isik. Tema disabilitas intelektual merupakan 
bahasan utama di sini dan akan dilakukan 
secara lebih komprehensif dengan 
mengambil lokus sumber informasi di induk 
organisasi SOIna.  

Dialog	Teoritik	

Secara teoritik, Van Meter Van Horn 
menyatakan, bahwa implementasi kebijakan 
dapat diukur dari standar dan tujuan 
kebijakan. Terkait hal itu, penulis melihat 
bahwa kebijakan keolahragaan nasional yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 
Nasional; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas; 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan; Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 
2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan 
Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 
2007 tentang Pendanaan Keolahragaan 
adalah serangkaian kebijakan yang dapat 
diukur atau dinilai dari aspek implementasi 
karena mempunyai tujuan yang jelas. 

Dari beberapa kebijakan dimaksud, 
peneliti memfokuskan pada implementasi 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas. 
Diterbitkannya kebijakan tersebut tentunya 
mempunyai maksud dan fungsi regulasi agar 
pengembangan keolahragaan secara nasional 
menjadi lebih teratur dan tertib melalui 
kebijakan negara, sehingga nantinya akan 
menciptakan sistem pengembangan 
keolahragaan secara proporsional dan adil 
sebagaimana tujuan dibuatnya kebijakan 
negara tersebut, yaitu pengembangan 
olahraga untuk semua segmen masyarakat 
tanpa terkecuali. Sebelum terbitnya undang-
undang tersebut, bidang keolahragaan hanya 
diatur melalui kebijakan pemerintah yang 
bersifat parsial. Itu pun belum mengatur 
semua aspek keolahragaan nasional secara 
menyeluruh, dan belum mencerminkan 
tatanan hukum yang tertib di bidang 
keolahragaan.  

Tujuan diterbitkannya kebijakan negara 
untuk sistem keolahragaan nasional adalah 
untuk menyikapi permasalahan keolahragaan 
nasional yang semakin kompleks dan 
berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, 
dan budaya masyarakat dan bangsa serta 
tuntutan perubahan global. Tujuan lainnya 
adalah agar dapat dilakukan pembinaan dan 
pengembangan keolahragaan nasional yang 
dapat menjamin pemerataan akses terhadap 
olahraga, peningkatan kesehatan dan 

kebugaran, peningkatan prestasi, dan 
manajemen keolahragaan yang mampu 
menghadapi tantangan serta tuntutan 
perubahan kehidupan nasional dan global 
yang memerlukan sistem keolahragaan 
nasional. 

Tentunya dalam kebijakan tersebut, 
telah mengatur standar yang telah disepakati. 
Terkait dengan objek penelitian penulis, 
yakni mengenai implementasi kebijakan 
olahraga disabilitas intelektual, maka hal-hal 
mengenai disabilitas telah diatur sedemikian 
rupa dalam berbagai pasal atau norma 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas. Dalam 
berbagai normanya, telah mengakomodir 
semua elemen masyarakat sehingga terjadi 
pemerataan akses terhadap olahraga guna 
meningkatkan kesehatan, kebugaran dan 
meningkatkan prestasi sebagaimana 
tercantum dalam tujuan pembuatan 
kebijakan tersebut. Oleh karena itu tujuan 
kebijakan yang menjadi salah satu dimensi 
dalam teori Van Meter dan Van Horn telah 
tercapai melalui kebijakan tersebut. 

Untuk membuktikan penjelesan di atas, 
temuan lapangan penelitian menjelaskan 
sebagai berikut. Pertama, SOIna sudah 
mengetahui secara jelas standar dan tujuan 
dalam mengimplementasikan Undang-
Undang tentang sistem keolahragaan 
tersebut. Oleh karenanya program-pogram 
keolahragaan yang ada pada SOIna sudah 
disusun secara sistematis dalam agenda 
tahunan yang sudah dibuat. Mengenai norma 
dalam undang-undang tersebut juga 
menyinggung permasalahan olahragawan 
atau atlet disabilitas untuk mendapatkan 
pembinaan cabang olahraga sesuai mental 
dan kapasitasnya, sehingga apa yang 
diharapkan telah terpenuhi dalam kebijakan 
tersebut. Hal ini selaras dengan teori Van 
Meter dan Van Horn (1975) yang 
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menyatakan bahwa kepahaman pelaksana 
terhadap standar dan tujuan kebijakan sangat 
menentukan keberhasilan proses 
implementasi. 

Kedua, adalah terkait dengan sumber 
daya kebijakan. Menurut Van Metter dan Van 
Horn, sumber daya kebijakan merupakan 
keberhasilan proses implementasi kebijakan 
yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber 
daya manusia, biaya, dan waktu. Dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Sistem Keolahragaan Nasional 
sebagai kebijakan negara telah 
mengakomodir mengenai sumber daya dalam 
berbagai normanya sebagaimana dalam Pasal 
1, Pasal 8, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 53, Pasal 
56, dan Pasal 58. Pasal-pasal tersebut 
merupakan bagian dari norma yang 
mengatur pemanfaatan sumber daya untuk 
implementasi kebijakan sebagaimana 
disampaikan oleh Van Metter dan Van Horn. 
Terkait dengan pemanfaatan sumber-sumber 
daya kebijakan yang dimaksud pada 
kenyataannya sangat diperlukan untuk 
mencapai keberhasilan implementasi yang 
dilakukan pemerintah.  

Keberhasilan itu sendiri sudah 
membuahkan banyak prestasi dikalangan 
olahragawan disabilitas. Hal ini sesuai 
dengan temuan peneliti selama melakukan 
penelitian di lapangan. Salah satu sumber 
daya yang menjadi keberhasilan kebijakan ini 
adalah organisasi SOIna. SOIna adalah 
lembaga penyelenggara kegiatan olahraga 
khusus bagi para penyandang disabilitas 
intelektual di Indonesia. Segala sumber daya 
untuk implementasi kebijakan sebagaimana 
diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn 
sudah terakomodir melalui kebijakan 
keolahragaan. Sumber daya sendiri bukan 
hanya terkait dengan sumber daya manusia 
saja, akan tetapi sumber daya sarana 
prasarana, dukungan �inasial, dan sebagainya 
relatif telah dipenuhi oleh pemerintah 

melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
3 tahun 2005 tersebut. 

Sebagai informasi, sumberdaya manusia 
yang di miliki SOIna terdiri atas staf-staf pada 
tingkat pusat dan terdapat susunan anggota 
pengurus pusat. Tidak hanya itu saja, 
kepengurusan SOIna juga ada di 34 Pengda 
(Pengurus Daerah) tingkat provinsi. Terkait 
dengan sumber daya biaya, pendanaan SOIna 
dibantu oleh SOI (Special Olympics 
International). Namun diakui bahwa untuk 
dana operasional kesekretariatan, masih 
mencari sisa-sisa dana dari SOI dan Menpora 
karena tidak memiliki dana abadi dalam 
kegiatan operasional. Kegiatannya sendiri 
bersifat rutin kepelatihan dan non 
kepelatihan. Sedangkan dari lembaga 
Kemenpora hanya bersifat pengajuan 
proposal dan biasanya hanya hal-hal yang 
sifatnya pertandingan atau kejuaraan-
kejuaraan. Selain sumber daya manusia, ada 
juga sumber daya sarana dan prasarana 
SOIna yang sudah bekerjasama dengan 
Fakultas Ilmu Keolahragaan di beberapa 
perguruan tinggi negeri seperti Universitas 
Negeri Jakarta dan Universitas Negeri 
Yogyakarta sebagai sentra latihan. 
Kondisinya adalah hanya di dua perguruan 
tinggi itu saja yang aktif, sementara di 
provinsi lainnya tidak aktif dan hanya 
mengandalkan latihan di tingkat SLB bagian 
C. 

Ketiga, adalah mengenai karakteristik 
badan pelaksana. Karakteristik badan 
pelaksana maksudnya adalah struktur 
birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik
-karakteristik, norma-norma dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam 
badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dengan menjalankan 
kebijakan. Pada bagian ini, pemerintah sudah 
mengimplementasikan melalui beberapa 
lembaga yang membidangi keolahragaan 
seperti Kementerian Olahraga, KONI dan 
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organisasi lainnya yang di kelola oleh 
pemerintah. Sedangkan organisasi seperti 
SOIna ini merupakan lembaga yang memiliki 
karakteristik sebagai organisasi yang 
mempunyai keseriusannya dalam 
memberikan pelayanan kepada pada 
penyandang disabilitas intelektual, 
khususnya dibidang olahraga. 

Selanjutnya, berdasarkan temuan 
penelitian di lapangan, bahwa kompetensi 
pelatih yang dimiliki oleh PP SOIna sudah 
sangat terukur yang terlihat dari program 
kepelatihan mereka, seperti pelatihan untuk 
para pelatih atau train the trainer. Dalam 
konteks ini, terdapat kejelasan bahwa 
organisasi SOIna ini mengikuti aturan dalam 
keorganisasian. Kejelasan ini dapat menjadi 
instrumen atau fasilitas dalam mencapai 
tujuan sesuai target dan sasaran dalam 
bidang prestasi olahraga disabilitas serta 
peningkatan pembinaan dan pengembangan 
olahraga, khususnya olahraga prestasi 
disabilitas. Disinilah letak karakteristik badan 
pelaksana sebagaimana pada dimensi ketiga 
yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van 
Horn. 

Keempat, adalah komunikasi antar 
organisasi dan kegiatan pelaksanaan. Ketika 
pencapaian standar dan tujuan kebijakan 
sudah dituangkan dalam sebuah kebijakan, 
maka langkah selanjutnya adalah adanya 
sebuah komunikasi antar lembaga pelaksana 
kebijakan yang harus saling berkomunikasi 
sebagai pelaksana agar sebuah kebijakan itu 
dapat berjalan dengan baik. Komunikasi 
dalam kerangka penyampaian informasi 
kepada para pelaksana kebijakan adalah 
mengenai apa yang menjadi standar dan 
tujuan harus konsisten dan seragam 
(consistency dan uniformity) dari berbagai 
sumber informasi.Van Metter dan Van Horn 
menyampaikan, bahwa komunikasi antar 
lembaga merupakan salah satu penentu 
keberhasilan proses implementasi kebijakan.  

Guna mempermudah penyelenggaran 
olahraga disabilitas intelektual, di Indonesia 
ditempatkan seorang Staff Coordinator 
Development Program yaitu, merupakan 
bagian dari struktur organisasi SOI, 
khususnya di kawasan Asia Pasi�ik sebagai 
divisi yang bertanggungjawab dan berperan 
dalam membantu pengembangan organisasi 
negara anggota Special Olympics, salah 
satunya di SOIna. Dengan adanya perwakilan 
staf dari Asia Pasi�ik inilah yang akan 
mempermudah komunikasi antara SOIna 
sebagai penyelenggara atau agen kebijakan 
dengan lembaga yang berwenang menaungi 
keolahragaan di Indonesia. Komunikasi SOIna 
pada tingkat Pusat ke Pengda dilakukan 
melalui Dinas Olahraga dan Pemuda 
(DISORDA), Dinas Pemuda dan Olahraga 
(DISPORA), atau Dinas Kepemudaan, 
Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR). Oleh 
karenanya komunikasi juga menjadi bagian 
yang penting dalam membangun dan 
mengimplementasikan sebuah kebijakan. 
Tanpa komunikasi, maka semua tidak bisa 
dijalankan dengan baik di tingkat 
implementasi. 

Kelima, adalah mengenai sikap para 
pelaksana. Sikap menerima atau menolak 
dari (agen) pelaksana akan sangat banyak 
mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya 
kinerja implementasi kebijakan publik.  Hal 
ini sangat mungkin terjadi oleh karena 
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil 
formulasi masyarakat lokal yang mengenal 
betul persoalan dan permasalahan yang 
dirasakan. Dalam temuan di lapangan, 
didapat bahwa sikap dari implementator 
kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 
dalam membina dan mengembangkan 
olahraga disabilitas intelektual pada tataran 
pelatih relatif belum memahami betul misi 
dari Special Olympics. Hal ini dibuktikan dari 
hasil wawancara yang menyebutkan bahwa 
“SOIna di dalam Undang-Undang Sistem 
Keolahragaan Nasional, masuk di dalam 
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kategori olahraga rekreasi, sementara apa 
yang dikejar oleh SOIna ujung-ujungnya 
adalah prestasi”. Penjelesan itu menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan pandangan 
mengenai SOIna, namun hal itu bukan hanya 
terjadi di Indonesia saja akan tetapi di 
beberapa negara berkembang juga terjadi 
demikian. 

Keenam, terakhir adalah lingkungan 
ekonomi, sosial, politik. Lingkungan sosial, 
ekonomi, dan politik yang tidak kondusif 
dapat menjadi sumber dari kegagalan kinerja 
implementasi kebijakan. Oleh karenanya, 
upaya untuk mengimplementasikan 
kebijakan harus pula memperhatikan 
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 
Dalam temuan di lapangan disebutkan bahwa 
SOIna terbukti memberi bonus pada atlet 
yang sudah berprestasi menyumbangkan 
medali emas, perak, perunggu untuk 
bangsanya, meskipun belum dimasukkan 
kedalam kategori pencapaian prestasi 
sehingga bonus yang semestinya diterima 
oleh para atlet harus melalui mekanisme 
yang rumit ke pemerintah, dalam hal ini pada 
Kemenpora RI. Hal inilah yang dari dulu 
sudah menjadi persinggungan. Harusnya ini 
tidak perlu terjadi jika salah satu pihak dapat 
menjelaskan maksud dan tujuannya hadir 
olahraga disabilitas intelektual di pentas 
internasional. Kembali pada poin standar dan 
tujuan, ketika SOIna sudah mengetahui dan 
paham akan standar dan tujuan dari 
kebijakan undang-undang tersebut, 
seharusnya hal itu sudah selesai karena 
dianggap sudah melakukan komunikasi 
dengan pihak terkait. Tapi nyatanya hal ini 
masih menjadi masalah serius hingga 
sekarang. Oleh karenanya masih ada berbagai 
hal yang belum berjalan tidak semestinya 
dalam mengimplementasikan kebijakan 
disabilitas di Indonesia. 

PENUTUP	

Kesimpulan	

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Peran organisasi-organisasi sosial yang 
menangani penyandang disabilitas 
tentu sangat penting bagi penyandang 
disabilitas sebagai media mereka untuk 
mengangkat harkat dan martabatnya, 
salah satunya adalah organisasi sosial 
Special Olympics Indonesia. 
Peningkatan prestasi dan 
pengembangan olahraga sangat 
bergantung pada bagaimana pengurus 
organisasi menjalankan fungsi-fungsi 
keorganisasiannya. Pengurus organisasi 
harus mampu menyusun program yang 
mampu mendukung tercapainya 
prestasi optimal dalam pembinaan 
prestasi. Program tersebut diantaranya: 
perekrutan atau pengadaan pelatih, 
pengadaan sarana dan prasarana, 
perekrutan atlet, penentuan rencana 
dan pelaksanaan pembinaan atlet 
melalui pemusatan latihan cabang 
olahraga, penyelenggaraan event 
olahraga, pengikutsertaan para atlet 
dalam berbagai event olahraga sesuai 
dengan cabang olahraga yang dijadikan 
sebagai tambahan pengalaman mereka, 
serta pencarian dana untuk 
memfasilitasi jalannya pembinaan. 
Peran serta organisasi yang menjadi 
fasilitasi aneka cabang olahraga 
penyandang disabilitas akan 
menentukan arah dalam pembinaan 
dan pengembangan prestasi olahraga 
bagi para penyandang disabilitas. 
Seluruh hal tersebut di atas akan 
memperoleh aneka fungsi 
keorganisasian, sehingga mampu 
memfasilitasi olahragawan penyandang 
disabilitas dalam kegiatan melatih dan 
berlatih. 

2. Keterlibatan Civil Society Organization 
(CSOs) sebagai mitra lembaga 
eksekutif/sebagai pihak eksekutor 
suatu kebijakan memiliki peran yang 
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sangat penting dan diperhitungkaan 
saat ini, mulai dari bentuk yang formal 
atau informal seperti LSM, paguyuban, 
perkumpulan, organisasi nir laba, dan 
lain-lain. Para CSOs ini berfungsi untuk 
membantu peran Pemerintah atau 
Kementerian  untuk 
mengimplementasikan berbagai 
kebijakan karena mereka dinilai 
memiliki kedekatan dengan kelompok 
sasaran, sifatnya yang non pro�it, 
organisasinya yang �leksibel, dan 
memiliki basis normatif kuat yang 
memungkinkan CSOs menjadi mitra 
pemerintah yang dapat diandalkan 
untuk mengimplemnatasikan berbagai 
program yang memiliki orientasi sosial 
yang tinggi. 

3. Bagaimana output (keluaran-keluaran) 
implementasi kebijakan sampai pada 
bene�iciaries atau peneriman manfaat 
sehingga suatu kebijakan dapat 
menghasilkan outcomes sebagaimana 
yang diharapkan. Dalam konsep 
delivery mechanism sendiri 
keberhasilannya sangat dipengaruhi 
oleh implementating agency, yaitu 
keberadaan organisasi atau lembaga 
yang diberi mandat untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan. 
Dilihat dari posisiya, implementating 
agency memiliki peran yang sangat 
vital, sebab lembaga inilah yang 
menjamin kegiatan delivery mechanism 
berjalan lancar. Tanpa delivery 
mechanism yang baik bisa dibayangkan 
tujuan-tujuan kebijakan yang telah 
dirancang sebelumnya tidak akan 
tercapai. SOIna sebagai implementating 
agency dari implementasi Undang-
Undang No 3 tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional dan 
Undang-Undang No 8 tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas harus 
memiliki kapasitas organisasi yang baik 

agar tujuan dari kebijakan dapat 
dijalalankan dengan baik pula.  

Saran		

Harapan kepada pembuat kebijakan adalah 
memberikan perlakuan yang sama dan juga 
memberikan keberpihakan yang lebih besar, 
karena mereka ini pun populasi yang 
membutuhkan dukungan dari pemerintah. 
Dalam pembinaan prestasi olahraga 
disabilitas intelektual yang terpadu dan 
terarah, tentu ada faktor-faktor yang 
mempengaruhi, diantaranya: a) adanya 
program yang berjenjang dan berkelanjutan 
pada organisasi olahraga disabilitas, b) 
hubungan yang baik antara semua pihak 
(atlet, pelatih, pengurus dan pemerintah), c) 
ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai (gedung sekretariat, gedung 
olahraga, lapangan olahraga, asrama atlet,) 
dan yang terpenting adalah peran organisasi 
yang melayani khusus pemberdayaan 
penyandang disabilitas intelektual khususnya 
di bidang olahraga yaitu di Special Olympics 
Indonesia sebagai implementating agency 
Pemerintah untuk mengimplementasikan 
Undang-Undang No 3 tahun 2005 tentang 
Sistem Keolahragaan Nasional serta Undang-
Undang No 8 tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas.  
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PENDAHULUAN	

Latar	Belakang		

Persoalan sistem pemerintahan, apakah pres-
idensial atau parlementarian terus berproses 
di Indonesia. Efektivitas sistem pemerintahan 
ini erat berkait dengan sistem kepartaian 
yang berlaku di Indonesia. Secara epistemolo-
gis, sistem presidensial cocok untuk ditopang 
dengan sistem kepartaian “sedikit” partai, 
apakah itu satu partai ataupun dua partai. 
Sementara bagi negara dengan sistem kepar-
taian multipartai lebih cocok diakomodasi 
dengan sistem parlementer.  

 Begitu selesai memproklamasikan ke-
merdekaannya Indonesia menganut sistem 
pemerintahan parlementer. Perdana Menteri 

diangkat oleh presiden dan membentuk kabi-
net berdasarkan kon�igurasi kekuatan partai 
politik saat itu. Hingga 1955, kabinet diben-
tuk oleh perdana menteri bukan berdasarkan 
Pemilu melainkan “musyawarah” di level elit. 
Setelah Pemilu 1955 terbentuklah kabinet di 
sistem parlementer berdasarkan kon�igurasi 
perolehan suara. Namun, ini tidak bertahan 
lama karena sejak 1957 kabinet parlementar-
ian terakhir (Ali Sastroamidjojo) dibekukan 
dan mengembalikan mandat kepada presi-
den. Masuklah Indonesia ke dalam Demokrasi 
Terpimpin di mana kendati ada perwakilan 
partai politik, tetapi gagasan utama saat itu 
adalah perwakilan golongan fungsional 
sesuai konsep negara integralistik.  

Partai politik tersubordinasi oleh 
kekuasaan eksekutif di mana saat itu Sukarno 
selaku presiden menerapkan soft authoritari-

Kompatibilitas	Sistem	Presidensial	dengan	Keberlakuan	
Multipartai	Ekstrem	di	Indonesia	

Seta Basri*, 
*)  Dosen Tidak Tetap Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta 

Email Kontributor: setabasri@gmail.com 

ABSTRAK	
	

Indonesia	masih	 belum	 konsisten	 dalam	anutan	 sistem	 pemerintahannya	 apakah	 parlementarian	 atau	 presidensil.	
Perumusan	masalah	artikel	 ini	ada	tiga.	Pertama,	pasca	Orde	Baru	yaitu	sejak	1998	hingga	tahun	2020	ini	 jumlah	
parpol	tetap	relatif	banyak,	yaitu	antara	9	hingga	10	parpol	di	parlemen,	kendati	ambang	batas	parlemen	telah	di-
naikkan	dari	3,5	menjadi	4	persen.	Kedua,	berlakunya	multipartai	ekstrem	ternyata	telah	memiliki	dampak	tertentu	
bagi	efektivitas	sistem	presidensial.	Ketiga,	harus	ada	solusi	yang	bisa	ditawarkan	ke	depan	sehubungan	dengan	efek-
tivitas	sistem	presidensial	dikaitkan	dengan	jumlah	parpol	di	dalam	parlemen.	Teori	yang	digunakan	adalah	Herbert	
Feith	dan	Lance	Castles	mengenai	aliran	politik	di	Indonesia	serta	Charles	M.	Mack	tentang	dealignment	dan	realign-
ment	 partai	 politik.	 Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	 library	 research.	 Penulis	 menggunakan	 sumber-
sumber	 sekunder	 dari	aneka	 tulisan	 ilmiah	baik	di	media	 cetak	maupun	non	 cetak	 (internet).	Hasil	penelitian	ada	
tiga.		Pertama,	jumlah	partai	politik	yang	selalu	besar	secara	kuantitas	pasca	transisi	politik	1998	merupakan	akibat	
dari	masih	berlakunya	politik	aliran	di	 Indonesia	kendati	sudah	tidak	seEkstrem	era	1950-an	dan	1960-an.	Kedua,	
terkait	dengan	efektivitas	sistem	presidensial	maka	sistem	kepartaian	multipartai	Ekstrem	yaitu	10	(sepuluh)	partai	
politik	kurang	kondusif	karena	terlampau	banyaknya	kepentingan	elit	di	koalisi	pemerintahan.	Ketiga,	mengenai	so-
lusi	yang	ditawarkan	untuk	memodereasi	multipartai	Ekstrem	di	 Indonesia	menjadi	multipartai	yang	sekurangnya	
moderat	adalah	dengan	merekayasa	undang-undang	yang	mengatur	tentang	partai	politik.	

Kata	kunci:	Sistem	Presidensial,	Multipartai	Indonesia,	Kekuasaan	Asimetris	
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an dengan dukungan Angakatan Darat 
(Jenderal Nasution). Partai politik hanya 
menjadi salah satu cabang dari golongan 
fungsional yang ada di tengah masyarakat 
seperti petani, buruh, wakil daerah, pengu-
saha, keagamaan, dan aneka kelompok 
okupasi lain. Pola yang diberlakukan Sukarno 
ini kemudian diselenggarakan dengan cara 
yang relatif lebih ketat manakala Soeharto 
menjadi presiden. Partai politik tidak bisa 
berjumlah banyak melainkan difusikan men-
jadi dua partai (PPP dan PDI) serta golongan 
fungsional (Golkar). Golkar saat Orde Baru 
tidak disebut sebagai partai politik melainkan 
golongan fungsional itu (Reeves, 2013).  

Di era Orde Baru, Indonesia menerap-
kan sistem presidensial secara ketat. 
Pemerintah saat itu membatasi partai hanya 
ada dua, dengan Golkar sebagai mesin 
pengumpul suara di setiap Pemilu yang me-
mastikan eksekutif bisa menjalankan pro-
gram-program kerjanya. Partai politik benar-
benar tidak bisa berkutik selama Orde Baru 
karena tersubordinasi oleh kekuasaan 
eksekutif. Pada satu sisi sistem politik men-
galami stabilitas tetapi di sisi lain partai poli-
tik terbatasi kesempatannya untuk memobi-
lisasi kepentingan konstituen mereka.  

Kondisi ini berubah secara drastis pasca 
transisi politik 1998. Segera muncul puluhan 
partai politik di pemilu 1999 dan bertolak 
belakang dengan masa Orde Baru, menyulit-
kan kinerja eksekutif. Eksekutif kini mengala-
mi posisi terbalik yaitu tersubordinasi oleh 
parlemen yang dikuasai partai-partai politik. 
Subordinasi ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa sistem presidensial tetap diberla-
kukan tetapi eksekutif mengalami kesulitan 
dalam melakukan eksekusi atas program-
program kerja yang telah ditetapkan karena 
kini bergantung pada persetujuan parlemen 
yang sangat multipartai (multipartai 
Ekstrem). Hal mengenai kompatibilitas sis-
tem presidensial dengan multipartai Ekstrem 
inilah yang akan dikaji di dalam artikel ini.  

Tinjauan	Literatur	

Agus Sutisna menyatakan bahwa memang 
multipartai yang menggejala di Indonesia me-
nandai tumbuhnya demokrasi di Indonesia. 
Namun, multipartai yang saat ini terjadi 
bukanlah pilihan yang bijak apabila dilihat 
dari sudut pandang pemerintahan yang stabil 
dan efektif (Sutisna, 2015). Bahwa dengan 
kondisi 10 partai di parlemen, misalnya, se-
bagai hasil Pemilu 2014, “masih merupakan 
jumlah yang terlalu besar, yang berpotensi 
melahirkan instabilitas dan inefektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan dengan sis-
tem presidensial” (Sutisna, 2015). 

Kajian lain dilakukan Moch. Nurhasim 
saat meneliti tentang Pemilu serentak 2019 
yang menurutnya justru malah memperkuat 
multipartai Ekstrem di Indonesia (Nurhasim, 
2019: 125-36). Bagi Nurhasim, Pemilu seren-
tak yang direncanakan untuk memperkuat 
sistem presidensial yaitu memperbesar suara 
partai-partai yang sudah ada di dalam parle-
men sebelum mengalami paradoks yaitu bah-
wa justru memperkuat multipartai Ekstrem. 
Nurhasim melihat pokok persoalan ini di sis-
tem Pemilu yang digunakan yaitu pro-
porsional yang malah justru menguatkan 
multipartai ekstrem tersebut. Sebab itu rek-
omendasi Nurhasim untuk menghindari mul-
tipartai Ekstrem adalah melakukan reformu-
lasi atas sistem pemilihan umum yang 
digunakan dan sifatnya  cukup teknis 
(Nurhasim, 2019: 135). 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andi 
Suwarko menyatakan secara lebih optimis 
bahwa telah terjadi pergeseran dari multipar-
tai Ekstrem di Pemilu 1999, 2004, 2009 ke 
sistem multipartai sederhana pasca Pemilu 
2004 (Suwarko, 2013: 279-97). Suwarko 
sampai pada tidak kesimpulan. Pertama, sis-
tem kepartaian pasca Orde Baru menganut 
sistem multipartai. Kedua, sistem multipartai 
Ekstrem yang melahirmkan ketiadaan partai 
mayoritas memaksa presiden terpilih mem-
bangun koalisi dengan partai lain. Ketiga, per-
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lu upaya penyederhanaan sistem kepartaian, 
melalui beberapa alternatif pendekatan yaitu 
pendekatan alamiah (by nature) maupun by 
design (Suwarko, 2013: 295-6). 

Perumusan	Masalah	

Ada sejumlah persoalan di Indonesia terkait 
dengan multipartai ekstrem yang berlaku dan 
kaitannya dengan sistem presidensial Indo-
nesia. Persoalan yang diidenti�ikasi di sini 
ada tiga. Pertama, pasca Orde Baru yaitu se-
jak 1998 hingga tahun 2020 ini jumlah parpol 
tetap relatif banyak, yaitu antara 9 hingga 10 
parpol di parlemen, kendati ambang batas 
parlemen telah dinaikkan dari 3,5 menjadi 4 
persen. Kedua, berlakunya multipartai 
ekstrem ternyata telah memiliki dampak ter-
tentu bagi efektivitas sistem presidensial. Ke-
tiga, harus ada solusi yang bisa ditawarkan ke 
depan sehubungan dengan efektivitas sistem 
presidensial dikaitkan dengan jumlah parpol 
di dalam parlemen. 

Untuk perumusan masalah yang per-
tama, bahwa sesuai konstitusinya Indonesia 
tetap menekankan diberlakukannya sistem 
presidensial dalam arti bahwa presiden men-
teri-menteri diangkat dan bertanggung jawab 
kepada presiden. Namun, pada kenyataannya 
presiden tidak bisa secara prerogatif penuh 
mengangkat para menteri sebab menteri ha-
rus diangkatnya pula dari partai politik yang 
menjadi anggota koalisinya. Ini mengingat 
partai politik yang menjadi “kandang” presi-
den tidak memiliki suara mayoritas-
signi�ikan dalam pemilu dan demikian pula 
kon�igurasinya di parlemen. Presiden sebab 
itu harus mengakomodasi partai politik ang-
gota koalisinya dengan mengangkat elit par-
tai politik tersebut untuk jabatan menteri. Ini 
tentu tidak khas pada sistem presidensial 
melainkan parlementarian. Apabila pun pres-
iden “nekad” untuk melampaui garis ako-
modasionis atas partai politik maka ia akan 
menghadapi perpecahan suara dukungan di 
parlemen dan ini tentu saja akan mengham-
bat program kerja maupun laporan-laporan 

pertanggungjawabannya kepada parlemen.  

Kondisi pada perumusan masalah per-
tama mengakibatkan yang kedua, yaitu bah-
wa multipartai Ekstrem membuat kinerja sis-
tem pemerintahan presidensial terhambat. 
Secara ideal sistem presidensial menghenda-
ki leluasanya presiden mengangkat menteri-
menteri yang loyalitasnya adalah kepada 
dirinya, bukan partai politik lain. Namun, aki-
bat multipartai Ekstrem tidak ada satu partai 
politik  pun yang mayoritas di parlemen 
terkecuali apabila berkoalisi dengan partai-
partai politik lain. Koalisi partai politik ini 
tentu saja rentang masuknya kepentingan 
lain yang tidak selaras dengan program kerja 
presiden selaku kepala eksekutif. Potensi 
gangguan kebijakan di tengah jalan sangat 
terbuka dengan multipartai Ekstrem ini. 
Presiden di Indonesia sejak 1998 memilih 
cara aman yaitu dengan memoderasi pelaksa-
naan program kerja demi stabilitas koalisi 
yang memungkinkan dirinya untuk terus 
berkuasa. Moderasi program kerja ini tentu 
saja dinyatakan sebagai inefektivitas sistem 
presidensial karena berkenaan dengan tidak 
maksimalnya pencapaian target-target ke-
bijakan yang direncanakan sebelumnya, 
bahkan akan terdistorsi dengan kepentingan 
dari para elit dan pemodal yang ada di 
belakang para partai politik yang menjadi 
anggota koalisi partai eksekutif.  

Hal ketiga yang akan dibedah oleh 
artikel ini adalah solusi yang ditawarkan un-
tuk menyikapi multipartai Ekstrem yang 
menggejala di Indonesia. Ini dengan asumsi 
bahwa konstitusi Indonesia belum lagi beru-
bah yaitu menyatakan bahwa menteri-
menteri diangkat dan bertanggung jawab 
kepada presiden, bukan parlemen. Solusi ini 
difokuskan untuk menciptakan kondisi 
dengan mana partai-partai politik bisa diku-
rangi kuantitasnya tetapi pada sisi lain 
meningkatkan kualitas dari partai politik 
yang tersisa. Partai-partai politik tentu saja 
tidak akan secara sukarela membubarkan diri 
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atau seperti di era Orde Baru difusikan oleh 
eksekutif karena kini posisi presiden sudah 
tidak sekuat dahulu. Hal yang hendak disam-
paikan adalah bahwa dalam alam demokrasi 
maka aturan main itulah yang pokok, bukan 
personalitas seseorang atau kuat-lemahnya 
suatu lembaga. Aturan main ini (misalnya un-
dang-undang) tentu dibuat secara rasional 
untuk kemaslahatan bersama.  

KAJIAN	TEORETIS	

Artikel ini akan menggunakan acuan pikir 
dari Herbert Feith dan Lance Castles 
mengenai ideologi-ideologi politik di Indone-
sia (Feith and Castles, 1970: 14). Acuan pikir 
ini digunakan dalam menganalisis bifurkasi 
partai politik di Indonesia sejak awal ke-
merdekaan dan masih bertahan hingga saat 
ini kendati dengan sejumlah modi�ikasi. Dari 
pendapat keduanya akan dibuktikan bahwa 
cukup sulit untuk membatasi jumlah partai 
politik di Indonesia apabila dibiarkan dalam 
kondisi alamiah (by nature).  

Selain itu, artikel ini akan menggunakan 
teori dealignment dan realignment partai 
politik dari Charles M. Mack (Mack, 2010: 8). 
Teori ini digunakan untuk melihat fenomena 
partai politik di Indonesia yaitu sifatnya 
cukup pragmatis karena yang terjadi dalam 
kedua proses tersebut (realignment dan dis-
alignment) sesungguhnya hanya peralihan 
core-based voter (CBV), medial voter (MV), 
dan peripheral base voter (PBV) akibat se-
makin pragmatisnya partai politik di Indone-
sia. Partai politik di Indonesia hanya banyak 
di kuantitasnya saja tetapi pada level ideolo-
gis dan program sesungguhnya relatif homo-
gen. 

METODE	PENELITIAN	

Metode penelitian yang digunakan dalam 
artikel ini adalah kualitatif yang banyak 
melakukan pengambilan data dari sumber-
sumber sekunder yang diyakini memiliki va-
liditasnya sendiri. Penulis akan mengambil 

aneka data dari hasil-hasil pemilu 1998 hing-
ga 2019 kemudian dianalisis sehubungan 
dengan perumusan masalah yang sudah 
ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan 
mempertentangkan antara apa yang sudah 
dinyatakan di dalam perumusan masalah 
dengan data-data yang diperoleh dalam se-
lang waktu penelitian tersebut.  

PEMBAHASAN	

Mengapa	Jumlah	Parpol	Tetap	Banyak	

Dalam sistem demokratis (yang liberal) di 
Indonesia saat ini ada empat elemen pokok 
yang jadi pendukung yaitu sistem pemerinta-
han, sistem perwakilan, sistem pemilihan 
umum, dan sistem kepartaian (Haris, 2014: 
5). Sistem demokratis, menurut Haris, hanya 
akan terjamin apabila keempat elemen pokok 
sistem politik seperti sudah disebutkan si-
fatnya koheren, konsisten, dan terkait satu 
sama lain (Haris, 2014: 5). Terkait dengan 
banyaknya jumlah parpol di parlemen Indo-
nesia, maka elemen pendukung sistem demo-
krasi yang tidak konsisten adalah sistem 
pemerintahan dan sistem kepartaian.   

Parpol mencerminkan bifurkasi di da-
lam masyarakat. Semakin terbelah suatu 
masyarakat, semakin parpol cenderung mem-
besar jumlahnya. Namun, pembelahan ini 
bukan lantas menjadi pembenaran jumlah 
parpol untuk terus-menerus “besar secara 
ekstrem” baik di eksekutif maupun parlemen. 
Sebab, tugas parpol adalah menyusun 
pemerintahan, dan suatu pemerintahan yang 
baik itu harus efektif dalam mengeksekusi 
aneka program kerjanya. Semakin besar 
jumlah parpol yang menyusun koalisi ekseku-
tif, makin tidak efektif suatu eksekutif 
pemerintahan akibat pertentangan kepent-
ingan di dalam tubuhnya. Sehingga dalam ka-
sus Indonesia, persoalan besar jumlah parpol 
ini bisa harus dianalisis berdasarkan alasan 
kemunculan “banyaknya” parpol tersebut di 
parlemen (dan eksekutif). Apakah benar par-
pol terus-menerus besar jumlahnya akibat 
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bifurkasi (pembelahan) alamiah di dalam 
masyarakat Indonesia, khususnya akibat sen-
timen ideologis atau aliran politik para kon-
stituen level grass-root? Ataukah besarnya 
jumlah parpol lebih dipicu oleh vested-
interest elit parpol, yang akibat egoisme 
mereka, tetap memaksakan dirinya untuk 
direpresentasikan ke dalam parpol spesi�ik 
agar ada assurance atas kepentingan 
“egoistik” mereka? Dua masalah ini akan 
artikel ini bahas terlebih dahulu baru 
kemudian kembali kepada pertanyaan pokok.  

Analisis historis eksistensi parpol di In-
donesia lebih mudah diperoleh rujukannya 
dari hasil Pemilu 1955. Pemilu yang tersebut 
sarat dengan pertentangan ideologis, dan 
sebab itu diasumsikan sebagai potret umum 
dan standar dalam mendeskripsikan bifur-
kasi masyarakat Indonesia. Lewat Pemilu 
pertama tersebut, parpol yang menjadi kon-
testan sekurangnya adalah persilangan anta-
ra Islam (santri-tradisional dan santri-
moderen), sosialisme-demokratis, nasional-
isme radikal, komunisme, tradisionalisme, 
dan Jawanisme (Feith and Castles, 1970: 14). 
Dalam Pemilu 1955, lebih dari 28 parpol ikut 
Pemilu dengan dasar UU Nomor 7 tahun 
1953 tentang Pemilihan Anggota Konstitu-
ante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
jadi pemilunya sendiri bertujuan bikameral 
(konstituante dan DPR).  

Hasil Pemilu menggambarkan hadir em-
pat parpol papan atas dengan garis ideologis 
kontras satu sama lain. Keempat parpol ini 
tidak lepas dari apa yang pada tahun 1970 
disebut oleh Feith and Castle sebagai aliran 
politik Indonesia. Rekapitulasi hasil Pemilu 
adalah PNI sebagai representasi aliran na-
sionalis-priyayi-abangan dengan 22,32% 
suara dan 57 kursi parlemen; Masyumi se-
bagai representasi Islam modernis-santri-
Muhammadiyah, kuat di luar Jawa dengan 
sedikit percampuran egalitarianisme Sosial 
Demokrasi dengan 20,92% suara dan 57 kur-
si parlemen; NU sebagai representasi Islam 
santri-tradisional-pedesaan-Nahdlatul Ulama 

yang kuat di Jawa dengan 18,41% suara dan 
45 kursi parlemen; dan PKI sebagai represen-
tasi aliran komunis-abangan yang kuat di Ja-
wa dengan 16,36% suara dan 39 kursi parle-
men (kpu-jakartatimurkota.go.id). Inilah bi-
furkasi paling kontras di tengah masyarakat 
Indonesia kala itu, sekaligus prototipe bifur-
kasi parpol di Indonesia. Keempat partai 
memiliki ideologi dan basis massa jelas, kon-
tras satu sama lain.   

Keempat partai (PNI, Masyumi, NU, dan 
PKI) secara kumulatif menguasai 198 kursi 
parlemen dari total 257 atau 77,04% suara 
parlemen. Selain keempat partai besar itu, 
terdapat parpol-parpol lain dengan suara di 
bawah 5% yaitu --- yang cukup signi�ikan --- 
adalah PSII dengan 2,89% dan 8 kursi, 
Parkindo dengan 2,66% dan 8 kursi, dan Par-
tai Katolik dengan 2,04% dan 6 kursi. Namun, 
secara persentase suara mereka setara atau 
di bawah 2,89 persen, masih jauh apabila 
dibandingkan dengan peringkat terbawah 
dari 4 besar, PKI. Parpol-parpol ‘minor’ ini 
tentu saja, secara kuantitatif tidak terlampau 
signi�ikan atau dapat diistilahkan sebagai 
gurem atau marginal, kendati tentu saja 
mereka bisa mengambil peran sebagai partai 
kartel, yang beroperasi di parlemen, dan 
menggoda 4 partai besar untuk memper-
hatikan mereka untuk membangun koalisi. 
Kuatnya aliran politik dalam Pemilu Indone-
sia lalu diredam selama Orde Baru. Pemilu 
masa masa Orde Baru ini tidak akan diulas 
dalam artikel ini, karena ada faktor dominan 
personal presiden dan militer (khususnya 
Angkatan Darat) dalam penyelenggaraan 
otoritarian negara, kendati suatu ‘kebaikan’ 
ada yaitu eksekutif yang kuat akibat adanya 
partai dominan: Golongan Karya. Esay ini 
akan langsung melompat ke deskripsi yang 
ditampakkan aneka Pemilu pasca 1998.  

Setelah Orde Baru, pola dasar Pemilu 
1955 kembali terjadi, kendati lebih moderat 
secara ideologis. Namun, Pemilu 1999 lebih 
Ekstrem multipartainya ketimbang 1955, di 
mana ada 48 parpol ikut Pemilu. Perbedaan 
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lainnya adalah, di Pemilu 1999 parpol-parpol 
dibelah oleh garis elit, bukan garis ideologis 
seperti Pemilu 1955. Di Pemilu 1999 pen-
erjemahan suara di parlemen ada diwarnai 
stembus accord (SA). Hasilnya dengan SA 
muncul 6 partai dengan kursi di atas 10 yaitu 
PDIP (154 kursi), Partai Golkar (120 kursi), 
PPP (59 kursi), PKB (51 kursi), PAN (35 kur-
si), PBB (13 kursi). Total kursi parlemen saat 
itu adalah 462 kursi, yang apabila dipersen-
tase dengan total suara keenam parpol maka 
mereka sudah menguasai 93,5 kursi parle-
men. Berbeda dengan Pemilu 1955, sistem 
multipartai Indonesia pasca Pemilu 1999 co-
raknya lebih Ekstrem.  

 Apakah hasil di dua Pemilu (1955 dan 
1999) ini mampu menyadarkan para elit par-
pol akan sulitnya pembangunan koalisi 
eksekutif dan pemerintahan yang efektif? Su-
lit untuk disebut demikian, karena di Pemilu 
2004 justru terjadi kecenderungan yang lebih 
memprihatinkan. Multipartai semakin 
Ekstrem akibat terjadi horizontalisasi 
perolehan suara parpol di parlemen. Di Pemi-
lu 2004 ada 24 kontestan parpol (turun 50% 
dari 48 kontestan di Pemilu 1999) dengan 
tujuh parpol berhasil memperoleh suara sig-
ni�ikan sehingga kursi parlemen mereka di 
atas 50 (Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Partai 
Demokrat, PKS, dan PAN yang apabila ditotal 
jumlahnya 500 kursi atau 89,29% pen-
guasaan kursi parlemen (saat itu kursi total 
adalah 560). Partai yang ‘belasan persen’ ada-
lah PBB, PBR, dan PDS, yang masing-masing 
hanya memperoleh 11, 14, dan 13 kursi. 
Mungkin saja ketiga partai ini dapat bertin-
dak sebagai teaser (penggoda) untuk mem-
bentuk koalisi eksekutif dan parlemen. Mung-
kin PBB bisa dekat dengan PKS, PDS bisa dek-
at dengan PDIP, dan PBR sebagai pecahan 
PPP bisa lebih dekat dengan PKB ataupun 
PAN (juga PKS, tentunya). Pasca Pemilu 2004, 
PDIP dan Gerindra mengambil posisi oposisi, 
sementara sisa partai ‘besar’ lain membangun 
koalisi yang tidak efektif. Mengapa tidak efek-
tif? Itu akibat muncul fenomena ‘koalisi da-

lam koalisi.’ Golkar sebagai pemenang Pemilu 
2004 hanya berposisi eksekutif wakil presi-
den, sehingga mereka berupaya memegang 
kendali pemerintahan yang dijalankan SBY 
(dari Demokrat) lewat �igur Yusuf Kalla. 
Kontroversi terjadi di dalam koalisi karena 
presiden dan wakil presiden “berebut” untuk 
memimpin koalisi eksekutif dalam banguan 
koalisi besar mereka. Perlu pula diketahui 
bahwa SBY sendiri dahulunya adalah elit Gol-
kar, tetapi karena adanya Paradigma Baru 
TNI, maka militer memutuskan keluar dari 
Golkar. Sebab itu, kon�lik antara SBY dan 
Kalla bukan kon�lik ideologis (tidak ada beda 
karakter Golkar dan Demokrat) melainkan 
kepentingan elit.  

 Horizontalisasi suara parpol Pemilu 
2004 tidak menyurut dan malah cenderung 
menguat di Pemilu 2009 di mana kini bahkan 
terdapat 9 parpol dengan suara relatif signi�-
ikan (Pemilu 2004 hanya 7) yaitu Partai Dem-
okrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, 
PKB, Gerindra, dan Hanura. Kursi total parle-
men di Pemilu ini adalah 560 dan penguasaan 
ke-9 parpol tersebut adalah 549 kursi atau 
98%. Inilah nyatanya kecenderungan multi-
partai Ekstrem dengan 9 parpol dengan suara 
yang semakin relatif horizontal. Koalisi 
eksekutif niscaya akan semakin tambun dan 
bergerak kurang sigap dalam mengeksekusi 
program kerja yang dikampanyekan tanpa 
suatu parpol punya kemampuan direktif yang 
kuat. Setiap parpol punya kemampuan direk-
tif potensial dalam koalisi rapuh ini.    

Diketahui bahwa pasca Pemilu ini 
(2009), PDIP dan Gerindra mengambil posisi 
di luar eksekutif, sementara 7 partai lain 
bergabung dengan Demokrat sehingga partai 
pemerintah total memiliki kursi 430 atau 
76,79% suara di parlemen. Demokrat sendiri, 
belajar dari rivalitas yang dihasilkan Pemilu 
2004 memilih mengamankan pijakan ekseku-
tif mereka dengan memilih Budiono, non par-
pol, sebagai wakil SBY. Namun, apakah 
eksekutif bisa berjalan efektif? Jawabannya 
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adalah tidak, karena tetap saja koalisi yang 
terbangun bukan koalisi ideologis melainkan 
koalisi kepentingan elit parpol: Tidak ada 
perbedaan teknis-program kerja-ideologis di 
mayoritas parpol anggota koalisi. Salah satu 
bukti adalah penentangan PKS setelah presi-
den (SBY) memutuskan kenaikan harga BBM. 
Juga di periode ini, KPK yang banyak 
mendapat sokongan politis dari SBY, me-
nyiduk Presiden PKS (LHI) atas kasus Daging 
Sapi. Koalisi 2009 yang seharusnya efektif 
karena presiden menang 1 putaran dan par-
tainya menguasai 20,81% suara parlemen 
pun tidak bisa berbuat banyak karena ia rent-
an pertentangan dari anggota koalisi. Jika 
Golkar mampu melakukan lobi efektif kepada 
PKS, PAN, PKB, ataupun PPP maka bisa dipas-
tikan kabinet presidensial SBY akan limbung. 
Juga di periode ini, Golkar yang notabene par-
tai koalisi Demokrat, begitu rajinnya mengu-
rus Pansus Bank Century akibat bailout yang 
dilakukan pemerintahan SBY tahun 2008. 
Tohokan dari anggota koalisi ini anomali 
memprihatinkan yang menambah beban 
efektivitas koalisi multipartai ekstrem Indo-
nesia (ini bukan atas dasar kasus bailout per 
se-nya).   

Pemilu 2014 ditandai dengan men-
guatnya �igur politik ketimbang menguatnya 
kualitas parpol. Prof. Syamsudin Haris 
mendeskripsikan kecenderungan ini sudah 
menguat sekurangnya sejak 2005, di mana 
dari 158 Pemilu Lokal, hanya 37,7% 
pemenang yang diusung oleh parpol, selebi-
hnya (tepatnya: mayoritas) dipengaruhi �igur 
atau ketokohan kandidat (Haris, 2013: 35). 
Masyarakat melihat �igur politik individual 
lebih konsisten untuk kerja secara “ideologis” 
ketimbang parpol: Parpol malah justru men-
jadi penumpang �igur.  

Secara hasil, Pemilu 2014 juga lebih ku-
rang menjanjikan karena multipartai ekstrem 
justru lebih menguat dengan 10 parpol yang 
masuk parlemen. Suara mereka bahkan lebih 
horizontal ketimbang Pemilu 2009. Kursi to-

tal parlemen adalah 560 
(databoks.katadata.co.id, 2018). Di Pemilu ini, 
PDIP (sebagai pemenang) hanya menguasai 
109 kursi, disusul berturut-turut Golkar (91), 
Gerindra (73), Demokrat (61), PAN (49), PKB 
(47), PKS (40), PPP (39), Nasdem (35) dan 
Hanura (16). Koalisi eksekutif kekuatannya 
relatif pas-pasan yaitu 53,21% kursi parle-
men yang tersusun atas PDIP, Nasdem, Hanu-
ra, Golkar, dan PKB. Dua partai lain yaitu PPP 
dan PAN terpecah basis dukungannya saat 
mendukung koalisi pemerintah, PKS dan 
Gerindra mengambil sikap oposisi, sementara 
Demokrat posisinya ke mana angin 
berhembus. Eksekutif pasca 2014 makin ber-
gantung pada koalisi minimal sehingga 
“prerogatif” presidensial harus terbagi antara 
kementerian yang ia ingin 
‘prerogativisasi’ (misalnya kementerian infra-
struktur, pertanian, kelautan) dan melepas 
lainnya untuk merekat kohesi koalisi. Sebera-
papun kuat �igur politik presiden, tetap saja 
ia rentan atas keretakan kohesi dalam 
koalisinya, yang dalam hal ini paling mungkin 
dimotori oleh Golkar, sama seperti periode 
SBY yang pertama 2004-2009. Joko Widodo 
harus berbagi peran eksekutif dengan Jusuf 
Kalla, dan itu realistis.    

Bagaimana dengan Pemilu 2019? Kem-
bali tidak ada kemajuan signi�ikan terkait 
multipartai ekstrem, hanya berkurang 1 saja, 
yaitu 9 parpol masuk parlemen di Pemilu 
2019 dari 10 di Pemilu 2014 
(databoks.katadata.go.id, 2019). Sedikit hara-
pan muncul karena tidak ada parpol baru di 
parlemen pusat (malah berkurang 1 karena 
Hanura tidak masuk). Jumlah kursi kese-
luruhan parlemen naik menjadi 575 akibat 
ada penambahan dapil baru di Kaltara 
(provinsi baru) dan di dua provinsi lama 
(Kalbar dan NTB). Secara berturut-turut 
perolehan kursi parlemen adalah PDIP 
(pemenang Pemilu) dengan 128 kursi, Golkar 
85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, 
PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kur-
si, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Koalisi 
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eksekutif didukung oleh PDIP, Golkar, 
Nasdem, PKB, dan PPP dengan total 349 kursi 
atau 60,7% suara. Namun, di periode kedua 
ini, eksekutif bertindak out of the box dengan 
mana pimpinan oposisi 2014-2019 yaitu 
Gerindra diberikan kursi dalam kabinet 
(Prabowo di Menhan, Edhie Prabowo meng-
gantikan Susi Pudjiastuti). Langkah ini diam-
bil sebagai antisipasi eksekutif atas retaknya 
kohesi koalisi, selain kohesi politik nasional. 
Efektivitas pemerintahan mungkin masih ter-
lalu dini untuk dinilai, kendati sejumlah per-
soalan muncul akibat masuknya Prabowo ke 
dalam kabinet yang punya cukup banyak se-
teru politik di elit parpol yang secara tradi-
sional membangun eksekutif Joko Widodo 
dan relawan Joko Widodo yang relatif kurang 
like atas kehadiran Prabowo di kabinet.   

Dari narasi pemilu ke pemilu ini kita 
dapat membangun sedikit gambaran dan 
sejumlah spekulasi. Jika patokan kita adalah 
Pemilu 1955, di mana 4 partai besar (dan 1 
partai potensial penyusun kabinet, yaitu 
PSII), maka aneka Pemilu pasca Orde Baru 
sesungguhnya masih memiliki harapan untuk 
menciptakan multipartai moderat, bukan 
multipartai ekstrem. Kecenderungan ini apa-
bila tesis-tesis Feith and Castles serta Clifford 
Gertz validitasnya untuk derajat tertentu 
masih bisa dijadikan rujukan.  

Secara garis ideologis, konstituen yang 
dekat  dengan garis ‘lama’ ideologi PNI dan 
massa PKI bisa dijelmakan ke dalam PDIP 
dan sejumlah parpol nasionalis. Spekulasi ini 
bukan menyatakan bahwa PDIP atau parpol 
lain tersebut komunis, melainkan kalangan 
abangan yang besar jumlahnya di tubuh PKI 
dulu (mereka ini bukan komunis-ideologis 
atau bisa kita sebut sekadar ‘komunis-KTP’) 
punya pilihan yang lebih rasional di era dem-
okrasi liberal. Masyumi apabila ditarik ke 
garis ideologis saat ini bisa menyebar di PKS, 
PAN, sebagian massa PPP (di mana massa 
PSII secara tradisi pun dekat dengan Islam 
santri Masyumi), dan sebagian massa Gerin-

dra yang agak nasionalis-kanan. Golkar, seba-
gian juga mengandung karakter PNI, karena 
sudah besar dalam waktu lama, sekadar 
‘terpecah akibat kon�lik elit’ sehingga beru-
jung pada munculnya Demokrat, sebagian 
konstituen Gerindra, Nasdem, dan Hanura 
(sebelum tersingkir parliament threshold 
2019). Sementara NU di 1955 sulit dipungkiri 
mengejawantah di tubuh PKB, juga menyebar 
di PPP maupun partai-partai nasionalis.  

Garis ideologis 4 parpol besar 1955, 
kendati telah mengalami moderasi, 
sesungguhnya relatif masih termanifestasi 
sistem multipartai Ekstrem pasca Orde Baru. 
Namun, garis ideologis ini lalu tersamar atau 
terkacaukan oleh oligarki elit di masing-
masing parpol menengah besar saat ini. 
Artikel ini secara subyektif menyatakan bah-
wa tidak ada beda signi�ikan antara garis ide-
ologis Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, 
sebagian PDIP, dan sebagian PAN. Sayangnya 
justru PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, Demo-
krat, dan PAN masih memiliki suara signi�-
ikan dan relatif horizontal. Kon�lik di dalam 
tubuh koalisi eksekutif bisa dipastikan seka-
dar dipicu kon�lik kepentingan elit parpol dan 
bukan kon�lik ideologis-massa-aliran yang 
berpihak kepada konstituen. Kon�lik koalisi 
saat ini (tahun 2020) yang apabila dikatakan 
terjadi, adalah kon�lik Megawati vs. Surya 
Paloh vs. Muhaimin Iskandar vs. pengusaha 
kuat di tubuh Golkar, dan vs. (bisa jadi) 
Prabowo. Kon�lik semacam ini sifatnya sem-
pit tetapi berefek luas, yaitu inefektivitas sis-
tem presidensial Indonesia.  

Inilah jawaban atas mengapa jumlah 
parpol tetap banyak di parlemen, sejak 1999 
hingga 2019 akibat kuatnya personalitas elit 
di setiap parpol. Elit yang punya kapital besar 
seperti Demokrat (kapitalnya �igur SBY dan 
donatur-donaturnya), Gerindra (kapitalnya 
�igur Prabowo dan donatur-donaturnya), 
Nasdem (kapitalnya �igur Surya Paloh dan 
rekanan bisnisnya), PAN (ini partai modern 
tetapi kini terjebak dalam ‘feodalisme’ Amien 
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Rais), dan untuk derajat tertentu PDIP karena 
masih kuatnya �igur Megawati (dan para pen-
gusaha pemodalnya), Golkar yang untuk de-
rajat tertentu adalah pertarungan kapital an-
tara Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan aneka 
pemodal kuat lainnya. Hal inilah, ketergan-
tungan pada elit, yang membuat parpol Indo-
nesia selalu tidak bisa mandiri dalam mem-
buat keputusan, baik merger ataupun 
berkoalisi sesuai garis ideologis masing-
masing (kendati garis ideologis ini, dalam arti 
Core Base Voter atau CBV) tetap absurd. Ini 
pula yang disebutk Charles M. Mack sebagai 
fenomena disalignment dan realignment di 
tubuh parpol, dan ini juga terjadi dalam sis-
tem multipartai Ekstrem kita dari pemilu ke 
pemilu.  

Fenomena disalignment adalah di mana 
”a	 severe	 loss	 of	 support	 for	 a	major	 political	
party	among	its	Core	Base	Voters	(Mack, 2010: 
8).” Sementara itu fenomena realignment	
adalah “a	substantial,	persistent,	and	pervasive	
transfer	of	support	among	Medial	Voters	from	
one	major	party	to	another” (Mack, 2010: 8). 
Inilah narasi besar, selain kepentingan elit, 
yang memicu multipartai ekstrem Indonesia. 
Ini pula narasi yang memicu horizontalisasi 
perolehan suara parpol. Dalam disaligntment 
setiap partai hakikatnya sangat sedikit Core 
Base Voters (CBV)nya. Eksistensi CBV ini 
hakikatnya yang membuat suatu partai eksis 
dan relatif stabil karena konstituen lebih 
memilih partai ketimbang ‘siapapun’ calon 
legislatif bahkan eksekutif yang mereka 
usung. PKS, Golkar, PDIP, PKB, dan PAN ada-
lah sejumlah parpol yang secara subyektif 
artikel ini nilai mampu memelihara CBV-nya, 
kendati masing-masing berbeda metode da-
lam kaderisasi.  

Boleh saja partai memiliki CBV, tetapi 
yang menjadi persoalan adalah bagaimana 
political treatment dan political education 
yang dilakukan parpol-parpol tersebut atas 
CBV-nya. Masih teringat oleh kita bersama 
tatkala Pemilu 1999 PDIP memperoleh 30%

an suara lalu di Pemilu 2004 terjun bebas. 
CBV PDIP bukan 30%an pemilih di 1999, pas-
ti jauh lebih kecil dari itu. Juga, bagaimana 
Demokrat yang mendapat 20,85% suara dan 
150 kursi di Pemilu 2009 kemudian mengala-
mi terjun bebas serupa PDIP di 2004? Tern-
yata kekuatan CBV kedua partai tersebut tid-
ak menggembirakan: Demokrat lebih parah 
CBVnya ketimbang PDIP. Lalu, bagaimana 
Nasdem, yang baru mengikuti Pemilu 2014 
langsung melejit jadi partai menengah pa-
dahal ia adalah parpol baru dan tidak jelas 
CBV-nya? Satu hal yang pasti, Nasdem masih 
diragukan apakah ia memiliki CBV yang sig-
ni�ikan atau tidak. Inilah persoalan utama 
parpol Indonesia, tidak punya CBV yang kuat 
dan disiplin akibat tidak jelasnya apa yang 
parpol mereka lakukan untuk para anggota 
dan konstituen mereka setelah elitnya 
berkuasa di parlemen dan mengendorse 
eksekutif agar mengeluarkan kebijakan yang 
menguntungkan mereka (para CBV ini).  

Sebab itu, fenomena yang terjadi adalah 
fenomena pragmatis yaitu kuatnya tarik-
menarik antar parpol atas Medial	Voter	(MV). 
MV adalah konstituen subyek potensial untuk 
ditarik kandidat suatu parpol karena para MV 
ini bukan CBV. Artikel ini berkeyakinan bah-
wa banyak terjadi peralihan MV di antara 
PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, Nasdem jika 
melihat komposisi suara mereka di setiap 
pemilu. Fenomena MV ini juga terlihat dari 
begitu giatnya partai-partai politik merekrut 
para selebriti untuk menjadi calon legislatif 
mereka dan marak sejak pemilu 2004 seperti 
telah diteliti oleh Firdaus Syam, Sahruddin, 
dan Ajeng Rizki Rahmanillah (Syam, et.al., IJJI: 
104-24). Dalam studi tersebut tampak ham-
pir semua partai politik terkecuali PKS 
mengundang para selebriti untuk maju se-
bagai anggota legislatif dari partai masing-
masing. 

Kembali ke permasalahan, yaitu bahwa 
MV inilah yang membuat perolehan suara 
parpol nasionalis cenderung horizontal aki-
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bat kesalahan setiap parpol dalam mem-
bangun disiplin di dalam partai mereka, yaitu 
disiplin atas program kerja, ideologi ketat, 
tujuan terukur, sehingga mereka sekadar me-
melihara konstituen berkarakter MV, bukan 
CBV, atau mentransformasi MV yang sudah 
rela memilih mereka menjadi CBV. Selain MV 
dan CBV juga terdapat tipikal konstituen lain 
yang dinamakan Peripheral	Base	Voter	(PBV) 
yang karakternya mirip dengan CBV tetapi 
lebih kritis untuk segera pindah ke partai lain 
yang ‘seideologi’ dengan mereka saat partai 
yang mereka pilih selama ini mengabaikan 
harapannya. Ini bisa dicontohkan dengan 
berkurangnya suara PKS di Pileg 2014 ketim-
bang 2009 akibat adanya kon�lik kubu 
“keadilan” versus “sejahtera” di dalam 
tubuhnya. Namun, di Pemilu 2019, PBV PKS 
ini kembali menjadi konstituen partai terse-
but, yang mungkin akibat selesainya kon�lik 
atau ‘terimbas’ �igur Prabowo. Juga, berku-
rangnya secara signi�ikan konstituen PPP 
dapat menjadi indikasi pindahnya PBV mere-
ka ke PKS, PAN, ataupun bahkan Gerindra 
akibat mereka kontra atas �igur capres yang 
diusung PPP. Berbeda dengan MV, PBV hanya 
berpindah dalam garis ideologis parpol yang 
cenderung paralel.   

Namun, signi�ikansi PBV terhadap hori-
zontalisasi suara parpol yang kemudian 
memicu multipartai Ekstrem tidak sekuat MV 
karena jumlah PBV ini relatif lebih sedikit 
ketimbang MV. Namun, potensi PBV menjadi 
CBV lebih besar ketimbang MV apabila parpol 
yang dihinggapi bisa memuaskan dan men-
transformasi diri mereka menjadi CBV. Dam-
pak positif ini adalah suatu parpol relatif bisa 
stabil suaranya dari Pemilu ke Pemilu. Pem-
ilih PAN, PPP, dan PKB yang kecewa dapat 
saja pindah ke PKS tetapi tidak ke partai-
partai nasionalis karena mereka para PBV ini 
kisaran ideologisnya adalah Islam. Demikian 
pula PBV di tubuh PDIP, Gerindra, Nasdem, 
Hanura, dan Golkar, hanya akan berpindah ke 
satu sama lain, tetapi tidak ke PKS, PAN, PKB, 
dan PPP karena identi�ikasi mereka adalah 

Nasionalis. 

Selain masalah karakter konstituen 
(CBV, MV, dan PBV) persoalan banyaknya 
parpol juga dipicu celah mudah pembentukan 
partai politik sebelum revisi UU Partai Politik 
2011. Memang ada beberapa perbaikan posi-
tif untuk membatasi jumlah parpol dari UU 
No. 2 tahun 2008 yang direvisi UU No. 2 ta-
hun 2011 (lihat UU No. 2/2008 & No. 
2/2011). Misalnya syarat kepengurusan di 
UU No.2/2008 dari 60% jumlah provinsi, 
50% kabupaten/kota di provinsi tersebut, 
dan 25% di kecamatan dalam kabupaten/
kota menjadi 100% kepengurusan di provin-
si, 75% kepengurusan di kabupaten/kota se-
tiap provinsi, dan 50% jumlah kecamatan di 
kabupaten/kota tersebut dalam UU 
No.2/2008. Syarat ini cukup berat sehingga 
hanya parpol baru dengan dana ‘super kuat’ 
dari pemodal yang ‘super kuat’ saja yang bisa 
mendirikan parpol untuk mereka 
‘kendalikan.’ Pesaing para pemodal ini hanya-
lah parpol yang lahir gerakan sosial solid, 
militan, dan bermassa kelas menengah besar.  

Akibat pengetatan syarat kepengurusan 
parpol di UU No. 2/2011 maka di Pemilu 
2014 hanya 1 parpol baru bisa ikut Pemilu 
yaitu Nasdem dengan kekuatan modal (joint-
venture) sejumlah pengusaha di lingkaran 
Surya Paloh. Ini pun  setelah gerilya gerakan 
sosial “Restorasi Indonesia versi Surya Paloh”  
berlangsung selama periode 2004 – 2009. An-
tiklimaks semu UU No.2/2011, kalau bisa 
disebut demikian, terjadi di Pemilu 2019, di 
mana malah muncul 4 parpol baru yaitu Per-
indo, PSI, Berkarya, dan Garuda 
(nasional.tempo.co, 2006). Keempat parpol 
ini rata-rata muncul akibat adanya pemodal 
kuat di belakang mereka. Namun, tidak satu-
pun dari ke-4 parpol masuk parlemen pasca 
Pemilu 2019. Andaikan mereka masuk parle-
men maka karakternya tidak akan jauh ber-
beda dengan Demokrat, Nasdem, Gerindra, 
dan Golkar yaitu catch-all (kecuali mungkin 
PSI). Multipartasi ekstrem akan jauh lebih 
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ekstrem lagi. Sekali lagi ini menjadi bukti 
bahwa penguasaan kapital adalah pendorong 
munculnya multipartai Ekstrem seperti akan 
dijelaskan di dalam paragraf berikut. 

Perindo adalah partai yang kekuatan 
�inansialnya berasal dari MNC Group yang 
dipimpin Hari Tanoesoedibjo yang mencoba 
peruntungan dengan melakukan gerilya 
gerakan sosial seperti Nasdem di antara Pem-
ilu 2014 ke 2019. Selain itu, parpol ini ber-
taruh dengan melakukan bandwagoning atas 
�igur Joko Widodo. Namun, tetap saja parpol 
ini gagal masuk DPR-RI karena terlampau 
“pede” saat hanya menekankan kekuatannya 
hanya pada uang dan media massa. CBV Per-
indo adalah absurd karena sekadar berharap 
merebut MV ambigu dari parpol lain yang 
lengah, khususnya dari Gerindra, Hanura, 
Nasdem, Golkar, dan PDIP, khususnya ka-
langan nasionalis-abangan. PSI agak berbeda 
dengan Perindo yaitu mengandalkan 
kekuatan jurnalis, intelektual muda sekuler, 
dan kelas menengah perkotaan dengan ling-
karan donaturnya tidak sehebat Perindo. Ber-
beda dari Perindo, PSI ini sesungguhnya pu-
nya potensi CBV yang besar mengingat seba-
gian pendirinya berhasil mendidik relawan 
‘ideologis’ dan identik dengan gerakan kaum 
muda urban-milenial-sekuler. Partai ini 
mungkin mengambil ceruk MV dari generasi 
muda di PDIP, PAN, sebagian Golkar, Nasdem, 
dan Gerindra. Partai Berkarya adalah partai 
dropshipper anasir Orde Baru, dengan 
kekuatan utamanya ada pada gurita bisnis 
Hutomo Mandalaputra (Tommy). Berkarya 
mencontoh PDIP dengan menghembuskan 
sentimen sentripetal: Kembali ke ajaran-
ajaran Soeharto. Bisa saja partai ini memiliki 
CBV, tetapi melihat tipikal penggeraknya 
yang konservatif dan banyak generasi tua, 
maka Berkarya tidak sesukses PSI. Massa par-
tai ini pun paling banter akan mengambil ce-
ruk dari Golkar, sebagian PDIP yang kecewa 
dengan Joko Widodo, sebagian Gerindra, dan 
eks Hanura. Partai Garuda adalah konservatif
-nasionalis-kanan, lawan dari PSI dan kerap 

disebut sebagai ‘sayap’ Gerindra. Massa po-
tensial mereka pun dapat berasal dari elemen 
kecewa dari PPP, Gerindra, dan kalangan 
yang agak lebih ‘kanan’ di Golkar dan PAN.  

 Kemudian, baik UU No. 2/2008 dan re-
visinya (No. 2/2011) sudah cukup baik dalam 
menyatakan bahwa parpol harus punya 
akuntabilitas publik. Persoalannya, sejauh 
mana akuntabilitas publik tersebut diatur 
lebih lanjut sehingga secara teknis dapat 
diimplementasikan. Aturan teknis tersebut 
sedapat mungkin menjawab aneka persoalan 
ini: Apa alat akuntabilitas dan bagaimana im-
plementasi praktisnya? Pasal 39 ayat 1 
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan 
parpol harus akuntabel, dan ayat 2 menya-
takan parpol harus diaudit akuntan publik 
dan diumumkan setiap 1 tahun (ini pemak-
naan artikel ini untuk kata ‘periodik’). Na-
mun, di mana ruang publik Indonesia yang 
pajak mereka (sebagai salah satu komponen 
APBN) dialokasikan ke parpol, mengobserva-
si akuntabilitas keuangan parpol? Bagaimana 
bentuk laporan realisasi anggaran, laporan 
neraca, dan laporan arus kas parpol bisa di-
pelajari? Lewat melalui media apa? Apakah 
hanya dipajang di kantor pusat parpol, di da-
lam lea�let di kantor pusat parpol, aneka 
spanduk di lokasi strategis, atau media massa 
nasional? Juga, apabila harus dipampang di 
media massa, maka media massa dengan kat-
egori seperti apa laporan keuangan parpol A, 
parpol B, atau C dimuat di setiap akhir tahun 
anggaran? Ini mengingat banyak elit parpol 
yang menguasai media massa nasional. Lalu, 
seperti apa akuntan publik di UU No. 2/2011 
yang valid untuk melakukan audit keuangan 
parpol dan siapa yang menunjuknya? Apakah 
negara lewat KPU, DKPP, BPK, ataukah parpol 
sendiri?  

Tentu saja apabila penentuan akuntan 
publik ditentukan sendiri oleh parpol, akunt-
abilitas tersebut akan sekadar main-main dan 
formal saja. Padahal, apabila UU di pasal ini 
(39 ayat 1) dilaksanakan secara konsekuen, 
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dengan asumsi bahwa parpol adalah lembaga 
publik (menerima dana APBN), maka sesuai 
pasal 35 UU No. 2/2011 ayat 1 (b) dan (c) 
akan terlihat siapa sesungguhnya pendana 
parpol. Audit independen akan menjawab 
siapa saja perseorangan bukan anggota par-
pol yang ‘seharusnya’ paling banyak me-
nyumbang 1 milyar/tahun anggaran dan pe-
rusahaan/badan usaha mana saja yang 
‘seharusnya’ menyumbang maksimal 7,5 mi-
lyar/tahun anggaran. Ketika penyandang da-
na parpol diungkap ke publik parpol akan 
mulai hati-hati dalam bergantung pada spon-
sor dan beralih pada kader militannya (para 
CBV mereka) dan negara (parpol adalah or-
ganisasi publik). Lebih jauh lagi, dana negara 
yang dikucurkan ke setiap parpol harus 
dirancang cukup signi�ikan sehingga dapat 
menutupi pengeluaran subsisten parpol, teta-
pi hanya dapat dikucurkan sejauh syarat 
akuntabilitas keuangan valid terlebih dahulu.  

Akuntabilitas dana parpol ini juga 
berimbas pada konstituen. Konstituen akan 
bisa menakar seperti apa karakter suatu par-
pol berdasar karakteristik donaturnya: Dari 
perusahaan apa, dari individu seperti apa, 
dan jangan-jangan, dari dana asing lewat tan-
gan ketiga. Dari sini artikel ini secara subyek-
tif meyakini, akan ada perpindahan besar-
besaran pemilih PBV dari satu parpol ke par-
pol lain (CBV pun bukan mustahil terusik loy-
alitasnya). Juga, akuntabilitas keuangan par-
pol yang diaudit oleh auditor independen 
(asumsinya demikian) akan membongkar 
siapa pemodal ‘luar biasa’ yang menyetir par-
pol yang kini bercokol di DPR-RI pasca Pemi-
lu 2019. Artikel ini tidak dapat memba-
yangkan apabila hal seperti ini terjadi di 9 
parpol yang kini bercokol di parlemen Re-
publik Indonesia: Fusi atau merger parpol 
secara alamiah bukan mustahil akan terjadi.   

Sebagai penutup sub pembahasan men-
gapa Jumlah parpol tetap banyak, maka jawa-
bannya ada dua. Pertama, bifurkasi masyara-
kat Indonesia tidaklah tercermin dalam par-

pol karena yang tampak adalah bifurkasi elit 
parpol (dan penyandang dananya). Elit poli-
tik selalu akan punya vested-interest di setiap 
parpol dan ini mengaburkan kepentingan 
konstituen yang sifatnya ideologis ---contoh: 
pengusaha UMKM, santri pedesaan, santri 
perkotaan, kaum muda idealis, kelas menen-
gah sekuler, kelas menengah relijius, petani, 
buruh, ojeg online, guru, rakyat miskin kota 
dan desa. Elit-elit pragmatis tidak akan 
pernah serius mengakomodasi kepentingan 
konstituen dari aneka segmentasi tersebut. 
Mereka yang berpotensi sebagai CBV hanya 
jadi bulan-bulanan aneka parpol yang 
menganggap kepentingan aneka segmen 
masyarakat khusus ini sekadar MV. Ujungnya 
adalah karena selalu terjadi peralihan MV, 
tanpa CBV yang stabil, suara parpol terus 
akan horizontal. Apalagi selain PKS, PKB, PPP, 
dan Golkar, papol-parpol seperti Gerindra, 
PDIP, Nasdem, Demokrat, dan PAN punya po-
tensi dibayangi dinasti politik.  

Kedua, kendati syarat parpol di UU 
No.2/2011 cukup ‘berat’ tetapi pemodal 
‘super kuat’ tetap bisa mendirikan parpol ba-
ru selama tidak ada rincian aturan teknis-
terukur yang mampu memaksa parpol mem-
beberkan akuntabilitas kekuangannya secara 
fair dan transparan. Tanpa akuntabilitas ini, 
tidak hanya parpol baru yang hendak perun-
tungan dalam Pileg, aneka parpol yang kini 
ada di parlemen pun tetap berperilaku ‘lepas’ 
dari konstituen dan negara karena pembiaya 
mereka bukan konstituen dan negara melain-
kan sponsor. Lebih jauh lagi, sponsor ini un-
detected bahkan untouchable. Inilah dua 
sebab utama mengapa parpol di Indonesia 
terus bertahan di posisi multipartai Ekstrem. 
John Rawls, �ilosof politik kontemporer yang 
percaya pada demokrasi liberal saja prihatin 
dengan pendana parpol. Bagi Rawls salah sa-
tu solusi parpol bisa bertanggung jawab 
kepada publik adalah hentikan ketergan-
tungan pendanaan parpol dari pemodal, buat 
ia bergantung pada anggaran negara agar 
akuntabilitas publiknya tercipta.  
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Dampak	 Berlakunya	 Sistem	 Multipartai	
Ekstrem	bagi	Efektivitas	Sistem	Presiden-
sial		

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa 
dalam sistem demokratis harus ada kon-
sistensi dan koherensi antara sistem 
pemerintahan dan sistem kepartaian (Haris, 
2010: 35). Jika tidak ada maka sistem politik 
tidak bisa berjalan efektif. Juga, menurut kon-
stitusi (UUD 1945), kendati tidak disebut 
secara har�iah ‘presidensial’, Pasal 1 ayat (1) 
jelas menyebutkan bahwa presiden me-
megang kekuasaan pemerintahan dan men-
teri-menteri, sementara menurut pasal 17 
ayat (2) menteri diangkat dan diberhentikan 
oleh presiden. Pertanyaannya adalah apakah 
mungkin dalam kondisi multipartai ekstrem 
garis eksekutif akan simetris dalam 
melakukan eksekusi program kerjanya? Ja-
waban obyektifnya adalah tidak, dan malah 
persoalan ini jauh lebih rumit manakala kita 
masuk ke persoalan hubungan presiden 
dengan eksekutif daerah. Sejumlah dampak 
berlakunya sistem multipartai ekstrem bagi 
efektivitas sistem presidensial adalah sebagai 
berikut.   

Pertama, di lini pusat yaitu bagaimana 
eksekutif (presiden) membangun koalisi. 
Presiden dan partai asalnya tidak akan 
pernah punya kekuatan directing maksimal 
koalisi akibat komposisi suara dalam koalisi 
sifatnya horizontal. Padahal kemampuan di-
recting dalam mengeksekusi sebuah program 
kerja sangat penting. Program kerja seorang 
presiden itu komprehensif: Ia harus tereja-
wantah di seluruh kementerian yang ia 
bangun kabinetnya.  

Tidak maksimalnya kemampuan direct-
ing ini mudah sekali jawabannya: Apapun 
parpol asal presiden selama Pemilu pasca 
Orde Baru tidak pernah 50+1. Akibatnya, 
siapapun presiden Indonesia harus mem-
praktekkan politik akomodasionis yang win-
win	 solution dengan kepentingan parpol 
koalisinya. Jika dibandingkan era Orde Baru, 

maka posisi eksekutif pasca 1998 selalu 
‘limbung.’ Partai koalisi selalu menuntut jatah 
kementerian dan ini adalah hal tidak terelak-
kan dalam sebuah pemerintahan yang 
terbangun atas koalisi horizontal. Kekuatan 
setiap parpol di tubuh koalisi selalu relatif 
sama kuat dengan parpol asal presiden mau-
pun pemenang pilpres. SBY sudah membuk-
tikan kendati Demokrat dapat 20%an suara 
di Pileg 2009 dan eksekutif (dalam arti presi-
den dan wapres) itu sungguhan satu paket 
(SBY-Boediono), tetap saja presiden 
menghadapi tentangan internal dari dalam 
koalisinya sendiri akibat isu dan kepentingan 
antar elit koalisi yang kerap berbenturan. 
Pansus Century di era SBY II ada bukti nyata 
anomali koalisi Indonesia. Juga, sepopulis 
apapun Joko Widodo di 2014 dan 2019, da-
lam arti ia berupaya mem-bypass ‘stagnasi 
oligarki parpol koalisi eksekutif dengan 
upaya langsungnya mendekati rakyat, tetap 
saja ia rentan dijegal oleh anggota koalisi apa-
bila apa yang ia programkan melanggar 
kepentingan elit parpol koalisi atau pemodal 
mereka. Dalam politik multipartai ekstrem ini 
adalah hal lumrah tetapi tidak sehat.  

Dalam logika sistem pemerintahan pres-
idensial, pihak yang akan ditagih janji kampa-
nye bukan anggota parpol-parpol pembangun 
koalisi melainkan presiden. Presiden dipilih 
langsung rakyat setelah menawarkan se-
rangkaian janji kampanye, dan janji inilah 
yang akan dievaluasi rakyat pemilih. Jika ter-
jadi kegagalan pencapaian program kerja, 
aneka parpol koalisi dengan mudah akan ber-
kelit, bahwa kegagalan program kerja kabinet 
adalah kesalahan presiden, sebab eksekuti-
�lah pemimpin kabinet, bukan parpol. Ini ada-
lah hal yang tidak sehat karena secara ter-
buka membohongi konstituen presiden da-
lam Pilpres: Bahwa konstituen tahu posisi 
presiden ---sebenarnya siapapun, bukan han-
ya Joko Widodo dalam era Demokrasi Liberal 
pasca 1998--- selalu gamang akibat terancam 
potensi penarikan dukungan dari elit parpol 
koalisi di kabinet eksekutif.  
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Semakin besar kebutuhan eksekutif 
menjalin koalisi dengan semakin banyak par-
pol, pemerintahan akan semakin inefektif. 
Dalam konteks ini eksekutif bukan hanya ber-
pikir semata stabilitas pemerintahan, melain-
kan sejauh mana program kerja yang dikam-
panyekan mewujud di kenyataan. Sejak 1999 
hingga saat ini publik sudah memahami bah-
wa kinerja menteri dari dari parpol cender-
ung selalu lebih rendah ketimbang menteri 
dari non parpol: Kerja profesional berbeda 
dengan kerja politik. Kendati tidak semua, 
tetapi seahli apapun menteri dari parpol, ket-
aatan komando mereka bukan pada presiden, 
tetapi pada ketua umum parpol atau majelis 
di dalam parpol. Dengan demikian, kabinet 
berpotensi untuk mengalami disorientasi di 
tengah jalan: Sebagian menteri loyal dan 
patuh pada presiden, sebagian lain patuh pa-
da parpol asalnya. Tentu saja ini bukan tanpa 
jalan keluar.  

Apabila presiden memiliki skill	politik 
yang mahir, baik dalam melakukan koalisi 
dan memecahkan stagnasi koalisi, lalu secara 
lihai membelah kepentingan di tubuh parpol 
anggota koalisi bahkan merekrut oposisi, 
akan menciptakan balance of power yang 
bisa menjamin stabilitas kekuasaannya dan 
aneka program kerja yang dirancang. Persoa-
lannya adalah, berapa banyak waktu tersita 
untuk melakukan akrobat dan manuver rumit 
seperti ini mengingat masa jabatan presiden 
hanya 5 tahun saja? Belum lagi ia harus 
menggerakkan roda birokrasi pusat agar 
sinergis dengan daerah agar bergerak sesuai 
arah yang ia programkan.  

Kedua, di level daerah pun terjadi kesu-
litan. Konstitusi sudah menggariskan bahwa 
kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) 
dipilih secara demokratis. Penerjemahan 
demokratis, kendati bisa diperdebatkan, yang 
lumrah adalah dipilih langsung lewat Pilkada. 
Cagub, cabup, dan cawalkot, paling mungkin 
diusung oleh parpol atau koalisi parpol, lalu 
dipilih langsung oleh rakyat dalam aneka Pil-
kada. Di sini terkandung dilema mengenai ke 

mana ketaatan para kepala daerah: Apakah 
kepada presiden, parpol pengusung, atau 
rakyat daerahnya? Asumsi artikel ini adalah 
kepada parpolnya jika mereka kader yang 
dependen pada parpol atau rakyat daerah 
jika mereka kader yang relatif independen 
dari parpol pengusung. Kepala daerah yang 
simetris kebijakannya dengan presiden 
umumnya adalah kepala daerah yang diusung 
oleh parpol asal presiden. Dengan kondisi ini, 
garis komando eksekutif pusat-daerah bisa 
asimetris juga bisa simetris bergantung kon-
�igurasi parpol pengusung.    

Juga, UU No. 23/2014 memang sudah 
membagi tiga urusan pemerintahan Absolut, 
Konkuren, dan Umum (lihat UU No. 
23/2014). Absolut dan Umum adalah dua 
urusan yang paling relatif dapat dipastikan 
dieksekusi presiden dari pusat ke daerah. 
Tidak ada aturan konstitusi bahwa gubernur, 
bupati, dan walikota harus tunduk pada pres-
iden selaku eksekutif pusat. Mengenai ikhwal 
gubernur dan bupati/walikota, konstitusi 
pasal 18 ayat (4), (5), (6) hanya menyebut 
bahwa mereka dipilih secara demokratis, lalu 
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh UU diten-
tukan sebagai urusan Pusat, dan pemerinta-
han daerah berhak menetapkan perda dan 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi 
dan tugas perbantuan.  

Patut diperhatikan bahwa presiden 
bukan hanya memerintah ibukota saja 
melainkan seluruh provinsi dan kabupaten/
kota seluruh Indonesia. Ironisnya di Indone-
sia, tidak ada jaminan konstitusional bahwa 
gubernur, bupati/walikota harus tunduk pa-
da presiden. Malahan justru di konstitusi 
dinyatakan bahwa gubernur, bupati/walikota 
dipilih secara demokratis, sama seperti presi-
den. Dengan demikian, secara politik, siapa-
pun presiden Indonesia, akan selalu berpo-
tensi mengalami distorsi implementasi ke-
bijakan di level daerah, dalam arti kebijakan 
Pusat belum tentu akan dituruti oleh gu-
bernur, bupati, ataupun walikota. Tidak ada 
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jaminan konstitusional untuk itu. Dengan 
kondisi basis urusan negara semacam ini 
maka hubungan presiden-kepala daerah ada-
lah kolaboratif relatif setara ketimbang direk-
tif-instruktif.    

Untuk ini bisa dicontohkan bagaimana 
blueprint normalisasi sungai besar di Jakarta 
dengan mudahnya mandeg saat gubernur DKI 
melakukan pertimbangan ulang. Juga, dalam 
masalah pandemi COVID-19, bagaimana 
sejumlah daerah dengan penuh percaya diri 
langsung memberlakukan lock-down tanpa 
konsultasi terlebih dahulu dengan 
pemerintah pusat. Ini sebuah pertunjukan 
akrobat politik sungguh tidak lucu di negara 
yang menyebut dirinya Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia, tetapi rasanya federal. 
Mungkin saja motif mereka tulus dalam me-
nyuarakan lock-down, tetapi dalam politik 
sesuatu yang tulus itu hal langka sebab yang 
ada adalah kepentingan berkuasa. Ini ba-
rangkali serupa dengan bagaimana Presiden 
Trump sama sekali tidak bergigi untuk me-
merintahkan sejumlah negara bagian AS yang 
dikuasai Demokrat agar membuka lock-
down.  

Pertanyaannya, mengapa para pimpinan 
daerah berani mengambil keputusan lock-
down? Pertama, mungkin mereka kurang pa-
ham UU No.23/2014 seputar usaha 
kesehatan masyarakat yang jadi porsi nasion-
al dan daerah. Kedua, mereka sudah tahu 
bahwa masalah pandemi COVID-19 ini bukan 
masalah daerah melainkan pusat, yaitu seper-
ti termaktub di dalam Lampiran UU No. 
23/2014 dalam poin B Matriks Pembagian 
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang 
menyebutkan secara jelas bahwa 
“Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat 
(UKM) nasional dan rujukan nasional/lintas 
Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintah 
Pusat, tetapi melakukan ‘akrobat’ atas 
penafsiran pasal UU tersebut (lihat Lampiran 
UU No. 23/2014). Apabila DKI sebagai misal 
melakukan lock-down maka efeknya akan 

menyebar ke Jawa Barat (Kota Bekasi, Kota 
Bogor, Kota Depok) dan Banten (Kota Tange-
rang Selatan). Apabila para pimpinan daerah 
tersebut membaca Lampiran UU No. 23/2014 
tersebut, seharusnya mereka berkonsultasi 
terlebih dahulu dengan presiden melalui 
Menteri Kesehatan, karena dampak lock-
down yang mereka terapkan akan berimbas 
ke daerah lain dan itu pastinya bukan 
kewenangan mereka. Ibarat peribahasa apa-
bila ingin membunuh seekor tikus, jangan ru-
mah yang dibakar. Mereka (daerah dan 
pusat) sebaiknya duduk dahulu satu meja un-
tuk mencari penyelesaian kolaboratif 
mengenai apa tindakan yang hendak diambil, 
tidak secara semena-mena mengambil kepu-
tusan sendiri. Tidak boleh ada pahlawan 
kesiangan di dalam kasus panik global COVID
-19, karena ini fenomena ini sudah serupa 
dengan masalah teror, ancaman atas per-
tahanan negara. Lock-down membabi-buta 
dapat saja mendorong zero-growth economy 
dan akhirnya mungkin memicu potensi chaos 
sosial secara nasional.  

Kejadian di atas apabila ditelusuri 
sesungguhnya kembali bermuara di dua per-
soalan. Pertama, rata-rata kepala daerah yang 
‘panik’ menerapkan lock-down	bukan diusung 
oleh parpol koalisi presiden (yaitu DKI Jakar-
ta, Kota Tegal, Papua Barat, dan Kabupaten 
Karawang). Apa yang didengar oleh para 
kepala daerah bukan apa yang diucapkan 
oleh presiden, tetapi apa yang diucapkan oleh 
Ketua Umum parpol mereka. Kendati 
sejumlah daerah tersebut kini telah meralat 
kebijakan lock-down nya tetapi tetap publik 
sudah bisa membaca bahwa ada politisisasi 
dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Sesua-
tu yang sangat disayangkan karena rakyat 
Indonesia sudah dicekam oleh teror, tetapi 
para politisi malah bermain akrobat politik 
yang tidak cerdas.  

Ketiga, masih berkenaan dengan garis 
eksekutif pusat dan daerah. Presiden adalah 
penggerak birokrasi negara. Namun, dalam 
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Urusan Konkuren dan sangat teknis, presiden 
umumnya tidak bisa melakukan assurance 
dalam hal direksi kebijakan aktual. Dalam 
konteks dinas-dinas Kesehatan, Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, Tibum, Sosial, Tenaga 
Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak, Pangan, Pertanahan, Ling-
kungan Hidup, Dukcapil, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Pengendalian 
Penduduk dan KB, Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika, Koperasi dan UKM, Pena-
naman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, 
Statistik, Persandian, Kebudayaan, Per-
pustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Peri-
kanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan 
SDM, Perdagangan, Perindustrian, dan Trans-
migrasi pemerintah pusat saling berbagi 
kewenangan dengan pemerintah daerah. Se-
tiap dinas teknis daerah dipimpin oleh kepala 
dinas. Para kepala dinas ini bukan diangkat 
oleh presiden, melainkan oleh gubernur, bu-
pati, dan walikota. Jika demikian, jaminan 
urusan teknis yang simetris antara pusat dan 
daerah bisa dipertanyakan keterpaduannya. 
Padahal dinas teknis di daerah secara standar 
adalah kepanjangan dari kementerian teknis 
di tingkat pusat.   

Di sinilah terletak permasalahan yang 
lebih krusial. Presiden hanya bisa maksimal 
menjamin keselarasan program kerjanya 
dengan aneka bidang teknis daerah di atas 
apabila kepala daerah berasal dari koalisi 
parpol eksekutif (ini pun belum merupakan 
jaminan penuh). Apa yang akan terjadi apabi-
la partai oposisi presiden yang berkuasa di 
suatu daerah? Apakah ada jaminan terjadi 
simetrisasi kebijakan teknis pusat ke daerah? 
Kasus keputusan lock-down sejumlah daerah 
merupakan re�leksi bahwa jaminan itu tidak 
ada. Presiden cukup kehilangan potensi  pen-
etrasi kebijakan di daerah-daerah (provinsi 
atau kabupaten/kota) di mana ia kalah dalam 
Pilpres, sama seperti AS di mana Partai Re-
publik Donald Trump kalah di sejumlah nega-
ra bagian oleh Partai Demokrat. Amerika 

Serikat jadi belang-belang ada negara bagian 
yang lock-down dan ada yang tidak lock-
down.  

 Untuk menutup jawaban artikel ini atas 
persoalan dampak berlakunya sistem multi-
partai ekstrem bagi efektivitas sistem presi-
densial adalah sistem multipartai Ekstrem 
tidak berdampak positif bagi sistem presi-
densial. Multipartai Ekstrem ini relatif cocok 
bagi sistem pemerintahan parlementer 
dengan konsep negara federasi, bukan 
kesatuan, karena Indonesia mengidap inco-
herence of power dalam hubungan pusat-
daerah. Apabila Indonesia adalah negara Fed-
erasi, justru presiden akan bisa lebih ber-
konsentrasi atas 6 urusan Absolut (�iskal dan 
moneter, agama, pendidikan, pertahanan, 
keamanan, dan luar negeri) dan akan lebih 
memiliki sedikit persoalan dalam mempene-
trasi kebijakannya, dan dengan demikian 
peluang lebih efektifnya sistem presidensial 
lebih terjamin. Dengan kondisi di level politik 
nasional di mana presiden sangat bergantung 
pada dukungan koalisi, di level daerah 
dengan ambiguitas loyalitas kepala daerah, 
dan banyaknya urusan teknis yang 
dikendalikan oleh kepala dinas yang merupa-
kan bawahan kepala daerah (bukan menteri 
atau presiden), maka akan terlalu sulit multi-
partai Ekstrem ini sinergis dengan sistem 
presidensial di dalam tata negara Indonesia 
saat ini. 

Solusi	 Efektivitas	 Sistem	 Presidensial	
terkait	Jumlah	Parpol	di	Parlemen	

Ada beberapa solusi untuk kembali menge-
fekti�kan sistem presidensial terkait dengan 
jumlah parpol di parlemen. Solusi ini seku-
rangnya ada empat dan akan artikel ini bahas 
satu per satu. Pertama, ideal typhus bagi sis-
tem presidensial adalah sistem 1 partai sep-
erti di negara komunis, dua partai (seperti 
Inggris, AS, Selandia Baru, Australia), ataupun 
satu partai dominan (seperti Indonesia era 
Orde Baru, Malaysia, Singapura). Kepartaian 
seperti ini akan berpeluang besar untuk men-
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ciptakan simetrisnya eksekutif dan parlemen. 
Apa yang diprogramkan presiden akan 
didukung oleh partai pengusung yang sama 
di parlemen dan eksekutif, bukan aneka par-
pol seperti Indonesia saat ini.  

Kedua, perlu disampaikan bahwa ideal 
typhus dalam solusi pertama, mengingat kon-
disi perpolitikan Indonesia dan aturan konsti-
tusi saat ini, sangat sulit. Sembilan parpol 
yang kini ada di parlemen tentu tidak akan 
satupun yang rela untuk melakukan merger 
atau mustahil ada yang membubarkan diri. Di 
era demokrasi liberal Indonesia saat ini, satu-
satunya hal yang mungkin adalah merancang, 
memformulasi, mengimplementasi, memoni-
toring, dan mengevaluasi aneka produk un-
dang-undang dan peraturan yang semakin 
ketat terhadap eksistensi parpol, lengkap 
dengan aturan teknis pengimplementasiann-
ya. Intinya adalah rekayasa aturan perundang
-undangan. Pengetatan ini sudah relatif baik 
di UU No.2/2008 dan revisinya di UU 
No.2/2011 kendati perlu penambahan. 
Penambahan tersebut adalah revisi atas Pasal 
35 ayat (1) sehingga mampu menjelaskan 
secara mengikat dan pasti seputar akuntabili-
tas keuangan parpol. Kondisi parpol Indone-
sia tidak seluruhnya diisi orang-orang yang 
tidak punya idealisme bernegara. Masih ban-
yak anggota parpol maupun legislator mere-
ka yang berkeinginan baik untuk mencip-
takan suatu eksekutif yang kuat agar program 
eksekutif berjalan lancar. Hal ini pun juga 
nantinya akan menguntungkan mereka 
manakala calon presiden usungan mereka 
menang Pilpres.  

Namun, dilema mereka kini adalah 
‘stagnasi atas komitmen mereka akibat 
kuatnya feodalisme dan kapitalisme di tubuh 
partai masing-masing. Feodalisme bisa 
diselesaikan dengan cara merinci aturan di 
pasal 31 UU No. 2/2008 mengenai Pendidi-
kan Politik bagi masyarakat yang harus dil-
akukan oleh parpol. Juga Pasal 34 ayat (3b) 
UU No. 2/2011 huruf (c) soal pendidikan 

politik bagi anggota partai politik secara ber-
jenjang dan berkelanjutan. Tidak ada aturan 
bagaimana pasal-pasal ini harus diimplemen-
tasi oleh parpol, misalnya seperti apa kuriku-
lumnya, siapa tutornya dan harus berasal 
dari instansi mana (LIPI dan IPDN bisa men-
jadi sumber intelektual yang kaya untuk ini 
sebenarnya), berapa honor tutornya, berapa 
besar dananya, kapan dan di mana penye-
lenggaraannya, segmen masyarakat apa dan 
kategori anggota parpol seperti apa pesertan-
ya, bentuk penyelenggaraannya, siapa pe-
nangungjawab tetapnya, bagaimana serti�i-
kasinya, dan lembaga independen apa yang 
memonitoring sekaligus mengevaluasi akuta-
bilitas pendidikan politik yang dilakukan par-
pol tersebut. Juga masih bersangkutan 
dengan pendidikan politik ini, UU No. 2/2011 
pasal 34 ayat (3a) bahwa bantuan keuangan 
dari APBN/APBD diprioritaskan untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi ang-
gota parpol dan masyarakat. Ini juga tidak 
jelas bagaimana aturan mainnya, sehingga 
mungkin ‘main-main’ saja padahal ada dana 
APBN/APBD tersangkut di sana. Sudah se-
jauh mana para pemimpin Indonesia merinci 
pelaksanaan dan akuntabilitas atas hal ini. 
Tentu saja, keberatan apabila dana parpol 
untuk keperluan ini ditambah tidak menjadi 
titik sentral, tetapi itu baru boleh setelah 
adanya aturan main yang jelas, akuntabilitas 
publik yang jelas, yang bisa saja melibatkan 
para pemerhati pendidikan dan kalangan 
profesi pendidikan independen karena inti 
pendidikan di mana-mana adalah sama: Men-
jelaskan persoalan dan membangun ke-
percayaan diri mereka yang dididik. 
Mengenai hubungan parpol dengan pemodal, 
akan dirinci dalam solusi berikutnya.   

Ketiga, dan ini akan sangat sulit ten-
tunya, terus menaikkan threshold parlemen 
dari 4% saat ini hingga minimal 10% sehing-
ga paling tidak di parlemen tersisa hanya 5 
parpol saja. Ini akan dapat terselenggara apa-
bila akuntabilitas publik 9 parpol yang ada 
saat ini sudah dibongkar. Parpol disetarakan 
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kewajiban pemeriksaan dan pelaporan keu-
angannya serupa dengan badan usaha. Ini 
pun, penaikan threshold secara Ekstrem, han-
ya bisa terjadi jika telah tercapai situasi putus 
jejaring pemodal parpol yang kurang ber-
tanggung jawab. Dan negara harus memper-
siapkan dana subsisten kelangsungan hidup 
parpol agar mereka dapat hidup mandiri. 
Terus terang saja bahwa hingga saat ini, kita 
tidak pernah tahu berapa besar kemungkinan 
dana pemerintah asing yang masuk ke parpol 
Indonesia melalui aneka track keuangan ka-
rena sampai saat ini tidak pernah ada yang 
namanya audit keuangan parpol secara fair 
dan akuntabel. Seperti telah disebut, penai-
kan threshold yang signi�ikan harus 
diimbangi kemampuan negara untuk men-
subsidinya. Subsidi ini tidak boleh dari hu-
tang luar negeri melainkan dari pendapatan 
otonom Indonesia. Jika pendanaan parpol 
mandiri dan ditopang oleh APBN/APBD, 
maka elemen terbesar dari parpol (anggota 
yang kurang modal, tetapi punya idealisme 
bagus) akan tumbuh secara alamiah. Mereka 
tidak akan ragu mempertanyakan bahkan 
memprotes arahan kurang sehat dari para 
‘bandar’ uang parpol karena mengetahui bah-
wa organisasi mereka (parpolnya) adalah 
milik publik, mayoritas sumber keuangannya 
dari APBN/APBD, dan ada kontrak jelas 
dengan para penyumbang dana. Alternatif 
semacam ini adalah upaya ‘membangunkan 
macan-macan tidur di dalam tubuh parpol’ 
dan ‘macan’ ini tidak sedikit melainkan bagi-
an terbesar dari anggota parpol yang berpo-
tensi dan punya idealisme.  

Keempat, pernyataan mengenai jumlah 
parpol ‘wajar’ di Indonesia sulit akan 3 seper-
ti Orde Baru. Tetapi minimal, yang memung-
kinkan dengan koalisi 2 atau maksimal 3 par-
pol saja, sudah terbangun simetrisnya 
kekuasaan di eksekutif dan legislatif (kabinet 
koalisi). Dengan demikian 5 parpol parlemen, 
3 koalisi eksekutif dan 2 oposisi adalah paling 
maksimal dan ideal untuk jangka menengah. 
Jumlah parpol ideal adalah mengikuti garis 

bifurkasi ideologis alamiah Indonesia seperti 
sudah ditunjukkan kajian Feith, Castle, dan 
Geertz (jika dianggap masih relevan). Ini su-
dah cukup lumayan mengingat pusat 
(eksekutif, presiden) masih punya persoalan 
terkait implementasi status quo konstitusi 
seputar asal-usul kepala daerah: Per-
tanggungjawaban kepala daerah bukan kepa-
da presiden, tetapi kepada rakyat daerah 
yang memilihnya sebagai pembenar normatif, 
dan kepada ketua umum partai plus 
pemodalnya sebagai pembenar pragmatis. 
Urusan konkuren adalah jembatan akrobat 
untuk aneka kepentingan ini. 

PENUTUP	

Sebagai penutup, penulis menyampaikan tiga 
proposisi sebagai hasil pembahasan. Pertama, 
pasca Orde Baru yaitu sejak 1998 hingga 
penghujung tahun 2020 jumlah parpol tetap 
relatif banyak, yaitu antara 9 hingga 10 par-
pol di parlemen, kendati ambang batas parle-
men telah dinaikkan dari 3,5 menjadi 4 per-
sen. Kedua, berlakunya multipartai ekstrem 
ternyata telah memiliki dampak tertentu bagi 
efektivitas sistem presidensial. Ketiga, harus 
ada solusi yang bisa ditawarkan ke depan 
sehubungan dengan efektivitas sistem presi-
densial dikaitkan dengan jumlah parpol di 
dalam parlemen. Ketiga proposisi penutup ini 
akan dijelaskan ke dalam tiga uraian singkat 
berikut.   

Pertama, jumlah partai politik yang sela-
lu besar secara kuantitas pasca transisi poli-
tik 1998 merupakan akibat dari masih berla-
kunya politik aliran di Indonesia kendati su-
dah tidak seEkstrem era 1950-an dan 1960-
an. Inilah yang membuat setiap partai politik 
memiliki alasan pendiriannya masing-masing 
dan mereka atas dasar aliran ini basis mas-
sanya pun de�initif. Dilihat dari politik aliran 
maka partai-partai yang ada di Indonesia 
sekurangnya bisa terbifurkasi ke dalam 4 
(empat) aliran yaitu nasionalis, Islam 
modernis, Islam tradisional, dan sosial-
demokrasi sehingga paling maksimal pun 
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jumlah partai secara natural adalah 4 (empat) 
partai politik dan ini adalah multipartai yang 
sangat moderat di Indonesia saat ini. 

Kedua, terkait dengan efektivitas sistem 
presidensial maka sistem kepartaian multi-
partai Ekstrem yaitu 10 (sepuluh) partai poli-
tik kurang kondusif karena terlampau ban-
yaknya kepentingan elit di koalisi pemerinta-
han. Kepentingan elit inilah, dan bukan aliran 
ideologis, yang membuat multipartai Ekstrem 
tidak mendukung efektivitas sistem presiden-
sial.  

Ketiga, mengenai solusi yang ditawar-
kan untuk memodereasi multipartai Ekstrem 
di Indonesia menjadi multipartai yang seku-
rangnya moderat adalah dengan merekayasa 
undang-undang yang mengatur tentang par-
tai politik. Undang-undang tersebut harus 
rinci muatannya sehingga dapat mempersulit 
berdirinya partai baru, meringkas yang sudah 
ada, dan meningkatkan kualitas setiap partai 
politik yang ada di Indonesia. Hal solutif yang 
ditawarkan adalah mekanisme reward-
punisment terhadap partai-partai politik yai-
tu negara menanggung biaya operasional par-
tai politik tetapi di sisi lain partai politik fair 
dalam proses rekrutmen dan cara kerja 
mereka.  
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ABSTRAK	
	

Ketersedian	 sumber	 daya	 manusia	 dari	 segi	 jumlah	 dan	 kualitas	 tentunya	 akan	 memberikan	 nilai	 tambah	 bagi	
peningkatan	kinerja	karyawan	pada	suatu	perusahaan.	Diantaranya	yang	mutlak	dibutuhkan	perusahaan	pada	masa	
pandemi	 Covid-19	 adalah	 adanya	 kecerdasan	 emosional	 dan	 efektivitas	 kerja	 karyawan.	 Metode	 penelitian	 yang	
digunakan	adalah	metode	penelitian	kualitatif	 	 dengan	melakukan	studi	kepustakaan	 sesuai	 literatur	 yang	 terkait	
dengan	kecerdasan	emosional	dan	efektivitas	kerja	di	masa	pandemi	Covid-19.	Kecerdasan	emosional	karyawan	dan	
efekti�ikas	kerja	di	pada	suatu	perusahaan	masih	dihadapkan	pada	ketersediaannya	yang	masih	kurang.	Perlu	untuk	
ditumbuhkembangkan	 kecerdasan	 emosional	 melalui	 pemahaman	 yang	 benar	 untuk	 melaksanakan	 aktivitas	
pekerjaan	 karyawan	 yang	mampu	mengendalikan	 emosi	 terlebih	 pada	masa	pandemi	Covid-19.	Untuk	menunjang	
efektivitas	kerja	karyawan	yang	cepat	perusahaan	dapatmemberikan	tambahan	keterampilan	bagi	pekerja	ataupun	
karyawan	 untuk	mendukung	 efektivitas	 kerja	 baik	melalui	 pelatihan	 singkat	 ataupun	 dukungan	 sarana	 teknologi	
yang	memang	sangat	dibutuhkan	di	masa	pandemi	Covid-19	ini.	

Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Efektivitas Kerja 	

PENDAHULUAN	

Latar	Belakang	Masalah	

Perusahaan berskala besar maupun yang 
berskala kecil dalam menjalankan 
operasionalnya tidak lepas pada 
pengggunaan sumber daya agar tujuan yang 
diinginkan dapat tercapai. Salah satu sumber 
daya yang paling memegang peranan penting 
pencapaian tujuan tersebut adalah sumber 
daya manusia. 

Dengan berbagai karakterik, 
kemampuan, keahlian dan pendidikan serta 
yang lainnya  dimiliki seseorang tentunya 
menjadi gambaran bahwa sumber daya 
manusia sangat dibutuhkan bagi perusahaan, 
sesuai dengan kriteria tertentu hingga dapat 

digunakan sebagai modal yang utama bagi 
kegiatan operasional sehari-hari. 

Saat ini pandemi Covid-19 masih 
berlangsung bukan hanya di Indonesia 
namun juga seluruh dunia ikut merasakan 
dampak yang sangat besar di segala aspek. 
Faktor kesehatan dan keselamatan pekerja 
pada gilirannya memaksa perusahaan 
melakukan pengurangan pekerja, pemutusan 
hubungan kerja dan aktivitas pekerjaan yang 
biasanya dilakukan di kantor dilakukan dari 
rumah atau biasa dikenal dengan WFH (work	
form	 home) yang kesemuanya  merupakan 
dari sebahagian dampak yang dialami oleh 
para pekerja. 

Sejalan dengan kondisi hal tersebut 
kecerdasan emosional karyawan berperan 
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penting untuk menghadapi situasi yang 
demikian. Rutinitas yang biasanya dapat 
dilakukan dengan interaksi langsung sesama 
rekan kerja, seringnya dilakukan rapat dan 
aktivitas lainnya yang kemudian beralih 
secara virtual atau daring tentu hal ini 
berdampak pada emosi seorang pekerja 
menjadi tidak stabil. Belum lagi dengan 
aktivitas yang dilakukan juga yang dilakukan 
di rumah pada gilirannya apakah dapat 
dijlankan dengan baik dan tanpa kendala oleh 
para pekerja.  

Pada awalnya memang setiap karyawan 
atau pekerja yang biasanya melakukan 
aktivitas di kantor namun kemudian adanya 
kebijakan perusahaan melakukan 
sebahagaian besar pekerjanya work from 
home dipastikan menghadapi kendala. 
Namun seiring berjalan waktu pandemi Covid
-19 yang belum berakhir dengan kemampuan 
kecerdasan emosional karyawan dapat 
menyesuiakan dengan kondisi yang ada saat 
ini yang pada gilirannya nanti akan 
berdampak pula terselenggaranya efektivis 
kerja pada sebuah perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang inilah, 
penulis mengangkat judul, “Kecerdasan 
Emosional Dan Efekti�itas Kerja di Masa 
Pandemi Covid-19”. 

Rumusan	Masalah	

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka 
penulis membuat suatu rumusan masalah 
yakni,	 “Bagaimana Kecerdasan Emosional 
Dan Efekti�itas Kerja di Masa Pandemi Covid-
19 ?”	

Tujuan	Penelitian	

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui dan menelaah 
kecerdasan emosional dan efektivitas 
kerja di masa pandemi Covid-19 
khususnya bagi karyawan ataupun 

pekerja pada suatu perusahaan. 

2. Sebagai bahan kajian bagi dosen dan 
mahasiswa bidang ilmu administrasi 
khususnya administrasi kepegawaian 
ataupun manajemen sumber daya 
manusia untuk literatur terkait 
kecerdasan emosional dan efektivitas 
kerja di masa pandemi Covid-19 
khususnya bagi karyawan ataupun 
pekerja pada suatu perusahaan. 

KAJIAN	TEORI	

Pengertian	Kecerdasan	Emosional	

Kecerdasan emosional (emotional	
intelegence) menurut Hadari Nawawi 
(2006:238), terdiri dari dua perkataan yakni 
perkataan kecerdasan dan emosional yang 
mengandung satu pengertian, namun untuk 
memahaminya harus diawali dengan 
menjelaskan pengertiannya satu-persatu, 
kecerdasan merupakan hasil kesimpulan 
dari nilai tes pada beberapa kemampuan, 
sedangkan emosi atau emosional adalah 
perasaan dan pikiran yang khas, suatu 
kondisi biologis dan psikologis, serta 
kecenderungan untuk bertindak.  

Berikut ini beberapa pengertian kecerdasan 
emosianal menurut beberapa ahli di 
antaranya: 

Pengertian	Kecerdasan	Emosional	

Berikut ini dapat disampaikan dari 
pengertian kecerdasan emosional berikut 
ini: 

Pada urutan paling awal dalam uraian 
bagian ini akan diketengahkan pendapat 
Robert K Cooper and Ayman Syawaf  dalam 
Alex Tri Kantjoro Widodo dikutip oleh 
Hadari Nawawi  (2006:247) yang 
menyatakan bahwa kecerdasan emosional 
adalah, “Kemampuan (abability), 
mengindera, memahami dan secara efektif 
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menerapkan daya kepekaan emosi sebagai 
sumber energi, informasi, koneksi dan 
pengaruh yang manusiawi”.  

Sedangkan menurut Robert A. Baron 
dikutip oleh Hadari Nawawi  (2006:247) 
yang menyatakan bahwa kecerdasan 
emosional adalah,  “Kemampuan ber�ikir 
secara abstrak dan belajar dari pengalaman, 
sehingga menunjukan perilaku mampu 
mengerjakan tugas dan menerima informasi 
yang beragam secara cepat, mengerti dan 
mampu beradaptasi dengan situasi baru, 
sukses di sekolah, dalam pelatihan dan 
kehidupan”.  

Goleman dikutip oleh Khaerul Umam 
(2010:28), berpendapat bahwa, 
“Kecerdasan emosi merupakan landasan 
dari kecakapan emosi, dan kecakaan emosi 
ini merupakan penyebab terjadinya 
peningkatan kinerja”. 

Sedangkan Ary Ginanjar Agustian 
(2003:100) selanjutnya mengemukakan 
emosi adalah, “Getaran pada kalbu yang 
terjadi akibat tersentuhnya spiritualitas 
seseorang”. Begitupun ketika suara hati 
kasih sayang yang terdapat direlung hati 
tersentuh, ia dengan serta merta akan 
merasa terharu. 

Pengertian ini dari Ary Ginanjar dapat 
dijelaskan bahwa kecerdasan intelektual 
dan kecerdasan emosional tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain, karena 
bersifat saling menunjang. Oleh karena itu 
buruk dalam salah satu di antaranya tidak 
akan mengantarkan seseorang pada 
kemampuan prima dalam melaksanakan 
aktivitasnya, terutama dalam bekerja. 
Seseorang yang memiliki kecerdasan positif 
mengenal dirinya secara baik dan mampu 
melaksanakan peran sosialnya secara baik 
pula. 

Pendapat lain Goleman Daniel dikutip 
oleh Hadari Nawawi (2006:248) 

mengemukakan bahwa,  “Kecerdasan 
emosional merujuk pada kemampuan 
mengenali perasaan diri sendiri dan 
perasaan orang lain, kemampuan 
memotivasi diri sendiri, dan kemampuan 
mengelola emosi secara baik pada diri 
sendiri dan dalam hubungannya dengan 
orang lain”.  

Sejalan dengan pendapat tersebut 
Alistair Mant dikutip oleh Hadari Nawawi 
(2006:248) menyatakan bahwa, 
“Kecerdasan emosional merupakan 
kemampuan memotivasi diri sendiri dan 
bertahan menghadapi frustasi, 
mengendalikan dorongan hati dan tidak 
melebih-lebihkan, mengatur suasana hati 
dan menjaga agar beban stres tidak 
melumpuhkan kemampuan ber�ikir, 
berempati dan berdoa”. 

Khaerul Umam (2010:289) 
mengemukakan bahwa : 

“Kecerdasan emosi, yang merupakan 
sifat pribadi, hanya menunjukan bahwa 
pegawai memiliki kemampuan untuk 
belajar meningkatkan kompetensinya. 
Kemampuan semacam ini baru berarti 
banyak jika kecerdasan itu sudah 
diterapkan dalam bentuk keterampilan atau 
keahlian”.  

Sedangkan menurut  Conny S. 
Semiawan (2000:249) mengemukakan 
pengertian kecerdasan emosional adalah, 
“Sebagai kemampuan membaca pikiran 
sendiri dan pikiran orang lain dan sekaligus 
dapat mengendalikan dirinya sendiri”. 

Pendapat tersebut sejalan dengan 
pendapat Hadari Nawawi  (2006:249) yang 
menyatakan bahwa kecerdasan emosional 
adalah, Kemampuan memantau dan 
mengendalikan emosi sendiri dan orang 
lain, serta menggunakan perasaan-perasaan 
itu untuk memandu pikiran dan tindakan. 
Sehubungan dengan itu kecerdasan 
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emosional cenderung untuk dikelompokan 
menjadi lima area sebagai berikut : 

1. Kesadaran diri, yakni mampu 
mengamati diri sendiri dan mengenali 
perasaan sejalan dengan perasaan 
yang terjadi. 

2.  Pengaturan Emosi, yakni 
mengendalikan perasaan agar sesuai 
dan merealisasikan apa yang terdapat 
dibalik perasaan tersebut, 
menemukan cara-cara untuk 
mengendalikan ketakutan dan 
kecemasan, kemarahan serta 
kesedihan. 

3.  Memotivasi pengaturan diri, yakni 
menyalurkan emosi untuk mencapai 
tujuan dengan melakukan kontrol 
emosi diri, menunda grati�ikasi dan 
menghambat impuls. 

4. Empati, yakni sensitivitas yang tinggi 
terhadap perasaan dan perhatian 
orang lain dan menghadapi perspektif 
mereka, mengekspresikan berbagai 
perbedaan mengenai cara orang 
merasakan sesuatu. 

5. Pengaturan hubungan, yakni 
mengendalikan emosi dalam diri 
orang lain, keterampilan dan 
kompetensi sosial.  

Selanjutnya Goleman dikutip oleh 
Syarif Makmur (2008:195) mengemukakan 
kecerdasan emosional adalah, “Mentalbility 
yang menentukan seberapa baik kita 
mampu menggunakan keterampilan-
keterampilan lain manapun yang kita miliki, 
termasuk intelektual yang belum terasah”. 

Lebih lanjut Anwar Prabu 
Mangkunegara (2003:164) mengemukakan 
bahwa : 

“Kecerdasan emosional yang baik 

berarti mampu memahami diri dan orang 
lain secara benar, memiliki  jati diri, 
kepribadian dewasa mental, tidak iri hati, 
tidak benci, tidak sakit hati, tidak 
pendendam, tidak memiliki perasaan 
bersalah yang berlebihan, tidak cemas, 
tidak mudah marah, dan tidak mudah 
frustasi”. 

Kecerdasan	 Emosional	 Dalam	
Kepemimpinan	

Pengertian yang pertama ini berasal dari 

Martin L Barbara dan Leslie J Briggs dalam 

Nawawi (2006:238) yang mengatakan bahwa 

emosi adalah,  “Perasaan dan pikiran yang 

khas, suatu kondisi biologis dan psikologis, 

serta kecenderungan untuk bertindak”. 

Pengertian yang disampaikannya 

menitikberatkan emosi pada hubungan 

pikiran dan perasaan sebagai kondisi khas 

berbeda dari kondisi normal, yang berarti 

juga emosi dapat dikendalikan pikiran, 

sebaliknya pikiran dapat dipengaruhi emosi. 

Kondisi khas dimaksud dapat berbentuk 

positif seperti senang, gembira, atau negatif 

seperti.gelisah dan resah, sedih. pilu, marah, 

malu dan lain-lain. Perasaan seperti itu ada di 

dalam psikis dan tampil melalui tindakan 

atau gerak �isik (biologis) seperti muka me-

rah, tersipu-sipu, marah, murung, menangis, 

tertawa, lari, bersembunyi, melompat dan 

menari-nari karena girang dan lain-lain. 

Perilaku itu ada juga yang diiringi kondisi 

psikis tertentu, seperti tegang dan gemetar, 

santai tanpa beban, menjauhi dan/atau 

menyerang orang lain, menghibur, menolong, 

bermasa bodoh dan lain-lain. 

Sedangkan menurut  John M. Steinberg 

dikutip oleh Nawawi 2006:238-239) 

berpendapat bahwa emosi adalah, “Sistem 

respon yang terkoordinasi yang terjadi dalam 

keadaan biologis tertentu, keadaan 
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eksperensial tertentu, dan keadaan kognitif 

tertentu yang terjadi secara simultan. Emosi 

menyatukan pikiran, perasaan dan tindakan”. 

Pengertian ini menyatakan bahwa individu 

dalam keadaan biologis tertentu seperti sakit, 

letih, santai dan lain-lain, akan memberikan 

respon yang terkordinasi dengan 

pengalamannya mengenai sesuatu yang 

tertentu itu dan terkoordinasi pula dengan 

ingatannya mengenai sesuatu itu sebagai 

perangsang yang dihadapinya. Respon ini 

berlangsung sebagai satu kesatuan kondisi 

yang terdapat pada individu tersebut di atas 

yang dinyatakannya dalam satu tindakan. 

Empat	Komponen	Emosional	

Hadari Nawawi (2006:242) menyatakan 
keempat aspek/komponen sebagai berikut : 

1. Aspek kognitif-subyektif, yang 
menimbulkan kondisi perasaan 
berdasarkan pengalaman subyektif. 
Misalnya pengalaman subyektif berupa 
musibah yang menimbulkan perasaan 
duka diiringin dengan perilaku 
menangis. Sebaliknya setiap mengalami 
keberhasilan memberikan perasaan 
senang/gembira diiringi perilaku 
senyum, tertawa, berjingkrak-jingkrang 
dan lain-lain. Kedua kondisi 
pengalaman subyektif itu tidak akan 
tertukar, sehingga menjadi kondisi 
obyektif karena berlaku pada semua 
individu. 

2. Aspek �isiologis / biologis berlangsung 
berupa akti�itas urat saraf dan sistem 
hormonal, seperti perasaan muak pada 
sesuatu menimbulkan ingin muntah 
(biologis). 

3. Aspek fungsional yang dinyatakan 
dalam tingkah laku sesuai fungsinya. 
Misalnya perasaan sedih fungsinya 
dalam menghadapi kemalangan 

pernyataan perilakunya adalah 
menangis. 

4. Aspek ekspresif berupa perasaan yang 
dinyatakan dalam perilaku meluap-
luap, tidak terkendali, jantung berdebar
-debar, otot tegang (�isiologis) dan lain-
lain. 

Pengertian	Efektivitas	Kerja		

Efektivitas berarti "achievining	 goals"	 yang 
jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 
berarti “pencapaian tujuan” De�inisi ini 
mengandung makna bahwa jika efektivitas 
tidak dapat dicapai dengan baik, maka peker-
jaan tersebut dapat diklasi�ikasikan sebagai 
sesuatu yang tidak efektif.	

Pengertian	Efektivitas		

Efektivitas diartikan sebagai upaya mencapai 
hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar 
diinginkan, setidak-tidaknya berusaha 
mencapai hasil semaksimal mungkin. Adapun 
untuk dapat mengukur efektivitas kerja dapat 
dilihat dan sejauh mana kerja tersebut dapat 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Richart M. Steers dikutip oleh Edy 
Sutrisno (2010:123), menyatakan bahwa : 

“Yang terbaik dalam meneliti efektivitas 
adalah memperhatikan secara serempak tiga 
buah konsep yang saling berkaitan : 1) 
optimalisasi tujuan-tujuan; 2) perspektif 
sistem; 3) tekanan pada segi perilaku 
manusia dalam susunan kerja. Cara seperti 
ini disebut ancangan saja, misalnya dari segi 
tujuan”.  

Bahwa efektivitas adalah tingkat hingga 
dimana tujuan-tujuan tercapai. Dengan 
pembatasan demikian maka efektivitas 
adalah sinonim dengan hasil pekerjaan. 
Efektivitas diukur dengan alat-alat ukur 
efektivitas atau juga dinamakan alat ukur 
hasil pekerjaan (measures	 of	 performance). 
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Efektivitas mengukur tingkat pencapaian 
sesuatu tujuan.  

Sedangkan Stoner dikutip oleh Hessel 
Nogi S.Tangkilisan (2005:138), menekankan 
pentingnya efektivitas kerja dalam 
pencapaian tujuan-tujuan kerja, dan 
efektivitas adalah, “Kunci dari kesuksesan 
suatu kerja”. 

Sedangkan Sedarmayanti (2001:61) 
memberikan penjelasan bahwa, “Efektivitas 
merupakan suatu ukuran yang memberikan 
gambaran seberapa jauh target atau sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan dapat 
tercapai melalui penggunaan sumber-sumber 
tertentu”. 

Uyadi Prawirosentono (2000:28), 
mengemukakan bahwa efekti�itas adalah, 
“Usaha kerja sama (antar individu) 
berhubungan dengan pelaksanaan yang 
dapat mencapai tujuan dalam suatu sistem”. 

Richard M. Steers dalam Magdalena 
Jamin (2000:206) mengemukakan bahwa ada 
empat kriteria pengukuran efektivitas yaitu 
kemampuan menyeseuaikan diri, 
produktivitas, kepuasan kerja dan pencarian 
sumber daya. 

Selanjutnya Stephen P. Robbin dalam 
Yusuf Udaya (2002:189), menyatakan 
bahwa :  

“Efektivitas berarti “achievement	 goals” 
yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia berarti “pencapaian tujuan”. 
De�inisi mengandung makna bahwa istilah 
efektivitas tidak dapat dicapai dengan baik, 
maka pekerjaan tersebut tidak dapat 
diklasi�ikasikan sebagai sesuatu yang efektif”. 

Lebih lanjut Gibson dikutip oleh Waluyo 
(2007 : 89), mengemukakan model dimensi 
waktu keefektifan dapat dilihat dari kriteria 
produksi, e�isiensi,  kepuasan kerja serta 
keadabtasian dan perkembangan, selanjutnya 

Gibson menjelaskan kelima kategori umum 
kriteria keefektifan mulai dengan dimensi 
waktu jangka pendek, yaitu sebagai berikut : 

1. Kriteria produksi; mencerminkan 
kemampuan kerja untuk menghasilkan 
jumlah dan kualitas keluaran yang 
dibutuhkan lingkungan. 

2. Kriteria e�isiensi; yaitu perbandingan 
keluaran terhadap masukan yang 
mengacu pada ukuran pengguna 
sumber daya yang langka dalam kerja. 

3. Kriteria kepuasan; adalah ukuran 
keberhasilan kerja dalam memenuhi 
kebutuhan pegawai dan anggotanya, 
termasuk di dalamnya para pelanggan 
dan rekanan. Kepuasan mencakup sikap 
pegawai ; penggantian pegawai, 
keabsenan, kelemburan dan keluhan. 

4. Kriteria keadaptasian ialah tingkat 
dimana kerja dapat dan benar-benar 
tanggap terhadap perubahan internal 
dan eksternal. 

5. Kriteria pengembangan; kriteria ini 
mengukur kapasitasnya menghadap 
tuntutan lingkungan. 

Pendapat lainnya Wilson Bangun 
(2008:4), mengemukakan bahwa, “Efektivitas 
sering digunakan untuk mengukur 
keberhasilan kerja dalam mencapai 
tujuannya”. Efektif berarti melakukan sesuatu 
sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
merupakan suatu parameter yang 
menggambarkan seberapa jauh target atau 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dapat tercapai melalui penggunaan sumber-
sumber tertentu, yang meliputi kemampuan 
menyesuaikan diri, produktivitas, kepuasan 
kerja, dan pencarian sumber daya. 
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Efektivitas	dalam	Sistem	Kerja	

Menurut Richard M. Steers dalam Magdalena 
Jamin (2000:1), “Manajemen yang baik ialah 
kemampuan kerja dan memanfaatkan 
sumber daya yang tersedia dalam tugas 
untuk mencapai dan memelihara suatu 
tingkat operasi yang efektif”.  Kata kunci 
pengertian ini ialah kata efektif karena pada 
akhirnya keberhasilan kepemimpinan dan 
kerja diukur dengan konsep efektivitas itu. 
Walaupun banyak orang setuju bahwa 
manajemen memegang peranan utama dalam 
mencapai efektivitas kerja, tetapi sulit sekali 
memperinci apa yang dimaksud dengan 
konsep efektivitas itu sendiri. Bagi seorang 
ahli ekonomi atau analis keuangan, 
efektivitas kerja adalah keuntungan atau laba 
investasi. Bagi seorang manajer produksi, 
efektivitas seringkali berarti kuantitas atau 
kualitas keluaran (output) barang atau jasa.. 
Singkatnya, pengertian efektivitas kerja 
mempunyai arti yang berbeda bagi setiap 
orang, bergantung pada kerangka acuan yang 
dipakainya. 

Faktor-Faktor	Efektivitas	Kerja	

Banyak konsep atau teori dalam manajemen 
dan organisasi yang membahas masalah 
efektivitas kerja dalam rujukan teoritis 
penulisan ini, paling tidak dapat 
dikemukakan empat konsep efektivitas kerja 
yaitu sebagai berikut. 

Gitosudarmo dan Mulyono (2003:128) 
mengemukakan bahwa keefektifan kerja 
harus mampu menggambarkan hubungan 
timbal balik yang harmonis antara kerja 
dengan lingkungannya yang lebih luas. 
Efektivitas kerja juga adalah apakah suatu 
kerja itu mampu bertahan dan hidup terus 
dalam lingkungannya sehingga kelangsungan 
hidup kerja yang bersangkutan merupakan 
ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang 
mengenai efektivitas kerja. 

Taliziduhu Ndraha (2003:239) 

mengemukakan bahwa efektivitas kerja 
merupakan tingkat keberhasilan pencapaian 
tujuan (target). 

Gibson et al. (2006:28) mengemukakan 
bahwa efektivitas dalam konteks perilaku 
kerja merupakan hubungan optimal antara 
produksi, kualitas, e�isiensi, �leksibilitas, 
kepuasan, sifat kunggulan, dan 
pengembangan. 

Amintai Etzioni (2002:54-55) 
mengemukakan bahwa efektivitas kerja 
dapat dinyatakan sebagai tingkat 
keberhasilan kerja dalam usaha untuk 
mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan 
pendapat ini, efektivitas kerja merupakan 
suatu konsep yang sangat penting karena 
mampu memberikan gambaran mengenai 
keberhasilan suatu kerja dalam mencapai 
sasarannya. 

Dari empat konsep efektivitas kerja di 
atas, penulis sampai pada suatu kesimpulan 
untuk menggunakan konsep efektivitas kerja 
sebagaimana dikemukakan Gibson et. al. 

Ada dua alasan mengapa konsep 
efektivitas kerja menurut Gibson et. al yang 
diidenti�ikasi dalam pembahasan ini, yaitu 
pertama, konsep efektivitas menurut Gibson 
et. al lebih konkret dan lebih mudah untuk 
diterapkan dalam perilaku kerja, seperti : 
produktivitas, kualitas, e�isiensi, kepuasan, 
keunggulan, �leksibilitas, dan pengembangan 
adalah konsep yang dapat diukur. Kedua, 
de�inisi efektivitas kerja yang dikemukakan 
Gibson et. al berada di dalam konteks 
perilaku kerja sehingga sangat relevan 
dengan pembahasan ini yang menguji 
pengaruh pemberdayaan sumber daya 
manusia terhadap efektivitas kerja. 

METODOLOGI	PENELITIAN	

Metode	Penelitian	

Metode penelitian yang penulis lakukan 
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adalah menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan melakukan studi 
kepustakaan yakni dengan melakukan kajian 
dari literatur-literatur yang terkait dengan 
dengan kecerdasan emosional dan efektivitas 
kerja di masa pandemi Covid-19. 

PEMBAHASAN	

Analisis	 Kecerdasan	 Emosional	 di	 Masa	
Pandemi	Covid-19	

Di masa pandemi Covid-19 setiap karyawan 
diharapkan mampu mengendalikan faktor 
psikologisnya dengan situsi kondisi yang 
mengharuskan pengambilan keputusan 
secara cepat. Faktor psikologis ini yang paling 
utama adalah bagaimana seorang karyawan 
atau pekerja dengan kemampuannya 
mengendalikan emosi. Terlebih karyawan 
dihadapkan pada kenyataan untuk 
melakukan aktivitas pekerjaan dari rumah 
(work form home). Hal ini tentunya akan 
sangat berdampak pada aktivitas yang 
biasanya dapat dilakukan secara bebas, maka 
dengan adanya pandemi Covid-19 kebebasan 
karyawan dibatasi dari menjaga jarak, 
berinteraksi secara langsung dengan rekan 
kerja dibatasi dan aktivitas lainnya melalui 
pertemuan-pertemuan ataupun rapat banyak 
yang diahlihkan dengan menggunakan media 
virtual atau daring. 

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa 
pengelolaan emosi yang dapat dilakukan di 
masa pandemi Covid-19 seperti yang 
disampaikan oleh Ratna Astuti (DJKN :2020): 

1. Dengan adanya kecerdasan emosional 
yang tinggi, seseorang dapat memiliki 
pemahaman kesadaran diri yang baik 
tentang emosi dirinya, memiliki ke-
mampuan mengatur diri, kemampuan 
untuk  mencoba yang terbaik, memiliki 
pemahaman yang baik tentang orang-
orang di sekitarnya serta senantiasa 
memelihara hubungan sosial. 

2. Dengan demikian, kecerdasan emosion-
al memperkuat pengendalian kondi-
si  psikologis atas suatu perubahan,  ka-
rena meningkatkan rasa bahwa dengan 
perubahan kita harus bisa tetap ber-
tahan.  

3. Dengan demikian kecerdasan emosion-
al, mampu memperkuat pengaruh  ter-
hadap pengendalian kondisi psikologis 
dalam menghadapi perubahan 

4. Dengan adanya kecerdasan emosional 
yang tinggi seseorang dapat memiliki 
pemahaman kesadaran diri yang baik 
tentang emosi dirinya sendiri, memiliki 
kemampuan mengatur diri, kemampuan 
untuk senantiasa mendorong diri untuk 
mencoba yang terbaik, memiliki pema-
haman yang baik tentang orang-orang 
di sekitarnya serta senantiasa memeli-
hara hubungan sosial.  maka kecerdasan 
emosional  dapat meningkat-
kan rasa  walaupun terdapat peru-
bahan, kita dapat tetap ber-
tahan,  sehingga organisasi pun senanti-
asa berjalan dan mampu menyesuaikan 
diri terhadap berbagai perubahan. 

Dalam menghadapi keadaan di masa 
pandemi Covid-19 yang belum berakhir, 
sebagai seorang karyawan tentunya harus 
mampu menghadapinya melalui kecerdasan 
emosional yang dimilikinya. Hal ini sesuai 
dengan yang disampaikan oleh  Goleman 
(2005:513) membagi kecerdasan emosional 
ke dalam lima dasar kecerdasan emosional, 
yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, 
motivasi, empati, dan ketrampilan sosial.  

1. Kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu ke-
mampuan individu dalam mengenali 
perasaan diri sendiri dan perasaan 
orang lain, serta mampu mengenali 
kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 

2. Pengaturan diri. Pengaturan diri adalah 
suatu kemampuan untuk mengelola 
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emosi pada diri sendiri. Semakin baik 
pengaturan diri dalam emosi maka se-
makin terkontrol pula tindakan yang 
akan dilakukan sehingga tetap memiliki 
hubungan yang baik dengan orang lain.  

3. Motivasi. Motivasi adalah suatu 
dorongan yang menggerakkan karya-
wan agar mampu mencapai tujuan yaitu 
kinerja yang maksimal. 

4. Empati. Empati adalah sebuah kemam-
puan untuk mengetahui dan memahami 
perasaan orang lain yang digunakan un-
tuk menyesuaikan diri dengan baik 
kepada banyak orang.  

5. Keterampilan sosial. Keterampilan so-
sial adalah kemampuan menciptakan 
hubungan yang harmonis antar indi-
vidu, yaitu dengan memberikan respon 
baik terhadap lawan bicara dan menja-
ga perilaku serta ucapan ketika ber-
hadapan dengan orang. 

Analisis	Efekti�itas	Kerja	di	Masa	Pandemi	
Covid-19	

Pada masa pandemi Covid-19 efekti�itas 
pekerjaan sesorang karyawan atau pekerja 
pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh 
banyak faktor. Faktor-faktor inilah tentunya 
pada gilirannya akan memberikan kontribusi 
yang positif bagi pekerja atau karyawan 
dalam melaksanakan akativitas sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan.   

Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi tersebut yakni empat faktor 
yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti 
yang dikemukakan oleh Richard M. Steers 
(1980:9), yaitu: 

Karakteristik	Organisasi	

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur 
dan tehnologi organisasi yang dapat 
mempengaruhi segi-segi tertentu dari efek-

tivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud 
struktur adalah hubungan yang relatif tepat 
sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, 
sehubungan dengan susunan sumber daya 
manusia struktur meliputi bagaimana cara 
organisasi menyusun orang-orangnya dalam 
menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang 
dimaksud tehnologi adalah mekanisme suatu 
organisasi umtuk mengubah masukan men-
tah menjadi keluaran. 

Karakteristik Lingkungan 

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga 
telah dinyatakan berpengaruh atas efektivi-
tas, keberhasilan hubungan organisasi ling-
kungan tampaknya amat tergantung pada 
tingkat variabel kunci yaitu tingkat ket-
erdugaan keadaan lingkungan, ketepatan per-
sepsi atas keadaan lingkungan,tingkat rasion-
alisme organisasi. Ketiga faktor ini 
mempengaruhi ketepatan tanggapan organ-
isasi terhadap perubahan lingkungan. 

Karakteristik	Pekerja	

Pada kenyataannya para anggota organisasi 
merupakan faktor pengaruh yang paling 
penting karena perilaku merekalah yang da-
lam jangka panjang akan memperlancar atau 
merintangi tercapainya tujuan organisasi. 
Pekerja merupakan sumber daya yang lang-
sung berhubungan dengan pengelolaan 
semua sumber daya yang ada di dalam organ-
isasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat 
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan or-
ganisasi. 

Pekerja merupakan modal utama di da-
lam organisasi yang akan berpengaruh besar 
terhadap efektivitas, karena walaupun tkh-
nologi yang digunakan merupakan teknologi 
yang canggih dan didukung oleh adanya 
struktur yang baik, namun tanpa adanya 
pekerja maka semua itu tidak ada gunanya. 

Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Ma-
najemen 
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Dengan makin rumitnya proses teknologi dan 
perkembangannya lingkungan maka peranan 
manajemen dalam mengkoordinasi orang dan 
proses demi keberhasilan organisasi semakin 
sulit. 

Dari apa yang disampaikan tersebut, 
maka perlu adanya alat ukur apakah aktivitas 
yang telah dilaksanakan tersebut dapat 
berjalan. Alat ukur efektivitas kerja  menurut 
Richard dan M. Steers (1980:192) meliputi 
unsur kemampuan menyesuaikan diri / 
prestasi kerja dan kepuasan kerja : 

Kemampuan	menyesuaikan	diri	

Kemampuan manusia terbatas dalam segala 
hal, sehingga dengan keterbatasannya itu 
menyebabkan manusia tidak dapat mencapai 
pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui 
kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai 
pendapat Ricard M. Steers yang menyatakan 
bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah 
kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap 
organisasi yang masuk dalam organisasi 
dituntut untuk dapat menyesuaikan diri 
dengan orang yang bekerja didalamnya 
maupun dengan pekerjaan dalam organisasi 
tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri 
tersebut dapat berjalan maka tujuan 
organisasi dapat tercapai. 

Prestasi	kerja	

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja ang 
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas
-tugas yang dibebankan kepadanya yang 
didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 
kesungguhan dan waktu (Hasibuan, 
2001:94). Dari pendapat tersebut dapat 
disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pen-
galaman, kesungguhan waktu yang dimiliki 
oleh pegawai maka tugas yang diberikan 
dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung 
jawab yang dibebankan kepadanya. 

Kepuasan	kerja.	

Tingkat kesenangan yang dirasakan 
seseorang atas peranan atau pekerjaannya 
dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu 
bahwa mereka mendapat imbalan yang	
setimpal, dari bermacam-macam aspek 
situasi pekerjaan dan organisasi tempat 
mereka berada. 

Terkait dengan apa yang telah 
dijelaskan oleh Richard M Steers dikaitkan 
dengan kondisi di masa pandemi Covid-19, 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sebagai seorang pekerja atau pun 
karyawan harus menyesuaiakan diri 
dengan  kondisi yang ada pada saat ini. 
Dengan perangkat teknologi informasi 
dan  komunikasi harus dengan cepat 
diserap dan diaplikasi ke dalam 
aktivitas operasional pekerjaan di 
tempat pekerjaan. Aktivitas yang 
biasanya dilakukan dengan tatap muka 
dapat dilakukan dengan secara virtual 
dan penggunaan media-media yang bisa 
digunakan dan yang baru baik dengan 
penggunaan email, WAG, zoom clouds 
meeting mapun aplikasi lainnya yang 
kesemuanya itu karayawan harus cepat 
menyesuiakan diri. 

2. Masa pandemi Covid-19 bukanlah suatu 
rintangan bagi karyawan untuk 
menujukkan prestasi kerjanya kepada 
perusahaan ataupun organisasi 
dimanapun mereka berada. Justru 
sebagai seorang pekerja ataupun 
karyawan harus mampu menunjukkan 
kualitas dan kecakapan di masa sulit ini 
dan tekanan yang demkian besar. 
Perusahaan atau organisasi dimana 
pekerja berada akan memonitor apakah 
sebagai karyawan ataupun pekerja 
mampu menjalankan tugas yang 
diembannya. 

Bilamana point 1 (satu) dan 2 (dua) 
dijalankan dengan baik tentunya karyawan 
ataupun pekerja akan mendapatkan 
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kompensasi yang pantas diberikan oleh 
perusahaan. Minimal karayawan yang 
memenuhi kriteria tersebut dapat 
dipertahankan oleh perusahaan di saat 
kondisi yang sedemikian berat dalam 
menjalankan aktivitasnya di masa pandemi 
Covid-19. 

PENUTUP	

Kesimpulan	

Dari pembahasan yang telah disajikan, 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Dengan adanya kecerdasan emosional 
yang tinggi, seseorang dapat memiliki 
pemahaman kesadaran diri yang baik 
tentang emosi dirinya, memiliki ke-
mampuan mengatur diri, kemampuan 
untuk  mencoba yang terbaik, memiliki 
pemahaman yang baik tentang orang-
orang di sekitarnya serta senantiasa 
memelihara hubungan sosial 
dimanapun tentunya sebagai seorang 
karyawan ataupun pekerja itu berada 
terlebih di masa pandemi Covid-19. 

2. Dalam upayanya pencapaian tujuan 
organsasi ataupun perusahaan, 
efektivitas kerja karyawan atau pekerja 
itu sendiri tergantung perilaku pekerja 
dan setiap pekerja yang masuk dalam 
organisasi dituntut untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan orang yang 
bekerja di dalamnya maupun dengan 
pekerjaan dalam organisasi tersebut 
terlebih pada masa pandemic Covid-19, 
sebagai seorang pekerja ataupun 
karyawan harus mampu bergerak 
dengan cepat dan menyesuiakan diri 
dengan ditunjang kecakapan dan 
penggunaan teknologi saat ini. 

Saran	

Sejalan dengan kesimpulan yang telah 

penulis buat, maka saran-saran yang dapat 
penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Agar tercipta pemahaman yang baik 
dalam hubungan sosial pekerja ataupun 
karyawan dapat terus 
berkesinambungan tentunya organisasi 
ataupun perusahaan dapat 
menyediakan sarana komunikasi yang 
intens baik formal maupun informal 
dengan penggunaan media teknologi 
komunikasi yang saat ini berkembang 
seperti zoom, sisco webex ataupun 
media lainnya sehingga kondosi 
emosional karayawan ataupun pekerja 
itu sendiri dapat terjaga dengan baik 
dan stabil di masa pandemi Covid-19 
ini. 

2. Perlunya organisasi ataupun 
perusahaan untuk memberikan 
tambahan keterampilan bagi pekerja 
ataupun karyawan untuk mendukung 
efektivitas kerja baik melalui pelatihan 
singkat ataupun dukungan sarana 
teknologi yang memang sangat 
dibutuhkan di masa pandemi Covid-19 
ini. 
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PENDAHULUAN	

Latar	Belakang	

Pemerintah Indonesia melalui beberapa ke-
menterian mendorong agar roda ekonomi di 
Indonesia serta di daerah lebih maju  dan 
berkembang kearah kemakmuran masyara-
kat hal tersebut merupakan amanah Undang 
Undang dimana kesejahteraan rakyat meru-
pakan dasar supaya terciptanya kebutuhan 
masyarakat di seluruh Indonesia.  

 Kenyataan dan kondisi perempuan di 
Indonesia masih tertinggal di bandingkan laki 
laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara 
lain bidang social, bidang politik, ekonomi, 
pendidikan dan budaya. Fenomena tersebut 

menggambarkan perempuan masih jadi 
kaum termarjinalkan sehingga pem-
berdayaan perempuan memiliki bidang gara-
pan luas untuk di kembangkan dan di 
berdayakan. Kemampuan perempuan dalam 
pemberdayaan di bidang ekonomi merupa-
kan indikator meningkatnya kesejahteraan. 

 Perkembangan ekonomi baik di tingkat 
pusat ataupun daerah terletak pada Sum-
berdaya Manusia dan beberapa penunjang 
akan tumbuhnya ekonomi. Salah satu penun-
jang  utama adalah pelaku serta masyarakat 
selaku subjek yang melakukan roda ekonomi 
khususnya di daerah. Pelaksana roda 
ekonomi di jalankan oleh masyarakat dalam 
cakupun pelaksana adalah keluarga dimana 
laki-laki dan perempuan dituntut untuk 

Ekonomi	Perempuan	di	Kabupaten	Bekasi:	Studi	Deskriptif	
Pemberdayaan	Ekonomi	Perempuan	

Z. Abd. Rohman* 
*) Dosen Tetap Program Studi Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta 

Email Kontributor: abdulrohman7032@gmail.com 

ABSTRAK	
	

Pemberdayaan	 ekonomi	 perempuan	 di	 Kabupaten	Bekasi	menggambarkan	 kegiatan	 pemberdayaan	 perempuan	 di	
berbagai	sektor	khusnya	bidang	ekonomi	dan	beberapa	bidang	penunjang	yang	di	sajikan	dalam	bentuk	data	yang	
melibatkan	 perempuan	 melalui	 beberapa	 program	 yang	 di	 galakan	 oleh	 pemerintah	 guna	 peningkatan	 kualitas	
perempuan	 khusnya	 pemberdayaan	 ekonomi	 perempuan	 melalui	 Usaha	 Mikro	 Kecil	 Menengah	 (UMKM).	 Data	
ekonomi	 yang	 melibatkan	 perempuan	 di	 Kabupaten	 Bekasi	 serta	 pekerjaan	 yang	 harus	 dilakukan	 terkait	 dengan	
elemen	pemberdayaan	perempuan	untuk	meningkatkan	kesejahteraan	ekonomi	perempuan.	Tujuan	dari	tulisan	ini	
adalah	untuk	mengetahui	sejauh	mana	keterlibatan	perempuan	dalam	akses	ekonomi,	kesempatan	mengembangkan	
potensi	 ekonomi,	 serta	 data	 ekonomi	 Kabupaten	 Bekasi	 khususnya	 yang	 melibatkan	 perempuan	 sebagai	 subjek	
pengelola	bisnis	kecil	mereka	dan	keterlibatan	perempuan	di	organisasi	guna	pengembangan	manajemen	bisnis.	Ini	
akan	 membantu	 mereka	 mendapatkan	 akses	 ke	 sumber	 ekonomi,	 mencapai	 posisi	 yang	 sama,	 memiliki	 pasar,	
keuangan	 dan	 keterampilan	 bisnis	 untuk	 meningkatkan	 pertumbuhan	 bisnis	 perempuan	 sendiri.	 Penelitian	 ini	
menggunakan	 model	 kualitatif	 dengan	 mengumpulan	 data	 sekunder	 dari	 beberapa	 organisasi	 perangkat	 daerah	
(OPD)	di	Lingkungan	Pemerintah	Kabupaten	Bekasi.	

Kata Kunci : Ekonomi Perempuan, UMKM Kab Bekasi, Data Ekonomi Kab Bekasi 2019 	
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produktif dalam menjalankan roda ekonomi 
keluarga.  

Seiring pembangunan yang terus ber-
jalan dan pertumbuhan penduduk yang pesat, 
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu ka-
bupaten dengan tingkat perkembangan 
penduduk urban tinggi di Jawa Barat mem-
iliki tugas dalam Indeks Pembangunan Manu-
sia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) 
dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). 
Mengingat kompleksnya permasalahan upaya 
meningkatkan pembangunan manusia dan 
pemberdayaan gender, hendaknya upaya 
yang dilakukan adalah menyelesaikan ber-
dasarkan skala prioritas, dimulai dari hal-hal 
terkecil dan dukungan dari stakeholder yang 
saling bersinergi yang dapat menumbuhkan 
optimisme keberhasilan dalam pembangunan 
khusus pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Permasalahan	

Dalam kajian ini akan di sajikan berbagai data 
khsusnya tentang: 

1. Gambaran ekonomi perempuan di Ka-
bupaten Bekasi. 

2. Gambaran UMKM yang melibatkan per-
empuan Kab. Bekasi sebagai pelaku uta-
ma. 

3. Analisis keterlibatan perempuan dalam 

menopang ekonomi keluarga. 

4. Tersajinya informasi perempuan bidang 
ekonomi dan sumberdaya manusia dan 
bidang lainnya sebagai penunjang pem-
berdayaan ekonomi perempuan . 

KAJIAN	TEORI	

Data	Umum	Kabupaten	Bekasi	

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Bekasi dilihat dalam proyeksi angka 
“Kabupaten	 Bekasi	 dalam	 Angka	 2019” di 
sebutkan bahwa rasio jenis kelamin  dari 
tahun 2013- 2018 tetap dalam angka 104 
maka dapat disimpulkan rasio maskulinitas  
terdapat 104 anak laki-laki lahir untuk setiap 
100 kelahiran anak perempuan. Dijelaskan 
dalam Tabel 1. 

Pertumbuhan penduduk perempuan di Kabu-
paten Bekasi lebih rendah yaitu 4,29% 
dibandingkan pertumbuhan penduduk laki-
laki yang dalam posisi 5,14%. Hal ini menjadi 
perhatian khusus bagi pemerintah daerah 
Kabupaten Bekasi dalam pengambilan kepu-
tusan yang berkeadilan. Meskipun demikian, 
komitmen pemerintah pusat maupun daerah 
untuk memahami kapasitas perempuan da-
lam pembangunan sangat diperlukan. 

	Perempuan	dalam	Konsep	Pembangunan	
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Perempuan  Indonesia telah melintasi sejarah 
yang panjang. Namun hal ini belum menjadi-
kan perempuan-perempuan Indonesia 
mendapatkan hak yang sama dalam gender. 
Tantangan tersebut bukan hanya dihadapi 
oleh Pemerintah Indonesia, akan tetapi sudah 
menjadi tantangan global bagi masyarakat 
dunia.  Ada tiga indikator yang menjadi 
prasyarat untuk mengetahui Human	Develop-
ment	 Index atau IPM di  setiap negara. Indi-
kator-indikator tersebut diantaranya adalah; 
Angka harapan hidup, pencapaian pendidi-
kan, dan standar hidup perempuan. Jika tiga 
indikator ini sudah tercapai dengan benar, 
maka Indonesia akan masuk ke dalam 
tercapainya persamaan hak bagi setiap warga 
negara. 

Menilik rencana pembangunan yang 
ada di Kabupaten Bekasi yang tertuang Da-
lam salah satu poin penjabaran Visi dan Misi 
Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 me-
nyebutkan bahwa “Pengarusutamaan Gender 
melalui pemberian pelatihan keterampilan 
kepada kaum perempuan yang berorientasi 
terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis 
wilayah dengan sasaran; meningkatnya pem-
berdayaan perempuan dalam pembangunan. 

Perempuan	Dalam	Konsep	Ekonomi	

Ekonomi	Keluarga		

Ekonomi keluarga didasari dengan konsep 
ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmu yang 
termasuk ke dalam ilmu sosial mengkaji ma-
salah utama yaitu kelangkaan. Kelangkaan 
merupakan keadaan yang disebabkan oleh 
kombinasi yang tidak seimbang antara 
keinginan tidak terbatas dengan sumber daya 
yang terbatas. Ketidakseimbangan tersebut di 
dalam ekonomi rumah tangga terbantu dalam 
pengambilan keputusan yang lebih baik, juga 
membantu pilihan yang terbaik bagi rumah 
tangga (Doriza, 2015: 6-7).  

Ekonomi keluarga akan membentuk suatu 
status ekonomi di dalam sebuah masyarakat. 

Status ekonomi ditentukan oleh beberapa 
faktor yaitu pendidikan, pekerjaan, keadaan 
ekonomi, latar belakang budaya, dan penda-
patan. Status ekonomi dengan berbagai 
faktor tersebut di dalam ekonomi keluarga 
hal-hal tersebut dapat diperhitungkan 
dengan jelas. Keadaan ekonomi dan pendapa-
tan suatu keluarga dapat mempengaruhi gaya 
hidup anggota dalam keluarga tersebut 
(Friedman, 1998: 45).  

Terdapat tiga pokok kajian dalam 
ekonomi keluarga. Pertama, apa yang harus 
dihasilkan oleh keluarga. Ekonomi keluarga 
akan membahas tentang kebutuhan dan 
keinginan keluarga. Kedua, bagaimana cara 
yang digunakan keluarga untuk 
menghasilkannya. Ketiga, untuk siapa barang 
atau jasa yang dihasilkan (Doriza, 2015: 8-
14).  

Pendapatan	Keluarga		

Pola pekerjaan dihubungkan dengan tingkat 
pendapatan dan tingkat pengeluaran untuk 
konsumsi rumah tangga dapat 
mempengaruhi penggolongan ekonomi yang 
terdapat pada suatu masyarakat. Sebuah ru-
mah tangga dikatakan mampu atau tidak 
mampu dalam perekonomianya dapat dilihat 
dari tingkat pendapatan dan tingkat penge-
luaran rumah tangga tersebut. Pernyataan 
tingkat pendapatan rumah tangga seringkali 
menggambarkan suatu gejala yang 
“understated” dan pernyataan tingkat penge-
luaran “overstated” (Sajogjo, 1985: 184).  

Pendapatan, harga, dan selera 
mempengauhi permintaan terhadap barang 
dan jasa bagi keluarga yang akan 
mempengaruhi kepuasan maksimal yang 
12diperoleh. Pendapatan keluarga memiliki 
atribut yang melekat yaitu permintaan untuk 
makanan dan semua barang lain. Pendapatan 
suatu keluarga yang meningkat akan mening-
katkan pula permintaan terhadap barang 
atau jasa. Jika terjadi peningkatan per-
mintaan terhadap barang berarti pening-
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katan pendapatan. Sebaliknya, jika terjadi 
penurunan permintaan akan barang, itu be-
rarti penurunan pendapatan (Doriza, 2015: 
86-87).  

Perempuan	dalam	Ekonomi	Keluarga		

Perempuan memiliki keterbatasan yaitu se-
bagai individu dalam beberapa hal, antara 
lain adalah pendidikan, pengalaman dan ket-
erampilan, kesempatan kerja, dan faktor ide-
ologis yang menjadi alasan perempuan lebih 
memilih lapangan kerja dengan status dan 
upah yang rendah. Dengan bekerja perempu-
an berharap akan ada perubahan bagi ke-
hidupan rumah tangganya. Sehingga sebagian 
perempuan memilih bekerja di industri ru-
mah tangga karena industri rumah tangga 
mampu memberikan dan membuka lapangan 
kerja bagi diri perempuan sendiri dan rumah 
tangganya (Suratiyah, 1996: 19).  

Status perempuan dalam ekonomi ru-
mah tangga di Indonesia tergolong cukup 
tinggi. Perempuan memiliki suatu tanggung 
jawab untuk memberikan kontribusi dalam 
ekonomi keluarganya. Tanggung jawab per-
empuan itu tercermin dalam satu istilah yang 
berkembang pada masyarakat terkait sum-
bangan pendapatan suami dan istri dalam 
rumah tangga masyarakat Jawa yang disebut 
dengan istilah duwit	lanang	lan	duwit	wedok. 
Status yang demikian menjadikan peran per-
empuan sebagai anggota keluarga menjadi 
penting, terutama dalam ekonomi keluarga 
(Abdullah, 2006: 200-201).  

Pekerjaan yang dilakukan perempuan 
meliputi kegiatan di bidang pertanian dan di 
luar pertanian seperti buruh tani, buruh, 
berdagang, jasa, mengambil barang dari alam. 
Kegiatan tersebut ternyata tidak saja dil-
akukan oleh perempuan dari rumah tangga 
pada lapisan yang tidak mampu, tetapi juga 
dilakukan oleh perempuan dari kalangan ru-
mah tangga yang mampu. Jika dorongan 
bekerja bagi perempuan yang tidak mampu 
itu lebih banyak untuk menambah pendapa-

tan rumah tangganya, jelas bahwa motivasi 
yang terdapat pada perempuan yang mampu 
adalah berbeda (Sajogjo, 1985: 302).  

Posisi perempuan dalam bidang 
pekerjaan baik di sektor formal maupun sis-
tem kerja borongan selama ini memang tetap 
dalam posisi marginal. Perempuan di sektor 
formal terutama pabrik-pabrik, perempuan 
bekerja dengan upah rendah, banyak diupah 
dengan sistem harian/minggunan tanpa ja-
minan sosial apa pun. Kaum perempuan ser-
ing diberhentikan kapan saja karena peran 
reproduksi, terlebih karena hamil, me-
lahirkan, atau menikah (Sihite, 2007: 111). 

PEMBAHASAN	

Perempuan	dan	Ekonomi	

Peran	perempuan dan sumberdaya ekonomi 
adalah isu yang tidak bisa dipisahkan, selain 
peran domestik sebagai istri dan ibu rumah 
tangga yang bertugas sebagai pengelola ru-
mah tangga, perempuan juga di tuntut untuk 
pandai mengatur segala kebutuhan �inansial 
mereka dengan membangun jaringan sosial 
dalam lingkungan sekitar. Serta  bagaimana 
peran perempuan dari kelompok miskin 
perkotaan dalam membangun strategi ber-
tahan dengan keterbatasan ekonomi keluar-
ga. 

Perempuan dan aktivitas mereka yang 
nantinya selain sebagai pemenuhan �inansial 
keluarga, aktivitas tersebut sebagai tempat 
membangun jaringan sosial yang berbentuk 
koperasi, arisan dll.  Dalam hal ini tidak ter-
lepas dari usaha mikro, kecil dan menengah 
di setiap wilayah yang menyasar para per-
empuan pruduktif yang diharapkan mampu 
meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Gambar 1  menggambarkan jumlah 
UMKM Binaan tahun 2017 di setiap Kecama-
tan di Kabupaten Bekasi. 

Dalam Gambar 1 dapat terlihat dengan 
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jelas bahwa daerah-daerah yang jumlah 
UMKM binaannya lebih banyak adalah daerah 
yang padat penduduk.  Tambun Selatan 
dengan jumlah UMKM 123 dan Cibitung 
dengan jumlah UMKM 111 diharapkan mam-
pu menyerap tenaga pekerja dengan baik.  

Tambun Selatan dengan jumlah 
penduduk perempuan sebanyak 195,279 dan 
Cibitung dengan jumlah penduduk perempu-
an 96,054 diharapkan ikut merasakan dam-
pak positif dari banyaknya UMKM binaan ter-
sebut. Selain UMKM sebagai penopang 
ekonomi masyarakat ada peran koperasi se-
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bagai tempat menabung dan simpan pinjam 
yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.  

Dilihat dari Gambar 1 dan 2, bahwa 
penurunan jumlah UMKM binaan di Kabupat-
en Bekasi sangat jelas terlihat pada tahun 
2018 berjumlah 201 UMKM, padahal sektor 
UMKM memiliki peranan penting dalam men-
dorong pertumbuhan perekonomian di Kabu-
paten Bekasi. UMKM bukan hanya mampu 
memberikan dampak langsung terhadap ke-
hidupan masyarakat di sektor bawah dan 
menengah, akan tetapi sebagai sarana 
masyarakat dalam membuka peluang peker-

jaan.  

Dalam kelompok koperasi, sejauh mana 
peran koperasi terhadap perempuan di Kabu-
paten Bekasi secara garis besar dapat dilihat 
dalam Tabel 2. 

Dari 26 koperasi yang ada di Kabupaten 
Bekasi  sangat disayangkan hanya 13 
koperasi yang mempunyai anggota baik ang-
gota laki-laki maupun perempuan. Hara-
pannya melalui koperasi ini perempuan 
dapat berkiprah tanpa harus terhambat ide-
ologi patriaki yang kurang menguntungkan. 
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Karena dalam koperasi tidak mengenal dis-
krimani gender, adat dan budaya serta aga-
ma. Melainkan budaya kebersamaan dalam 
koperasi dapat menjadi pembelajaran untuk 
setiap anggotanya, diantaranya mengubah 
mental anggota koperasi, seperti kebiasaan 
meminjam dan membelanjakan menjadi me-
nyimpan, kebiasaan ketergantungan menjadi 
tumbuhnya kemandirian. 

Dari tabel  diatas anggota perempuan 
yang paling banyak terdapat pada koperasi 
karyawan yaitu sebanyak 10,473 perempuan 
tercatat sebagai anggota koperasi karyawan. 
Koperasi yang digawangi para karyawan ini 
dapat menjadi mitra bisnis yang saling 
menguntungkan baik untuk perusahaan mau-
pun untuk karyawan sendiri. Selain itu 
koperasi membangun hal-hal yang positif da-
lam berorganisasi dan bersosialisai.  

Program Kabupaten Bekasi dalam pem-
berdayaan masyarakat sebetulnya sudah ber-
jalan dengan adanya program DAPM yaitu 
Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat, 
dimana masyarakat dipermudah dalam 
pengembangan usaha mikro kecil. Dalam hal 

ini perlunya peran stakeholder dan 
pemerintah dalam menjalin kerjasama pem-
berdayaan masyarakat guna meningkatkan 
kemandirian masyarakat khususnya per-
empuan untuk meningkatkan kesejahter-
aannya. Komitmen pemerintah daerah dalam 
DAPM perlu diperkuat dengan pendampingan 
yang berkelanjutan. DAPM diharapkan masuk 
dalam pemberdayaan perempuan melalui 
pengembangan keuangan mikro. 

Program lain di Dinas Koperasi  dan 
UMKM adalah sosialisai pentingnya 
menabung sejak usia dini, dimana memberi 
pengertian terhadap perempuan akan pent-
ingnya menabung guna mengantisipasi kebu-
tuhan yang tidak terduga.  

Untuk mendukung ketersediaan data 
dan informasi dalam kesenjangan ekonomi 
terkait ketimpangan gender dalam pasar ker-
ja, serta lemahnya akses perempuan dalam 
pasar kerja di Kabupaten Bekasi, oleh karena 
itu dibutuhkan jumlah penduduk 15 tahun 
keatas yang bekerja menurut lapangan kerja 
dan jenis kelamin. 
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 Pemberdayaan perempuan sangat erat 
hubungannya dengan pembangunan 
ekonomi, seperti dua mata sisi koin, satu sisi 
pembangunan ekonomi dapat merubah kon-
disi perempuan dan mengikis ketimpangan 
gender. Sedangkan sisi lainnya keterlibatan 
perempuan adalah kunci keberhasilan per-
tumbuhan ekonomi suatu daerah/kota. 

Gambar 4 memperlihatkan jumlah CTKI 
yang di dominasi pada pekerjaan/ jabatan 

house	 maid atau asisten rumah tangga 
sebanyak 170 orang di tahun 2014 dan 68 
orang pada tahun 2018 hal ini menandakan 
kecilnya kuantitas CTKI di Kabupaten Bekasi. 

Meskipun Kabupaten Bekasi bukan 
merupakan wilayah kon�lik, akan tetapi berk-
omitmen untuk terus meningkatkan pem-
berdayaan perempuan melalui program-
program yang ada salah satunya adalah PEK-
KA (Pemberdayaan Perempuan Kepala 
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keluarga). 

Kenyataan bahwa banyaknya kelompok 
miskin masyarakat Indonesia di kepalai oleh 
perempuan dengan rentang usia 20-60 tahun 
diantaranya disebabkan oleh  tindakan 
kekerasan dalam rumah tangga, status yang 
mengambang oleh suami, perempuan hamil 
yang ditinggal oleh laki-laki yang tidak ber-
tanggung jawab, istri yang suaminya sakit 
atau cacat , lajang yang belum kawin tapi me-
nanggung beban keluarga dan persoalan yang 
mirip dengan janda pada umumnya. 

Peran pemerintah daerah lainnya dalam 
peningkatan kesejahteraan hidup perempuan 
dan anak di Kabupaten Bekasi adalah ter-
bentuknya salah satu kelompok diantaranya 
PEKKA. PEKKA berfokus meningkatkan akses 
perempuan kepada program-program perlin-
dungan sosial dari pemerintah maupun ini-
siatif komunitas 

Perempuan	dan	Organisasi	Publik	

Organisasi	Eksekutif	(Pemerintah	Daerah)	

Perempuan yang berkecimpung dalam lem-
baga eksekutif yang bisa dan mampu me-
nyuarakan sebagain suara perempuan dalam 
usaha mencapai tujuan di Kabupaten Bekasi 
adalah lembaga eksekutif (Lingkup 
Pemerintah Dearah Kabupaten Bekasi) Gam-
bar 5  menjelaskan tentang partisipasi per-
empuan di lembaga eksekutif tahun 2017-
2018.  

Dalam Gambar 5 dominasi ASN 
golongan tiga (III) adalah perempuan dengan 
jumlah  4.109 orang dan laki-laki berjumlah 
2,899 orang, sedangkan untuk golongan II 
dan IV meskipun laki-laki lebih dominan 
namun mempunyai selisih sangat kecil. 
Dalam jumlah ASN menurut golongan baik 
perempuan dan laki-laki tidak  terlihat 
adanya perbedaan yang signi�ikan. 

Pada tahun 2018, berdasarkan gra�ik 
dibawah dapat kita lihat bahwa jumlah domi-
nan adalah perempuan golongan tiga (III) 
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berjumlah 4.077 orang dan laki-laki ber-
jumlah 2.777. Untuk golongan lainnya baik 
laki-laki mempunyai selisih yang sangat kecil. 
Namun jika dilihat berdasarkan jumlah pada 
tahun 2018 terdapat adanya pengurangan di 
setiap jumlah, baik laki-laki maupun per-
empuan. Hal ini dimungkinkan adanya be-
berapa ASN yang sudah pensiun di setiap go-
longan di Kabupaten Bekasi. Lebih jelasnya 
dapat dilihat dalam gra�ik perbandingan ASN 
menurut golongan di Kabupaten Bekasi tahun 
2017-2018. 

Gambar 6 menggambarkan jabatan 
struktural menurut jenjang dan jenis kelamin 
di Kabupaten Bekasi tahun 2017, kedudukan 
jabatan struktural bertingkat-tingkat, dari 
tingkat terendah pejabat eselon IV/b dan 
tingkat tertinggi pejabat eselon I/a. 

Peranan perempuan dalam pejabat 
struktural di lingkungan pemerintah Kabu-
paten Bekasi, dominasi perempuan berada 
pada tingkat eselon IV/a sebanyak 194 orang. 
Untuk eselon II.b , III.a dan III.b didominasi 
oleh laki-laki.	

 Dari hasil survey yang telah dilakukan 
di masyarakat menyatakan bahwa pendidi-
kan bagi perempuan sangatlah penting. Hal 
ini sesuai dengan data gra�ik ASN menurut 
tingkat pendidikan dan jenis kelamin, pen-
didikan perempuan di setiap jenjang masih 
unggul secara kuantitas dari laki-laki. 
Kesadaran akan pentingnya pendidikan un-
tuk perempuan saat ini sangat menggembi-
rakan. Harus diingat pentingnya pendidikan 
tinggi untuk perempuan bukan untuk 
menyaingi laki-laki, akan tetapi untuk men-
didik generasi penerus bangsa yang berkuali-
tas. Selanjutnya, perempuan yang mempu-
nyai pendidikan yang tinggi maka sudah 
dapat dipastikan memiliki wawasan yang lu-
as, yang nantinya menjadi pegangan dalam 
keluarga. Terakhir, perempuan yang mempu-
nyai pendidikan yang tinggi mampu mem-
berikan motivasi kepada dirinya, keluarga, 
dan masyarakat sekitar untuk menciptakan 
lingkungan yang baik bagi keluarga dan 
masyarakat.   

Organisasi	Legislatif	

Perempuan yang berkecimpung dalam 
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di lembaga legislatif merupakan perempuan 
yang masuk dunia politik yang tidak bisa di-
anggap sebelah mata. Kiprah perempuan da-
lam politik sebenarnya sudah diatur dalam 
Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik, yaitu melibatkan minimal 30% 
perempuan. Namun demikian  tercatat sejak 
tahun 1999 sampai 2019 jumlah perempuan 
kurang dari 30%. Dalam gra�ik dibawah ini 
jelas persentase perempuan dalam  lembaga 
legislatif.  

Akselerasi kebutuhan perempuan da-
lam parlemen sangat dibutuhkan untuk me-
wakili suara perempuan di lembaga ini, se-
dangkan istilah quota dalam caleg masih me-
makai kata “jatah” perempuan dalam berpoli-
tik ini lebih kepada sebagai pengembira. Hal 
ini menjadi tantangan untuk semua perempu-
an di kursi parlemen dalam menyeruakan 
suara perempuan yang sangat komplek. 

Proses politik yag tidak mudah ini me-
wajibkan perempuan harus terlibat dalam 
pengurus harian partai terlebih dahulu. 
Keterlibatan perempuan dalam partai dapat 
di lihat dalam gra�ik dibawah ini.  Perempuan 
yang berpolitik di Kabupaten Bekasi bisa 
dikatakan masih sangat sedikit, dikarenakan 
masih tingginya budaya patriaki dikese-
luruhan daerah, baik daerah pedesaan mau-

pun daerah perkotaan. Hal ini  bukan berarti 
hambatan untuk pengarustamaan gender, ta-
pi berimbangnya kesadaran perempuan akan 
kodratnya sebagai perempuan yang 
berkewajiban mendidik generasi-generasi 
muda yang berkualitas. 

Dalam Gambar 7 terlihat tiga (3) jumlah 
perempuan terbanyak yang aktif dalam partai 
tahun 2017.  Pertama, jumlah terbanyak per-
empuan terdapat di partai Hanura yaitu 
sebanyak 31 perempuan dari 62 atau laki-
laki. Selanjutnya partai Demokrat memiliki  
perwakilan 25 perempuan dari 48. Dan tera-
khir partai Gerindra sebanyak 21 perempuan 
dari 46 laki-laki. Jika dilihat dari angka terse-
but terihat adanya peningkatan terhadap 
partisipasi caleg perempuan dalam partai. 
Namun pada akhirnya masih sedikit per-
empuan yang duduk diparlemen. 

Hal tersebut terjadi karena adanya sis-
tem proposional tertutup dimana penentuan 
keterpilihan berdasarkan nomor urut dari 
partai, tidak berdasarkan jumlah suara yang 
diterima. Namun pada tahun 2009 diberla-
kukannya sistem zypper yang mengharuskan 
parpol untuk menyertakan sekurang-
kurangnya satu caleg perempuan diantara 
tiga calon yang berurutan nomor urut. 
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Organisasi	Perempuan	

Sebanyak 35 organisasi wanita di kabupaten 
Bekasi tergabung ke dalam satu wadah 
(forum) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 
kabupaten Bekasi. GOW mencakup berbagai 
latar belakang profesi dan kegiatan yang 
secara kolektif memberikan sumbangsihnya 
bagi pembangunan di berbagai bidang di Ka-
bupaten Bekasi di bidang pendidikan, 
kesehatan, sosial dan ekonomi di Kabupaten 
Bekasi. Hal ini menunjukkan besarnya 
kepedulian organisasi kaum perempuan da-
lam pembangunan. Organisasi yang ter-
gabung dalam GOW Kabupaten Bekasi adalah 
sebagai berikut: 

1. Dharma Wanita Persatuan (DWP) 
2. Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) 
3. Bhayangkari 
4. Persit Kartika Chandra Kirana 
5. Ikatan Kekeluargaan Istri ` (IKIAD) 
6. Dharma Yukti Kartini 
7. Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) 
8. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 
9. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

(IWAPI) 
10. Muslimat NU 
11. Fatayat NU 
12. Aisyiyah Muhammadiyah 
13. Nasyi'atul Aisyiyah 
14. Salimah 
15. Perempuan Hindu 
16. Perempuan Budha 
17. Perempuan Kong Hu Chu 
18. Persatuan Wanita Republik Indonesia 

(PERWARI) 
19. Wanita Katolik Republik Indonesia 

(WKRI) 
20. Alisa Khadijah-ICMI 
21. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia 

(IPEMI) 
22. Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia 

(IPHI) Pancawati 
23. Himpunan Ahli Rias Pengantin Indone-

sia (HARPI) Melati 
24. Tiara Kusuma 
25. Wanita Lumbung Informasi Rakyat 

(LIRA) 
26. Perkumpulan Perempuan Wirausaha 

Indonesia (PERWIRA) 
27. Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kepen-

didikan Anak Usia Dini Indonesia  
28. (HIMPAUDI) 
29. Forum Komunikasi Majlis Taklim 

(FKMT) 
30. Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT) 
31. Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP) 
32. Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) 
33. Pusat Kajian Masyarakat Desa 

(PUSKADAMA) 
34. Korps PMII Puteri (KOPRI) 
35. Perempuan Srikandi 
36. Kaukus Politik Perempuan Indonesia 

(KPPI) 

PENUTUP	

Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang 
ekonomi perempuan di Kabupaten Bekasi. 
Tulisan ini dilakukan karena adanya keterse-
diaan data primer dan sekunder untuk 
melihat pencapaian indikator pemberdayaan 
perempuan, meliputi partisipasi perempuan 
dan laki-laki di sektor public dan program 
kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan 
di Kabupaten Bekasi. 

Kesimpulan	

Dengan bergesernya Paradigma masyarakat 
tentang peran perempuan menjadikan 
sebagian masyarakat telah mengakui peran 
perempuan di segala aspek pembangunan 
meskipun sebagian masyarakat secara 
historis masih mengakui bahwa laki-laki 
memiliki struktur yang istimewa 
dibandingkan perempuan.  Laki-laki adalah 
makhluk yang kuat dan pemegang kendali 
baik dalam keluarga maupun dalam 
masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan 
dari budaya Partriarki yang medudukkan laki 
– laki sebagai makhluk superior dan per-
empuan sebagai makhluk inverior.  

Isu strategis kesetaraan gender dan 
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pemberdayaan ekonomi perempuan adalah 
peningkatan kualitas hidup dan peran per-
empuan dalam berbagai bidang khususnya 
akses ekonomi guna meningkatkan kualitas 
hidup dan perkembang ekonomi perempuan,  

Peningkatan IPM Kabupaten Bekasi pa-
da tahun 2018 diantaranya disebabkan kare-
na pesatnya pembangunan industri, bisnis 
perdagangan dan jasa di Kabupaten Bekasi 
saat ini. Kesimpulan lain yang dapat diambil 
dari  tulisan ini sebagai berikut; 

1. Jumlah penduduk melek huruf tidak 
ditemukan adanya perbedaan baik laki-
laki maupun perempuan. Dengan 
demikian pentingnya pendidikan yang 
merata antara laki-laki dan perempuan 
sudah dilakukan oleh masyarakat Kabu-
paten Bekasi. 

2. Perempuan yang terlibat di bidang 
Ekonomi, tahun 2017 Jumlah UMKM 
sejumlah 825 yang tersebar di Kabupat-
en Bekasi, namun pada tahun 2018 
UMKM berjumlah 201, padahal seperti 
diketahui UMKM diharapkan mampu 
menyerap tenaga-tenaga perempuan di 
Kabupaten Bekasi dengan baik.  

Sulitnya bidang pekerjaan di Kabupaten 
Bekasi bagi perempuan menjadikan sebagian 
perempuan mencari mata pencaharian 
dengan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indone-
sia). Hal ini dapat disimpulkan masih adanya 
ketimpangan dalam pasar kerja bagi per-
empuan di Kabupaten Bekasi. Perempuan da-
lam sektor Publik dirasa kurang dari data 
akan keterwakilan perempuan di jabatan dan 
pengurus organisasi yang ada di Kabupaten 
Bekasi 

Rekomendasi 

1. Pemerintah daerah melibatkan dan 
memberikan ruang bagi perempuan-
perempuan yang mempunyai misi, visi 
dan program untuk berpartispasi dalam 

kegiatan di berbagai sektor guna 
mendukung konekti�itas ekonomi 

2. Peningkatan peran perempuan dalam 
menunjang ekonomi keluarga wajib 
ditingkatkan dengan memberikan 
pelatihan dan modal usaha yang akan 
berdampak pada kemandirian dan 
kesejahteraan keluarga, serta 
meningkatkan aksesibilitas perempuan 
dalam bursa kerja sehingga mampu 
meningkatkan kualitas perempuan di 
Kabupaten Bekasi. 

3. Pemerintah daerah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas pemberdayaan ekonomi 
perempuan melalui regulasi, sosialisasi, 
sarana dan prasarana, dan bentuk 
kegiatan lainnya.  

4. Untuk peningkatan ekonomi 
perempuan perlu adanya koordinasi 
lintas sektor terkait, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia 
usaha serta  Lembaga Lainnya yang 
memiliki kepedulian terhadap 
pemberdayaan ekonomi perempuan. 
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PENDAHULUAN	

Kader Posyandu merupakan pilar utama 
penggerak pembangunan khususnya di bi-
dang kesehatan sehingga banyak yang me-
nyebutnya sebagai kader kesehatan. Mereka 
secara swadaya dilibatkan oleh PUSKESMAS 
(Pusat Kesehatan Mayarakat) dalam kegiatan 
pelayanan kesehatan desa yang salah satunya 
adalah pemeriksaan tumbuh kembang pada 
balita. Tanpa mereka kegiatan pelayanan 
kesehatan di desa tidak banyak artinya 
(Mardiati, 2007:46)  

Tugas dari kader kesehatan masyarakat 
atau lebih dikenal dengan sebutan kader Po-
syandu adalah sebagai pemberi informasi dan 
pelaku penyuluhan kepada masyarakat ten-
tang informasi masalah kesehatan. Kader 

kesehatan harus mempunyai bekal penge-
tahuan dan ketrampilan untuk menyam-
paikan informasi dalam penyuluhan 
(Sulastyawati. et al, 2007). 

Kader kesehatan merupakan sasaran 
yang tepat dalam pelaksanaan program 
kesehatan karena dianggap sebagai tempat 
rujukan pertama pelayanan kesehatan. Kader 
kesehatan dilatih dan berfungsi sebagai mon-
itor, pengingat dan pendukung untuk mem-
promosikan kesehatan (Wang, 2012).  

Menurut WHO, kader kesehatan 
masyarakat seharusnya membantu 
pemerintah daerah setempat dan masyarakat 
setempat untuk mengambil inisisatif dan 
memperlihatkan adanya kemauan untuk se-
tiap kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

Peranan	Kader	Posyandu	Dalam	Meningkatkan	Pelayanan	
di	Posyandu	Anggrek	I	RW	015	Kelurahan	Jatirahayu,	Keca-

matan	Pondok	Melati,	Kota	Bekasi		

Widyaningsih Setiawan* dan M. Zikri Kurniawan* 
*Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta 

**Dosen Tetap Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta 

ABSTRAK	
	

Penelitian	 ini	membahas	 tentang	peranan	kader	Posyandu	dalam	meningkatkan	pelayanan	di	Posyandu	Anggrek	 I	
RW.015	 Kelurahan	 Jatirahayu,	 Kecamatan	 Pondok	 Melati,	 Kota	 Bekasi.	 Tujuannya	 untuk	 memberikan	 gambaran	
bagaimana	 bentuk	 peranan	 kader	 dalam	 meningkatkan	 pelayanan	 kepada	 masyarakat	 serta	 dukungan	 dan	
hambatan	 apa	 saja	 yang	 ada	 di	 Posyandu	 Anggrek	 I.	 Penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 kualitatif	 dengan	 desain	
deskriptif.	 Hasil	 dari	 penelitian	 ini	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 dengan	 adanya	 kader,	 masyarakat	 akan	 mudah	
mendapatkan	 pelayanan	 di	 Posyandu,	 serta	 mendapatkan	 motivasi	 dari	 kader	 posyandu	 untuk	 peduli	 terhadap	
kesehatannya.	

Kata Kunci : Peranan Posyandu, Pelayanan Posyandu 	
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membangun masyarakat. Kader kesehatan 
masyarakat seharusnya dapat menyelesaikan 
masalah tentang kesehatan yang terjadi dan 
dapat menyelesaikan masalah di wilayah ter-
sebut dengan menggunakan sumber daya 
masyarakat setempat, dan tentu saja dalam 
batas biaya yang masih dapat dicapai oleh 
masyarakat setempat pula. 

Kader Kesehatan sebagai salah satu 
sumber informasi bagi masyarakat me-
megang peranan penting dalam kebenaran 
informasi yang diterima oleh masyarakat se-
bagai modal dalam pembentukan perilakunya 
terutama di bidang kesehatan, tidak hanya 
bekal pengetahuan dari kader kesehatan saja 
yang dibutuhkan dalam keberhasilan suatu 
penyuluhan, tetapi juga keterampilan dari 
kader kesehatan tersebut untuk menyam-
paikan informasi (Suliha et al, 2002). 

Posyandu Anggrek I menjadi salah satu 
Posyandu yang berada di lingkungan Ke-
lurahan Jatirahayu, di dalam kegiatan pelaya-
nannya Posyandu Anggrek I turut mem-
berdayakan para kader yang ada di bawah 
binaanya. Latar belakang pendidikan para 
kader yang bukan pendidikan kesahatan 
menjadikan para kader Posyandu Anggrek I 
memerlukan pelatihan agar pelayanan di Po-
syandu dapat berjalan optimal. 

Dalam upaya menjaga kesehatan 
masyarakat serta meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), Posyandu Ang-
grek I menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan ditingkat dasar. Kegiatan pela-
yanan dasar yang diberikan meliputi; 
Imunisasi, Penimbangan dan PMT 
(Pemberian Makanan Tambahan), Pemberian 
Vitamin A, Pemberantasan Sarang Nyamuk 
dan selain kegiatan tersebut, di Posyandu 
Anggrek I telah menyelenggarakan penyulu-
han tentang upaya pemeliharaan kesehatan 
dengan di bantu oleh petugas Puskesmas Jati-
rahayu. Perkembangan kegiatan Posyandu ini 
sejalan dengan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat yang semakin meningkat teruta-

ma di bidang kesehatan. 

Seluruh rangkaian kegiatan dalam 
penyelenggaraan posyandu, dilakukan oleh 
kader Posyandu Anggrek I, yang merupakan 
tenaga sukarela dan tidak memiliki latar 
belakang pendidikan kesehatan. Sementara 
kehadiran petugas kesehatan, baik dokter 
maupun bidan, atau petugas yang lainnya 
sangat dibutuhkan untuk membantu para 
kader dalam memberikan pelayanan 
kesehatan serta menyampaikan penyuluhan 
tentang kesehatan kepada masyarakat. 
Dengan demikian, kehadiran posyandu meru-
pakan bentuk dukungan dari Pemerintah un-
tuk pemberdayaan masyarakat dibidang 
kesehatan sekaligus tempat menyatunya 
petugas dengan masyarakat.  

Sebagai wadah pelayanan kesehatan 
tingkat dasar, para kader Posyandu Anggrek I 
harus mampu menunjukkan kemampuannya 
dalam memperhatikan dan memperdulikan 
permasalahan sosial yang dihadapi masyara-
kat di lingkungan. Peran kader dalam penye-
lenggaraan Posyandu sangat besar karena 
selain sebagai pemberi informasi kesehatan 
kepada masyarakat juga sebagai penggerak 
masyarakat untuk datang ke Posyandu dan 
melaksanakan perilaku hidup bersih dan 
sehat. Seperti halnya Posyandu Anggrek I 
yang ada di RW 015 Kelurahan Jatirahayu, 
Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Dana 
dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan 
Posyandu yang kurang, tidak membuat para 
kader menghentikan aktivitasnya, tetapi se-
baliknya para kader selalu antusias mem-
bangun partisipasi masyarakat dan 
melakukan aksi-aksi sosial yang berhub-
ungan dengan kesehatan. Disamping itu, para 
kader juga berupaya menjalin kerja sama un-
tuk memperkuat organisasi Posyandu. 

Identi�ikasi	Masalah	

Berdasarkan latar belakang di atas maka 
penulis mengidenti�ikasi permasalahan ini, 
yaitu: 
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1. Pelayanan di Posyandu Anggrek I masih 
belum sepenuhnya optimal, karena 
dilihat dari latar belakang Pendidikan 
para kader Posyandu Anggrek I yang 
bukan Pendidikan kesehatan. 

2. Dana yang kurang karena tidak ada ban-
tuan dana dari Kelurahan jadi Posyandu 
Anggrek I hanya mengandalkan dana 
dari donatur warga sekitar Posyandu 
Anggrek I. 

3. Partisipasi yang kurang dari masyara-
kat untuk datang ke Posyandu menjadi 
hambatan para kader melakukan 
perannya di Posyandu Anggrek I, na-
mun para kader Posyandu Anggrek I 
tetap membangun partisipasi masyara-
kat untuk lebih sering datang ke Po-
syandu. 

Batasan	Masalah	

Setelah melakukan identi�ikasi masalah, 
maka penulis memutuskan untuk membatasi 
ruang lingkup permasalahan karena apabila 
penelitian dilakukan tanpa ada batasan masa-
lah, penelitian akan terjebak dengan banyak-
nya data yang melimpah dilapangan. Batasan 
masalah penelitian ini yaitu peranan kader 
posyandu dalam meningkatkan pelayanan di 
Posyandu Anggrek I RW 015. 

LANDASAN	TEORI	

Peranan		

Pengertian	Peranan	

Peranan adalah tindakan yang dilakukan 
seseorang atau sekelompok orang dalam sua-
tu peristiwa atau bagian yang dimainkan 
seseorang dalam suatu peristiwa (Kamus Be-
sar Bahasa Indonesia, 2008:1173).  

Apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 
dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan 
antara kedudukan dan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak 
dapat dipisah-pisahkan karena yang satu ter-
gantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak 
ada peranan tanpa kedudukan atau 
kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana 
dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 
dua arti. Setiap orang mempunyai macam-
macam peranan yang berasal dari pola-pola 
pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti 
bahwa peranan menentukan apa yang diper-
buatnya bagi masyarakat serta kesempatan-
kesempatan apa yang diberikan oleh 
masyarakat kepadanya. 

Menurut Katz dan Kahn (dalam Mifta 
Thoha, 2002),  integrasi organ-
isasi merupakan peleburan komponen peran-
an, norma dan nilai. Peranan ada-
lah serangkaian perilaku yang diharapkan 
dilakukan oleh seseorang yang ditentukan 
oleh karakteristik pribadi seseorang, pern-
gertian seseorang tentang apa yang diharap-
kan orang lain kepadanya dan kemaunnya 
untuk mentaati yang telah menetapkan 
pengharapan tadi.  

Peranan diartikan sebagai perilaku yang 
diatur dan diharapkan dari seseorang dalam 
posisi tertentu, artinya tindakan atau per-
ilaku yang dijalankan oleh pemerintah se-
bagai aparatur pelaksanan penegak pera-
turan dalam bidang pemerintah daerah ha-
ruslah menjalankan tugas pokok dan 
fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku 
(Rivai, 2004: 148). 

Hal-hal	yang	Mencakup	Peranan	

Sejumlah hal yang mencakup konsep peranan 
adalah: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang 
dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorng dalam masyarakat. Peranan 
dalam arti ini merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan kemasyara-
katan. 
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2. Peranan adalah suatu konsep tentang 
apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai 
perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat (Soekanto, 
1995:269).  

Kader		

Pengertian	Kader	 	 	

Secara umum istilah kader posyandu yaitu 
kader-kader yang dipilih oleh masyarakat 
menjadi penyelenggara Posyandu. 

Menurut L.A. Gunawan kader kesehatan 
dinamakan juga promotor kesehatan desa 
(prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih 
oleh dari masyarakat dan bertugas mengem-
bangkan masyarakat. Kader posyandu adalah 
seorang yang karena kecakapannya atau ke-
mampuannya diangkat, dipilih dan atau di-
tunjuk untuk memimpin pengembangan po-
syandu disuatu tempat atau desa (Depkes, 
2008). 

Kader adalah tenaga suka rela yang 
dipilih oleh dan dari masyarakat yang bertu-
gas mengembangkan masyarakat. Direktorat 
Bina Peran Serta Masyarakat Kementerian 
Kesehatan RI memberikan batasan kader, 
bahwa kader adalah warga masyarakat 
setempat yang dipilih dan ditunjuk oleh 
masyarakat dan dapat bekerja secara su-
karela (Handayani, 2011). 

Kader adalah warga masyarakat setem-
pat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat 
dan dapat bekerja secara sukarela mengelola 
posyandu. (Zulki�li, 2003). 

Kader kesehatan adalah warga 
masyarakat pada tempat yang dipilih atau 
ditunjuk oleh masyarakat, dengan kata lain 
kader kesehatan merupakan wakil dari warga 
setempat untuk membantu masyarakat da-

lam masalah kesehatan, agar diperoleh kes-
esuaian antara fasilitas pelayanan kesehatan 
dan kebutuhan masyarakat yang bersangku-
tan (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

Persyaratan	Kader	

Persyaratan menjadi kader posyandu 
menurut Zulki�li (2003) adalah dapat mem-
baca dan menulis dengan bahasa Indonesia, 
secara �isik dapat melaksanakan tugas-tugas 
sebagai kader, berwibawa, mempunyai 
penghasilan sendiri dan tinggal tetap di desa 
yang bersangkutan. Selain itu kader yang 
dipilih adalah orang-orang yang aktif dalam 
kegiatan-kegiatan sosial maupun pem-
bangunan desanya, serta dikenal masyarakat 
dan dapat bekerjasama dengan masyarakat 
calon kader lainnya. 

Menurut Bagus (2003), mempunyai 
pendapat lain mengenai persyaratan bagi 
seorang kader antara lain adalah warga yang 
bisa membaca dan menulis, merupakan 
penduduk yang tinggal di desa tersebut, be-
rasal dari masyarakat setempat dan diterima 
oleh masyarakat setempat, tidak sering 
meninggalkan tempat untuk waktu yang lama 
serta masih cukup waktu bekerja untuk 
masyarakat disamping mencari na�kah lain. 

Dari persyaratan-persyaratan yang 
diutamakan oleh beberapa ahli diatas 
dapatlah disimpulkan bahwa kriteria pemili-
han kader kesehatan antara lain, sanggup 
bekerja secara sukarela, mendapat ke-
percayaan dari masyarakat dimana per-
ilakunya menjadi panutan masyarakat, mem-
iliki jiwa pengabdian yang tinggi, mempunyai 
penghasilan tetap, pandai baca tulis, sanggup 
membina masyarakat sekitarnya. 

Pelatihan	Kader	

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang 
lebih menekankan pada praktek daripada te-
ori yang dilakukan seseorang atau kelompok 
dengan menggunakan pelatihan orang de-



102 | JIA	SANDIKTA—ISSN	2337-9979 

 

wasa dan bertujuan meningkatkan kemam-
puan dalam satu atau beberapa jenis ket-
erampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran 
merupakan suatu proses interaksi antara pe-
serta dengan lingkungannya yang mengarah 
pada pencapaian tujuan pendidikan dan 
pelatihan yang telah ditentukan terlebih da-
hulu (Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Kesehatan, 2002). 

Tujuan	Pelatihan	

Menurut Notoatmodjo (2005), pelatihan 
memiliki tujuan penting untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan sebagai krite-
ria keberhasilan program kesehatan secara 
keseluruhan. 

Tujuan umum pelatihan kader posyan-
du adalah meningkatkan kemampuan kader 
posyandu dalam mengelola dan menyam-
paikan pelayanan kepada masyarakat (Tim 
Penggerak PKK Pusat, 1999). Sedangkan 
tujuan khususnya adalah: 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampi-
lan kader sebagai pengelola posyandu 
berdasarkan kebutuhan sasaran di wila-
yah pelayanannya. 

2. Meningkatkan pengetahuan, keterampi-
lan dalam berkomunikasi dengan 
masyarakat. 

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampi-
lan kader untuk menggunakan metode 
media diskusi yang lebih partisipatif. 

Posyandu	

Pengertian	Posyandu		 	 	

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - 
Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah 
kegiatan kesehatan dasar yang diselenggara-
kan dari, oleh dan untuk masyarakat yang 
dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu 
merupakan salah satu Upaya Kesehatan Ber-
sumberdaya Masyarakat (UKBM). Jadi, Po-

syandu merupakan kegiatan swadaya dari 
masyarakat di bidang kesehatan dengan pe-
nanggung jawab kepala desa.  

Posyandu adalah pusat kegiatan 
masyarakat dalam upaya pelayanan 
kesehatan dan keluarga berencana. (Effendi, 
Nasrul. 1998: 267). 

A.A. Gde Muninjaya (2002:169) menga-
takan : ”Pelayanan kesehatan terpadu 
(yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan 
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di 
suatu wilayah kerja Puskesmas. Tempat 
pelaksanaan pelayanan program terpadu di 
balai dusun, balai kelurahan, RW, dan se-
bagainya disebut dengan Pos pelayanan 
terpadu (Posyandu)”. 

Konsep Posyandu berkaitan erat 
dengan keterpaduan. Keterpaduan yang di-
maksud meliputi keterpaduan dalam aspek 
sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petugas 
penyelenggara, aspek dana dan lain se-
bagainya. (Departemen kesehatan, 1987:10). 

Tujuan	Posyandu	

Tujuan posyandu menurut Sulistyorini 
(2011) antara lain:   

1. Menurunkan angka kematian bayi 
(AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), 
melahirkan dan nifas. 

2. Membudayakan NKBS (Norma Keluarga 
Kecil Bahagia Sejahtera) 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat 
untuk mengembangkan kegiatan 
kesehatan dan KB serta kegiatan 
lainnya yang menunjang untuk 
tercapainya masyarakat sehat sejahtera. 

4. Posyandu berfungsi sebagai Wahana 
Gerakan Reproduksi Keluarga Se-
jahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga 
dan Gerakan Ekonomi Universitas Su-
matera Utara Keluarga Sejahtera. 
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5. Menghimpun potensi masyarakat untuk 
berperan serta secara aktif meningkat-
kan kesejahteraan ibu, bayi, dan balita 
dan keluarga serta mempercepat 
penurunan angka kematian ibu, bayi 
dan balita. 

Manfaat	Posyandu	

Bagi	Masyarakat	

Menurut Karwati, Pujiati, dan Mujiwati 
(2011) manfaat posyandu bagi masyarakat 
adalah: 

1.	 Memperoleh kemudahan untuk 
mendapatkan informasi dan pelayanan 
kesehatan bagi anak balita dan ibu,	

2.	 Pertumbuhan anak balita terpantau se-
hingga tidak menderita gizi kurang atau 
gizi buruk,	

3.	 Bayi dan balita mendapatkan kapsul vit-
amin A,	

4.	 Ibu hamil terpantau berat badannya 
dan memperoleh tablet tambah darah 
serta imunisasi tetanus toxoid (TT),	

5.	 Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A 
dan tablet tambah darah,	

6.	 memperoleh penyuluhan kesehatan 
yang berkaitan tentang kesehatan ibu 
dan anak,	

7.	 apabila mendapat kelainan pada anak 
balita, ibu hamil, ibu nifas me-
nyusuidapat segera diketahui dan diru-
juk ke puskesmas,	

8.	 dapat berbagi pengetahuan dan pen-
galaman tentang ibu dan anak balita.	

Bagi	Kader	

Karwati, Pujiati, dan Mujiwati (2011) men-
gidenti�ikasi manfaat Posyandu bagi kader 

antara lain: 

1. Mendapatkan berbagai informasi 
kesehatan lebih dahulu dan lebih 
lengkap, 

2. Ikut berperan secara nyata dalam 
perkembangan tumbuh kembang anak 
balita dan kesehatan ibu,  

3. Citra diri meningkat di mata masyarakai 
Universitas Sumatera Utara sebagai 
orang yang terpercaya dalam bidang 
kesehatan, 

4. Menjadi panutan karena telah mengabdi 
demi pertumbuhan anak dan kesehatan 
ibu. 

Bagi	Puskesmas	

Menurut Meilani, Setiyawati, Estiwidani, dan 
Sumarah (2009) manfaat posyandu bagi 
puskesmas adalah: 

1. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai 
pusat penggerak pembangunan berwa-
wasan kesehatan, pusat pemberdayaan 
masyarakat, pusat pelayanan kesehatan 
strata pertama, 

2. dapat lebih spesi�ik membantu 
masyarakat dalam pemecahan masalah 
kesehatan sesuai kondisi setempat, 

3. Meningkatkan efesiensi waktu, tenaga, 
dan dana melalui pemberian pelayanan 
terpadu. 

Bagi	Sektor	Lain	

Meilani, Setiyawati, Estiwidani, dan Sumarah 
(2009) manfaat posyandu bagi sektor lain 
adalah: 

1. Dapat lebih spesi�ik membantu 
masyarakat dalam pemecahan masalah 
sektor terkait, utamanya yang terkait 
dengan upaya penurunan AKI dan AKB 
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sesuai kondisi setempat. 

2. Meningkatkan efesiensi melalui pem-
berian pelayanan secara terpadu sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing sektor. 

Pelayanan	

Pengertian	Pelayanan	

Pelayanan mempunyai dua istilah penting 
yang perlu diketahui yaitu melayani dan pela-
yanan. Pengertian melayani adalah memban-
tu menyiapkan apa yang diperlukan 
seseorang. Sedangkan pelayanan adalah 
usaha melayani kebutuhan orang lain 
(Poerwadarminta, 1995:572). 

Menurut Suparlan (2000:35) pelayanan 
ialah sebuah usaha pemberian bantuan atau-
pun pertolongan pada orang lain, baik dengan 
berupa materi atau juga non materi agar 
orang tersebut bisa mengatasi masalahnya 
itu sendiri. 

Freed Luthans (1995:46) mengatakan 
bahwa pelayanan adalah sebuah proses 
pemenuhan kebutuhan melalui akti�itas 
orang lain yang menyangkut segala masalah 
yang ditujukan orang lain untuk menye-
leaikan masalah. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat 
disimpulkan yang dimaksud dengan pela-
yanan adalah pemberian bantuan kepada 
orang lain yang berupa materi ataupun non 
materi dalam rangka untuk mencapai tujuan 
guna untuk bisa mendapatkan kepuasan da-
lam memenuhi kebutuhan. 

Pendekatan	Penelitian		 	

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
sehingga pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan deskriptif kualitatif dan akan 
menghasilkan data deskriptif berupa kata- 
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif 

dipilih karena pendekatan ini dirasa sesuai 
apabila digunakan untuk mendeskripsikan 
secara jelas dan terperinci serta memperoleh 
data yang mendalam tentang peranan kader 
posyandu dalam meningkatkan pelayanan.  

Menurut Moleong (2007:8) penelitian 
kualitatif bermaksud untuk memahami fe-
nomena tentang apa yang di alami oleh sub- 
jek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara ho- 
listik mendeskripsikan dengan bahasa dan 
kata-kata konteks khusus yang alamiah den- 
gan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
Penelitian kualitatif juga merupakan 
penelitian riset yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Proses dan makna 
(perspektif subjek ) lebih di tonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. Adapun menurut Kirk 
dan Miller (dalam Moleong 2006:4) 
mende�inisikan bahwa penelitian kualitatif 
adalah tradisi tertentu dalam ilmu penge-
tahuan sosial yang secara fundamental ber-
gantung dari pengamatan pada manusia baik 
dalam kawasannya maupun dalam peri-
stilahannya. Sedangkan menurut Sugiyono 
(2012:9), penelitian kualitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada �ilsafat 
postpositi�isme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 
Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif 
adalah studi untuk menemukan fakta dengan 
interpretasi yang tepat, melukiskan secara 
tepat sifat sifat dari beberapa fenomena ke-
lompok atau individu, menentukan frekuensi 
terjadinya suatu keadaan untuk meminimal-
kan bias dan me- maksimalkan reabilitas. An-
alisanya dikerja- kan berdasarkan ex	post	fac-
to,	 artinya data dikumpulkan setelah semua 
kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). 
Menurut usman, Husairi dan akbar (2009:4) 
penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan 
secara sistematis, factual, dan akurat 
mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi 
tertentu sehingga penelitian deskriptif ini 
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dapat memberikan gambaran secara nyata 
tentang fakta- fakta pada lokasi penelitian 
yang menghasil- kan data deskrptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang diamati (Mardalis, 2009:4).  

Pendekatan deskriptif kualitatif ini 
dipilih diharapkan mampu memberikan gam-
baran yang jelas tentang fenomena yang ter-
jadi di lapangan berdasarkan fokus penelitian 
yang dilakukan yaitu tentang peranan kader 
posyandu dalam meningkatkan pelayanan di 
Posyandu Anggrek I RW 015 Kelurahan Jati-
rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota 
Bekasi 

PEMBAHASAN	

Peranan	 Kader	 Posyandu	 dalam	 Mening-
katkan	 Pelayanan	 di	 Posyandu	 Anggrek	 I	
RW.015	

Peranan menurut Hendropuspito merupakan 
konsep fungsional yang menjelaskan fungsi 
seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas 
yang nyata dilakukan seseorang. Setiap orang 
akan melakukan perbuatan dengan caracara 
tertentu (Malcolm Hardi dan Steve Heyes, 
1988 : 139). 

Wujud dari peranan itu adalah tugas-
tugas yang dijalankan oleh seseorang berkai-
tan dengan posisi atau fungsinya dalam 
masyarakat. Salah satu peranan kader Po-
syandu adalah melakukan perbuatan dengan 
cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan 
yakni meningkatkan kesehatan masyara-
katnya. 

Dilihat dari peranan kader Posyandu, 
organisasi tersebut adalah sebagai alat media 
yang merupakan pusat kegiatan untuk men-
gontrol kesehatan masyarakat setempat 
secara dini. Selain merupakan sarana 
kesehatan bagi masyarakat setempat, Po-
syandu juga merupakan tempat interaksi baik 
antar anggota Posyandu maupun dengan 
masyarakat sekitar. 

Seperti yang dikatakan oleh Ninik Sut-
jiati pada wawancara tanggal 04 Juli 2019 
bahwa, peranan kader Posyandu dalam 
meningkatkan pelayanan adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh para kader Posyandu un-
tuk mengontrol serta memberikan pelayanan 
kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat 
agar tujuan kesehatan tingkat dasar di sekitar 
Posyandu dapat terlaksana dengan baik. Ka-
rena kader adalah ujung tombak keberhasilan 
Posyandu dalam meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Untuk mencapai manusia yang sehat 
diperlukan pemahaman dan sikap serta 
upaya dari Kader dengan memperhatikan 
dan memperhitungkan intervensi, sebagai 
berikut: 

1.	 Faktor Lingkungan	

2.	 Pelayanan Kesehatan	

3.	 Sikap	

4.	 Perilaku Masyarakat	

Sedangkan untuk meningkatkan 
kesehatan, para kader harus memperhatikan 
dua aspek, yakni; Preventif (pencegahan pen-
yakit) Promotif (peningkatan kesehatan itu 
sendiri). Jika dua aspek di atas dapat 
tercakup dan dengan memperhatikan faktor-
faktor di atas, maka kader Posyandu sebagai 
wadah kesehatan masyarakat setempat 
secara tidak langsung menjalankan perannya 
dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. 
Di dalam sub bab ini akan dibahas mengenai 
berbagai peranan kader Posyandu dalam 
meningkatkan pelayanan di Posyandu Ang-
grek I RW.015 Kelurahan Jatirahayu. 

Peranan	Kader	Posyandu	Sebagai	Motiva-
tor	

Pentingnya peranan kader sebagai motivator 
masyarakat, karena masing-masing orang 
memiliki pengertian, perasaan, sikap, tinda-
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kan yang terbilang variatif. Untuk itu, diper-
lukan pengaruh dari seorang kader sebagai 
tindakan yang dapat membentuk, men-
dukung, menunjang perkembangan masyara-
kat kearah yang lebih baik. Maksud dari 
peranan kader Posyandu dalam memotivasi 
masyarakat dalam sub bab ini adalah, tinda-
kan kader Posyandu sebagai pembimbing, 
pengarah, pendorong sikap dan perilaku 
masyarakat.  

Hasil penelitian ini, menemukan bahwa 
kader berperan dalam memotivator masyara-
kat untuk aktif dalam kegiatan Posyandu. Di 
Posyandu Anggrek I RW.015, para kader 
menggerakkan masyarakat melalui per-
temuan. Tugas dari pada motivator itu adalah 
memberi penyuluhan serta pemahaman ten-
tang tujuan, manfaat dari Posyandu serta 
mengajak masyarakat untuk senantiasa aktif 
datang ke Posyandu setiap bulannya agar 
mereka tahu tujuan atau kepentingan datang 
ke Posyandu. Di samping itu juga para kader 
menunjukkan data tentang tumbuh kembang 
anak, dimulai dari berat badan, tinggi badan, 
serta kesehatan anak yang bisa terus dipan-
tau jika balita rajin datang setiap bulannya. 

Disamping melalui pertemuan, para 
kader juga mendorong masyarakat melalui 
kegiatan kunjungan (sweeping). Sweeping 
adalah salah satu upaya untuk menjaring 
sasaran dalam bentuk kunjungan rumah. Hal 
ini dilakukan apabila masih ada sasaran yang 
tidak datang ke Posyandu pada waktu yang 
ditentukan. Para kader Posyandu Anggrek I 
juga melakukan tindakan persuasif 
(mengajak) masyarakat misalnya mem-
berikan pengumuman melalui Masjid yang 
ada di dekat Posyandu agar masyarakat tidak 
lupa untuk membawa balitanya datang ke Po-
syandu.  

Peranan	 Kader	 Posyandu	 dalam	 Aksi	 So-
sial 

Sebagai bagian dari masyarakat, Posyandu 
memiliki berbagai harapan-harapan untuk 

melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu 
kepada masyarakatnya. Sebagai manifes-
tasinya, Posyandu Anggrek I mengadakan 
bentuk-bentuk tindakan, baik itu secara pre-
ventif maupun reparatif. 

Bentuk Tindakan preventif, yakni; Pen-
imbangan Bayi, Balita, Ibu Hamil, Bina 
Keluarga Lansia (BKL), Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT), Pemberantasan Sarang 
Nyamuk (PSN), Pemberian Imunisasi Polio 
dan Vitamin A, Penyuluhan-penyuluhan. Se-
dangkan tindakan reparatif, yakni pemberian 
Rujukan. 

Peranan	Kader	 Posyandu	 dalam	Menjalin	
Kemitraan	

Kemitraan biasanya dide�inisikan sebagai 
hubungan sukarela dan bersifat kerja sama 
antara beberapa pihak, baik pemerintah mau-
pun swasta, yang semua orang di dalamnya 
setuju untuk bekerja sama dalam meraih 
tujuan bersama dan menunaikan kewajiban 
tertentu serta menanggung resiko, tanggung 
jawab, sumber daya, kemampuan dan keun-
tungan secara bersama sama. 

Kunci utama terlaksanan-
ya kemitraan adalah dengan menerapkan 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh 
program-program dengan lembaga-lembaga 
terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan 
tersebut. Untuk membangun dan mempeluas 
akses pendidikan masyarakat dan menjawab 
tantangan pengembangan kemitraan, perlu 
diterapkan koordinasi, integrasi, dan sing-
kronisasi seluruh program, baik secara inter-
nal maupun lintas sektoral.  

Dalam menciptakan kesehatan 
masyarakat, hal yang perlu di perhatikan ada-
lah terpenuhinya kebutuhan terhadap 
kesehatan, dan kesejahteraan hidup mening-
kat, serta menjalin kerjasama dengan insti-
tusi atau organisasi masyarakat yang ber-
peran dalam pengembangan kesehatan 
masyarakat. Dengan memperhatikan itu 
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semua, maka akan terciptanya suatu iklim 
yang memungkinkan kesehatan masyarakat 
dapat berkembang. 

Sebagai langkah nyata yang dilakukan 
oleh Posyandu Anggrek I yaitu melakukan 
usaha peningkatan kesehatan dan menjalin 
kemitraan. Posyandu Anggrek I bekerja sama 
dengan mitra luar seperti produk susu balita 
dan makanan balita, jadi pihak mitra produk 
susu dan makanan balita mempromosikan 
produknya ke masyarakat yang datang ke Po-
syandu. 

Secara struktural, Posyandu berada 
dibawah garis koordinasi Kelurahan. Posyan-
du dengan Kelurahan sebagai mitra binaan, 
maksudnya adalah Posyandu dengan Ke-
lurahan saling membina kerjasama strategis 
dan saling menguntungkan diantara keduan-
ya, guna kemajuan dalam menciptakan 
kesehatan masyarakat yang menjadi tujuann-
ya. 

Posyandu diharapkan mampu menjadi 
motor penggerak bagi para anggotanya, se-
hingga seluruh elemen masyarakat yang ada 
nantinya juga akan ikut berperan untuk men-
dukung kegiatan yang dilakukan oleh pihak 
dari Posyandu. 

Pihak Kelurahan juga selalu mem-
berikan kesempatan bagi Posyandu untuk 
melaksanakan program kegiatan yang sudah 
dicetuskan Pemerintah. 

Faktor	 Penghambat	 yang	 Menyebabkan	
Kurangnya	Peranan	Kader	Posyandu	Ang-
grek	I	dalam	Meningkatkan	Pelayanan		

Pemikiran tentang peranan, dalam hal ini 
dapat dipandang sebagai bagian dari struktur 
masyarakat, dimana diciptakan oleh 
masyarakat bagi manusia. Jadi disini struktur 
masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola 
peranan yang saling berhubungan. Walaupun 
peranan adalah bagian dari struktur 
masyarakat, tapi peranan itu hanya ada sela-

ma peranan itu diisi oleh individu (David Ber-
ry, 1982:101). 

Sehingga individu yang berada dalam 
kelompok, dalam hal ini adalah Posyandu, 
maka ia nantinya akan menetapkan sebuah 
cara untuk mencapai tujuannya dengan 
merumuskan dirinya sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh dirinya maupun kelompok-
nya (Posyandu). 

Adanya faktor-faktor yang menghambat 
peran Posyandu Anggrek I dalam upaya 
meningkatkan pelayanan masyarakat, karena 
berbicara mengenai peranan dari sebuah or-
ganisasi yang sifatnya sukarala, tentu tidak 
semua organisasi sukarela ini berperan 
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ang-
gotanya.  

Di lapangan, ditemukan beberapa faktor
-faktor menjadi hambatan yang dapat 
mempengaruhi kurang optimalnya peran Po-
syandu Anggrek I dalam upaya meningkatkan 
pelayanan hambatan yang ada di Posyandu 
Anggrek I adalah latar belakang Pendidikan 
para kader Posyandu Anggrek I bukan bidang 
kesehatan, jadi informasi kesehatan yang di 
infokan kepada masyarakat hanya yang 
mereka kuasai selebihnya diinfokan oleh Bi-
dan yang bertugas. 

Salah satu faktor yang dianggap men-
jadi hambatan bagi Posyandu Anggrek I ada-
lah masalah tentang latar belakang Pendidi-
kan para kader Posyandu yang bukan bidang 
kesehatan, mereka hanya mengandalkan ket-
erampilan dan pengalamannya untuk 
kegiatan Posyandu. 

Selain masalah latar belakang Pendidi-
kan para kader, terkadang kesadaran 
masyarakat dan waktu yang tidak tepat serta 
minimnya dana dan sarana prasarana men-
jadi faktor penghambat yang mempengaruhi 
peran Posyandu Anggrek I dalam meningkat-
kan pelayanan kepada masyarakat. 
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Faktor	Pendukung	Kader	Posyandu	dalam	
Meningkatkan	Pelayanan	

Masyarakat yang ada disekitar Posyandu 
Anggrek I sudah banyak memberi dukungan 
dalam hal biaya untuk anggaran kegiatan Po-
syandu. Dengan adanya dukungan yang 
diberikan dari masyarakat sekitar dalam hal 
dana maka kegiatan di Posyandu dapat ber-
jalan sebagaimana mestinya. 

Faktor lain yang dapat mendukung 
kegiatan para kader Posyandu Anggrek I ada-
lah para kader sering mengikuti pelatihan 
administrasi yang diadakan oleh Pemerintah 
setempat atau Pemerintah tingkat Kota. 
Dengan adanya pelatihan ini membuat para 
kader Posyandu Anggrek I menjadi ber-
tambah wawasan dan pengetahuan serta 
lebih paham tentang kegiatan administrasi 
Posyandu serta informasi mengenai 
kesehatan masyarakat. 

PENUTUP	

Kesimpulan		

Peran kader Posyandu Anggrek I, sebagai 
suatu asosiasi yang bergerak dibidang sosial 
kesehatan tingkat dasar, yang memiliki fungsi 
untuk melayani masyarakat dengan tujuan 
dalam memantau kesehatan sehingga 
kesehatan masyarakat meningkat. Para kader 
Posyandu berasal dari perempuan-
perempuan PKK yang tersebar di setiap RT 
yang berada di lingkup RW.015 Kelurahan 
Jatirahayu. 

Melalui Posyandu Anggrek I, para 
kader dapat melakukan kegiatan kesehatan 
langsung dengan masyarakat dan juga dapat 
menjalin kemitraan dengan Pemerintah 
setempat dan pihak produsen makanan dan 
minuman balita terpercaya sebagai upaya da-
lam menciptakan kesehatan masyarakat 
setempat. Berdasarkan alur pemikiran peran-
an kader Posyandu dalam meningkatkan pe-
layanan, kegiatan para kader yakni; memoti-

vasi masyarakat, kegiatan aksi-aksi sosial, 
serta menjalin mitra kerjasama. 

Peranan Posyandu Anggrek I dalam 
meningkatkan pelayanan masyarakat bila 
dilihat dari segi promotif, itu memberikan 
manfaat tersendiri baik bagi masyarakat dan 
juga organisasi Posyandu Anggrek I. Karena 
melalui pemberian motivasi, masyarakat 
dapat terpengaruh dengan tindakan-tindakan 
yang dianjurkan oleh kader yang fungsinya 
sebagai pendorong. Sehingga, mereka mau 
peduli dengan kesehatannya dan peduli 
dengan adanya Posyandu.  

Mengingat status dan kedudukan kader 
Posyandu Anggrek I sebagai organisasi yang 
bergerak di bidang sosial kesehatan, dan 
memiliki mitra kerjasama dengan instansi 
pemerintah setempat, mendorong Posyandu 
Anggrek I untuk berperan dalam aksi-aksi 
social seperti memberikan pelayanan 
kesehatan secara gratis, memberikan 
penyuluhan dan lain sebagainya. Melalui ker-
jasama dan selalu pro aktif menjalin 
kemitraan dengan pihak Pemerintah, Posyan-
du Anggrek I bisa menjadikan organisasi so-
sial ini untuk dapat berkembang dalam men-
ciptakan kesehatan masyarakat. 

Selain menjalin kemitraan dengan pihak 
Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan 
terutama dibidang kesehatan, Posyandu Ang-
grek I juga menjalin kemitraan dengan pihak 
luar seperti produsen makanan dan minuman 
bayi namun kemitraan yang terjalin antara 
Posyandu Anggrek I dan pihak produsen tid-
ak dilakukan secara berkelanjutan sehingga 
tidak adanya keuntungan yang di dapatkan 
oleh pihak Posyandu Anggrek I. 

Kader sebagai ujung tombak dalam or-
ganisasi Posyandu, harus memiliki pan-
dangan yang sifatnya aktif dan kreatif dalam 
menjadikan organisasi Posyandu dapat ber-
gerak secara dinamis. Untuk itu, para kader 
yang dianggap kurang produktif dalam or-
ganisasi ini, perlu dibina dan diperhatikan 
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agar kualitas para kader meningkat. Tujuan 
didalam pemberian pembekalan penge-
tahuan serta keterampilan kepada para kader 
adalah sebagai usaha meningkatkan kualitas 
para kader, dan juga sebagai langkah awal 
agar para kader merasa berarti dan mampu 
melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar. 

Selama ini keberadaan Posyandu Ang-
grek I, telah memberikan kontribusi positif 
bagi masyarakat setempat, khususnya dalam 
hal kesehatan. Karena dengan adanya kader, 
masyarakat akan mudah mendapatkan pela-
yanan di Posyandu, serta mendapatkan moti-
vasi dari kader posyandu untuk peduli ter-
hadap kesehatannya. Dan masyarakat juga 
akan merasa mendapatkan akses kesehatan 
yang mudah dan murah dijangkau. 

Keberadaan Posyandu tidak hanya 
memberikan manfaat bagi masyarakat seki-
tar saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi 
para kader. Karena dengan bergabungnya 
mereka dengan organisasi ini, tentunya mem-
berikan pengalaman mereka dalam berorgan-
isasi, disamping itu, para kader menjadi peka 
dengan kondisi masyarakat di lingkungan 
sekitar wilayah kerjanya. 

Saran	

1.	 Untuk penataan sistem 5 meja harus 
lebih diperhatikan sesuai dengan uru-
tannya yang biasa dimulai dari pen-
daftaran sampai kegiatan dimeja tera-
khir.	

2.	 Dana yang minim di Posyandu Anggrek 
I, karena hanya mengandalkan donatur 
dari masyarakat setempat sehingga 
berdampak pada buruknya kualitas alat
-alat. Sebaiknya kader dapat memper-
luas jaringan kerjasama dengan pihak 
lain, sehingga aktivitas kegiatan di Po-
syandu dapat berjalan dengan lancar.	

3.	 Kurangnya sarana untuk permainan 

anak didalam Posyandu membuat para 
balita menjadi bosan, untuk itu para 
kader harus lebih memperhatikan hal 
ini agar para balita yang hadir tidak bo-
san karena adanya fasilitas permainan 
anak.	

4.	 Adanya penyuluhan bersama masyara-
kat setempat sebelum kegiatan Posyan-
du dimulai, agar masyarakat terus 
mendapatkan pengetahuan baru ten-
tang kesehatan terutama kesehatan 
anaknya disetiap bulannya.	

5.	 Untuk para kader harus lebih memper-
hatikan berkas-berkas Posyandu yang 
penting agar tidak hilang atau tercecer 
karena jika ada yang melakukan 
penelitian di Posyandu Anggrek I 
dikemudian hari bisa terlaksana lebih 
baik dan informasi yang diberikan lebih 
lengkap lagi.	

6.	 Memberikan penyuluhan tentang PMT 
yang sehat kepada masyarakat agar tid-
ak memberikan PMT dalam bentuk in-
stant.	

7.	 Penyuluhan yang diberikan melalui 
kunjungan ke rumah harus menyeluruh 
kepada masyarakat di ruang lingkup 
kerja Posyandu Anggrek I.	

8.	 Kemitraan dengan pihak produsen ha-
rus menggunakan sistem continue 
(berkelanjutan) agar kedua belah pihak 
saling mendapat keuntungan.	
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yaitu obyektif, sistematis, analitis, dan 
argumentatif  
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dipublikasikan melalui media ilmiah lain. 

3. Naskah yang dikirim ditulis dalam Baha-
sa Indonesia yang baku, komunikatif, tid-
ak bias, dan apabila terpaksa 
menggunakan bahasa selain Indonesia 
haruslah dicetak miring (italics).  

4.	 Naskah yang dikirimkan diketik dengan 
menggunakan word	 processor	 baik Mi-
crosoft	 Word	 2007	 (untuk	 versi	 2010	 ke	
atas,	 save	 as	 type	 Word	 2007)	 maupun	
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yang	hendak	dimuat	ke	dalam	jurnal.		

5. Sistematika penulisan terdiri atas Judul, 
Penulis (Nama Penulis, Instansi Asal, Ala-
mat Email atau Nomor Kontak),  Abstrak, 
Kata Kunci (5 kata kunci pencarian 
penelitian), Pendahuluan (terdiri atas 
latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan, teori dan hipotesis penelitian), 
Pembahasan, Penutup (kesimpulan dan 
saran), Daftar Pustaka (jumlah rujukan 
adalah 5 tahun terakhir, kecuali untuk 
topik penelitian tertentu), dan Biodata 

Penulis (foto dan biogra�i ringkas dalam 
bentuk essay 2 paragraf).  

6. Judul penelitian ringkas, tidak melebihi 
14 kata tidak termasuk kata sambung. 

7. Abstrak adalah ikhtisar yang harus 
memuat pendahuluan, pembahasan, dan 
kesimpulan penelitian antara 100—200 
kata atau 2 paragraf. 

8. Pencantuman sumber kutipan dilakukan 
langsung pada body	text	 dengan ketentu-
an nama belakang, tahun, dan halaman 
kutipan. Pencantuman dilakukan di akhir 
kalimat. Contoh: (Robbins, 2010: 57). 

9. Daftar Pustaka ditulis tanpa penomoran 
dengan urutan nama pengarang (tidak 
menggunakan gelar), judul (dicetak mir-
ing tanpa penebalan), penerbit, kota ter-
bit, dan tahun terbit. Contoh: Isan Tawu, 
Mengenal	Administrasi	(Jakarta: Penerbit, 
2013). 

10. Rumus, perhitungan statistik, dan se-
jenisnya tidak diketik secara manual 
melainkan menggunakan aplikasi 
bawaan word	 processor	 (misalnya MS-
Equation	pada MS Word) 

11. Isi naskah bukan tanggung jawab 
redaksi. Redaksi berhak melakukan edit-
ing redaksional tanpa menghilangkan 
substansi tulisan.  

12. Mengisi formulir di sekretariat redaksi 
serta menyelesaikan administrasi yang 
ditentukan. 

13. Penulis wajib menandatangani Pakta In-
tegritas yang menyatakan bahwa 
artikelnya bukan merupakan hasil pla-
giasi dan belum pernah dimuat di media 
manapun.   

14. Naskah diserahkan dalam bentuk 
softcopy	dan hanya naskah yang memen-
uhi syarat saja yang diproses. Naskah 
dikirim ke email: 
lppm.stiasandikta@gmail.com  

15. Untuk keterangan lebih lengkap silakan 
hubungi sekretariat redaksi. [</>] 
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